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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 900.1.1 / 640 / BPKAD /2025
NOMOR :170/ 603 / DPRD / 2025
TANGGAL : 14 Agustus 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : [ Made Kembang Hartawan
Jabatan :  Bupati Jembrana
Alamat : Jalan Surapati No. 1 Negara.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jembrana.

2. a. Nama :  Ni Made Sri Sutharmi
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Jembrana.
Alamat : Jalan Surapati No. 2 Negara.
b. Nama : I Made Sabda
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Jembrana.
Alamat : Jalan Surapati No. 2 Negara.



c. Nama : 1 Wayan Wardana

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Jembrana.
Alamat : Jalan Surapati No. 2 Negara.

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Jembrana yang bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun
Anggaran 2026, perlu disusun Kebijkan Umum APBD yang disepakati
bersama antara DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Jembrana, untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan
umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,
yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jembrana Tahun

Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila terdapat penambahan atau pengurangan program, kegiatan Sub.
Kegiatan serta pagu anggaran ketika proses pembahasan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Kabupaten Jembrana
tahun Anggaran 2026, dapat dilakukan dengan tidak mengadakan
perubahan terhadap nota kesepakatan ini.



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2026.

Negara, 14 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
mﬁﬂ JEMBRANA, KABUPATEN JEMBRANA
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KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang
Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kertha wara
nugaha-Nya, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA) Kabupaten Jembrana Tahun anggaran 2026 dapat tersusun sesuai

waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana diatur pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah
menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD
dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, berdasarkan hal
tersebut penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Jembrana
tahun anggaran 2026 mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana tahun 2026 sebagaimana
telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan juga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Bali Tahun
2026, selain itu KUA juga mempedomani Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Nasional Tahun 2026 sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

KUA merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro
daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah,
kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah untuk
periode satu tahun. Berdasarkan amanat peraturan perundang- undangan
kebijakan pengalokasian anggaran disusun dengan memprioritaskan
belanja wajib antara lain bidang kesehatan, bidang pendidikan, pemulihan
ekonomi daerah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk
percepatan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi serta
pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan, dan

memperhatikan rasionalisasi belanja pegawai.

Dengan tersusunnya KUA Kabupaten Jembrana tahun anggaran

2026, digunakan sebagai acuan/pedoman dalam menyusun Prioritas dan
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Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD KabupatenJembrana Tahun 2026
dan akhir kata tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua
pihak yang membantu dan berkontribusi terhadap penyelesaian dokumen

ini.

—Negara, 14 Agustus 2025
—~Bupati Jembrana

" MA Ey KEMBANG HARTAWAN
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta
Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2026 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026
dengan memperhatikan penjabaran tahun kedua visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada)
serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana (RPJMD) Tahun 2025-
2029. RKPD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2026
disusun dalam asumsi respon dan penguatan pertumbuhan ekonomi
yang berdampak pada banyak sektor strategis Kabupaten Jembrana.
Selain itu, RKPD Tahun 2026 menjadi RKPD masa transisi dimana
dokumen ini disusun bersamaan dengan disusunnya dokumen RPJMD
Tahun 2025-2029. Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026
dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan, mulai dari persiapan
penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal RKPD; penyusunan
rancangan RKPD; pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat
desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten; perumusan rancangan
akhir RKPD; dan penetapan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2026.
Dengan demikian RKPD Semesta Berencana tahun 2026 merupakan
pedoman dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Kabupaten
Jembrana tahun anggaran 2026. Dokumen RKPD Semesta Berencana
Kabupaten Jembrana Tahun 2026 yang disusun melalui pendekatan
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down), bawah-atas
(bottom up), dan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan
Spasial (THIS) serta dengan mengimplementasikan konsep money follow

programs menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan



dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/
kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan
pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian
indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif
dan efisien. Sinkronisasi RKPD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana
tahun 2026 dengan KUA tahun anggaran 2026 dilakukan melalui integrasi

antar program dan kegiatan menurut RKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa KUA merupakan
dokumen yang memuat:

1) Kondisi ekonomi makro daerah;

2) Asumsi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;

3) Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026;

4) Kebijakan belanja daerah,;

S) Kebijakan pembiayaan daerah;

0) Strategi pencapaian hal-hal tersebut di atas.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas secara substansi dokumen

KUA Tahun Anggaran 2026 adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk tahun 2026 dan merupakan pedoman dan ketentuan
umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) tahun 2026, dan secara normatif berfungsi menjembatani
perencanaan aspiratif yang tertuang dalam RKPD dengan kemampuan
keuangan daerah, sehingga implementasi penganggaran akan dapat
diwujudkan secara rasional dan optimal, secara substansial tidak bisa
terlepas dari gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah,
secara operasional memuat arahan wuntuk meningkatkan kinerja
Pemerintah Daerah di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,
dan secara faktual menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja dalam

menjalankan pemerintahan daerah.



Selain itu, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian
Rancangan Kebijakan Umum anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, maka dalam rangka
mengharmonisasikan Kebijakan Fiskal Nasional dengan Kebijakan di
Kabupaten Jembrana maka dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2026 selain mengacu dan
berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Tahun 2026 juga mencermati

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2026.

I.2 Tujuan Penyusunan KUA
Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) KabupatenJembrana
Tahun 2026 adalah:

1) untuk memenuhi kewajiban sebagai penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2) Menghasilkan kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten
Jembrana dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten
Jembrana atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan
pembangunan dalam RKPD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana
Tahun 2026;

3) Menjadi landasan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jembrana tahun
2026.

I.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA tahun 2026 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah—daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik



8)

9)

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);



10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);



16) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

17) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2026
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-

Pokok Kebijakan Fiskal;



24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.... Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ....);

25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2020 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1558);

26) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.02/2020 tentang Tata
Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum Atas Pemenuhan
Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan Belanja Wajib
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1560);

27) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2022 tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana
Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

28) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif
Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun
Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
510);

29) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator
Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi
Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

30) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 976);

31) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);



32) peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi
Bali Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

33) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi
Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

34) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Jembrana Tahun 2006 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);

35) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

36) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2023 Nomor 11);

37) Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun
2026;

38) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026.
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BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro daerah yang memuat arah kebijakan
ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah akan memberi
gambaran tentang kondisi ekonomi daerah sebagai bagian dari
perekonomian regional, nasional maupun global. Kerangka Ekonomi Makro
Kabupaten Jembrana yang digunakan pada KUA Tahun 2026 memuat
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Kondisi Ekonomi
Daerah Tahun 2026 yang terdiri dari:

1
2

Pertumbuhan Ekonomi

Ketenagakerjaan

4
5

)
)

3) Kemiskinan
) Ketimpangan Pendapatan
)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai
rencana program dan kegiatan pemerintah menjadi sangat penting untuk
dapat memastikan suatu daerah mampu mengalokasikan anggaran secara
efektif dan efisien serta tepat sasaran. Kerangka ekonomi makro daerah
dan kerangka pendanaan dalam KUA/PPAS Kabupaten Jembrana Tahun
2026 akan memberi gambaran tentang kondisi ekonomi daerah sebagai
bagian dari perekonomian regional, nasional maupun global. Selain itu,
estimasi sumber-sumber pendapatan dari sektor potensial dapat dijadikan
sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam mengalokasikan anggaran
secara efektif dan efisien untuk setiap program kegiatan yang
direncanakan. Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan
untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi
Kepala Daerah, serta menyelesaikan permasalahan isu strategis daerah,
sebagai pedoman untuk perumusan prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Dengan
demikian arah kebijakan ekonomi daerah perlu disusun berdasarkan

kajian mendalam serta berpedoman pada dokumen RKPD Semesta
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Berencana Tahun 2026 serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal tahun 2026.

II.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak lepas dari tren ekonomi
makro Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali serta Nasional serta
memperhatikan dinamika perekonomian global. Berdasarkan Kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, kebijakan
tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Trump pada 2 April 2025
terhadap 145 negara mitra dagang tersebut mencerminkan kembalinya
praktik proteksionisme ekstrem yang pernah diterapkan AS 125 tahun lalu,
bahkan menyerupai era Merkantilisme abad ke-16 hingga ke-18. Dalam
dua pekan pertama bulan Mei 2025 terakhir, tercatat kesepakatan dagang
antara Amerika Serikat dan Inggris, serta dimulainya negosiasi AS-
Tiongkok yang menghasilkan jeda perang tarif. Respons negara-negara
bervariasi, dari negosiasi bilateral hingga retaliasi tarif. Peran lembaga
multilateral yang dibentuk untuk memberikan solusi bagi penyelesaian
sengketa dagang juga tidak berjalan secara efektif. Dinamika ini
mencerminkan ketidakpastian global yang terus berlanjut akibat
persaingan ekonomi, perdagangan, keuangan, hingga potensi konflik
militer antarnegara. Memburuknya perang dagang dan ketidakpastian
arah kebijakan ekonomi global semakin menekan perekonomian dunia
yang sudah rapuh sejak awal tahun. Perang tarif antara dua kekuatan
ekonomi terbesar dunia ini tidak hanya memengaruhi perdagangan
bilateral mereka, tetapi juga memberikan efek rambatan (spillover effects)
ke seluruh dunia. Beberapa negara mulai mengalami kontraksi pada
triwulan I, seperti Korea Selatan. Sebagian negara lain membukukan
pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, misalnya AS, Spanyol,
Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Situasi penuh ketidakpastian saat ini
sebenarnya membuka peluang bagi Indonesia untuk membuka akses pasar
ekspor baru dengan memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi
untuk relokasi industri. Ketidakpastian global ini juga menjadi momentum

untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan mengakselerasi
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reformasi struktural, seperti peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri,
deregulasi, dan transformasi digital. Kondisi global saat ini juga menjadi
momen untuk terus meningkatkan sinergi kebijakan pusat dan daerah
guna mendorong akselerasi pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
Pemerintah juga akan menerapkan kebijakan ekonomi dan fiskal yang
responsif dan inklusif guna melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli
masyarakat. Insentif dan paket kebijakan fiskal, serta dukungan
pembiayaan akan diberikan pada sektor-sektor prioritas dan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga keberlangsungan usaha dan
mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, program
perlindungan sosial juga akan terus diperkuat melalui bantuan sosial,
subsidi energi, dan jaring pengaman untuk kelompok rentan guna menjaga
konsumsi dan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal akan dijalankan
dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga
keberlanjutan fiskal (prudent and sustainable). Pemerintah tetap
berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran dalam batas aman serta
mengelola rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara
terkendali. APBN difungsikan secara optimal sebagai instrumen
countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus menjaga
fleksibilitas anggaran dalam merespons kebutuhan strategis. Efisiensi dan
efektivitas belanja negara juga akan terus ditingkatkan agar setiap rupiah
yang dibelanjakan berdampak besar terhadap pemulihan dan transformasi
ekonomi.

Mencermati perkembangan ekonomi global, dan nasional diatas
yang penuh dengan ketidakpastian, serta sekaligus untuk menjamin
keberlanjutan arah pembangunan daerah, maka arah kebijakan ekonomi
Kabupaten Jembrana tahun 2025 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi
nasional dan provinsi dan mengakomodir pencapaian visi, misi dan
program Kepala Daerah dengan visi yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di
Kabupaten Jembrana menuju Jembrana Maju, Harmoni, dan
Bermartabat dengan Membangun Manusia, Alam, dan Budaya. Untuk

mencapai visi pembangunan tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi, antara
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lain: Misi 1: Menjaga manusia untuk mewujudkan masyarakat Jembrana
yang berdaya saing dan mandiri. Misi 2: Menjaga alam dan lingkungan
untuk menghadirkan ekosistem hijau dan ramah serta dapat
mengakomodir kehidupan masyarakat Jembrana. Misi 3: Menjaga agama,
budaya, adat, dan tradisi Jembrana. Misi 4: Mewujudkan pelayanan publik
yang responsif, adaptif, dan inovatif. Demi menunjang kinerja pemerintah
daerah dalam kaitannya dengan ekonomi daerah, perlu dilakukan analisis
kondisi perekonomian Kabupaten Jembrana secara menyeluruh untuk
menentukan strategi dan arah kebijakan menuju pencapaian tujuan

pembangunan.

II.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Proyeksi Kondisi
Ekonomi Daerah Tahun 2024-2026

Perkembangan ekonomi Kabupaten Jembrana hingga tahun 2024
menunjukkan tren positif, didukung oleh pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dan berbagai inisiatif pembangunan yang berfokus
pada sektor strategis. Pada tahun 2024, ekonomi Kabupaten Jembrana
tumbuh sebesar 4,98%. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor
utama seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang tetap menjadi
tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, sektor penyediaan
akomodasi dan makan minum juga menunjukkan kontribusi signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk memastikan bahwa tren positif
perkembangan ekonomi di Jembrana dapat terjaga di tahun-tahun
selanjutnya, perlu dirumuskan arah kebijakan ekonomi daerah yang
memperhatikan gambaran kondisi ekonomi hingga tahun 2024 serta
melihat kemungkinan hambatan dan tantangan serta prospek
perekonomian yang muncul di tahun 2025-2026. Secara garis besar,
proyeksi atau gambaran kondisi ekonomi daerah tahun 2026 dapat
digambarkan dengan lebih rinci berdasarkan kondisi ekonomi makro

daerah sebagai berikut.
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II.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
1) Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2026 diperkiraan tumbuh
kuat pada kisaran 5,2 — 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang
terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu
memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama
pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan
difokuskan pada program-program produktif yang mendorong
kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan
energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor
juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui
strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar
ekspor ke berbagai negara (trade diversion dan trade creation).
Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan
pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI
Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif.
Transformasi ekonomi menuju sektorsektor bernilai tambah tinggi,
berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi
kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika
global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik
dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui
kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka Panjang.
Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan
beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah
ketidakpastian global. Pada Q4-2024, Indonesia mencatatkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi
(4,4%), dan Malaysia (4,8%). Perekonomian Indonesia sepanjang
tahun 2024 mampu tumbuh sebesar 5,03% melambat dibanding
capaian 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-
to-c). Capaian ini didorong oleh peningkatan aktivitas investasi dan
manufaktur, serta didukung permintaan domestik yang terjaga dan

permintaan global yang mulai pulih. Dari sisi produksi, penyumbang
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utama pertumbuhan ekonomi tahun 2024 adalah Industri
Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Hal ini sejalan dengan
peningkatan aktivitas produksi dan permintaan luar negeri. Dari sisi
pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun
2024 adalah Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB. Hal ini tercermin
dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan penambahan barang
modal untuk aktivitas produksi. Tiga lapangan usaha dengan
pertumbuhan tertinggi, yaitu Jasa Lainnya, Transportasi &
Pergudangan, serta Akomodasi & Makan Minum. Sementara itu, dari
sisi pengeluaran, Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan
tertinggi. Sepanjang tahun 2024, wilayah Bali & Nusa Tenggara,
Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku & Papua tumbuh di atas
ekonomi nasional. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga
tumbuh 4,98% pada kuartal IV 2024, secara keseluruhan mencapai
4,94% sepanjang tahun. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung
oleh inflasi yang terkendali serta peningkatan mobilitas masyarakat.
Peningkatan ini tercermin dari kenaikan okupansi hotel dan jumlah
penumpang di berbagai moda transportasi. APBN menjaga daya beli
masyarakat antara lain melalui belanja bantuan sosial bagi
kelompok berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi
pasokan pangan untuk stabilitas harga. Selain itu, penciptaan
lapangan kerja baru yang mencapai 4,79 juta di tahun 2024 turut
mendorong konsumsi masyarakat. Sementara itu, konsumsi
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) pada
kuartal IV 2024 tumbuh 6,06% dan 12,48% sepanjang tahun 2024.
Peningkatan ini didorong oleh aktivitas terkait penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada serentak 2024, serta berbagai ajang olahraga.
Sepanjang tahun 2024, konsumsi Pemerintah tumbuh 6,61% dengan
pertumbuhan 4,17% pada triwulan IV. Kinerja yang sangat baik
tersebut tercermin dari peran belanja negara yang semakin optimal
sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat,
menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan.

Realisasi belanja negara tersebut memberikan multiplier effect bagi
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perekonomian, baik terhadap aktivitas dunia usaha maupun
konsumsi masyarakat melalui kebutuhan dasar seperti kesehatan,
pendidikan, dan perlinsos. Pembentukan Modal Tetap Bruto
(investasi) tercatat tumbuh 5,03% pada triwulan IV dan 4,61%
sepanjang tahun 2024. Kinerja pertumbuhan ini melanjutkan tren
penguatan yang konsisten dalam kurun empat tahun terakhir.
Stabilitas ekonomi-politik serta dukungan kebijakan fiskal dan
moneter, mampu meningkatkan kepercayaan investor dan realisasi
investasi di berbagai sektor, termasuk hilirisasi. Hal ini terlihat dari
realisasi PMA dan PMDN yang tumbuh 20,82% dengan total nilai
Rpl1.714 T, lebih dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan impor
barang modal dan bahan baku juga memberi indikasi kinerja
manufaktur yang terjaga. Melalui APBN, Pemerintah turut
mendorong investasi dengan meningkatkan belanja modal untuk
konstruksi serta pembangunan infrastruktur konektivitas,
bendungan, kawasan industri dan pariwisata. Kinerja Ekspor pada
kuartal IV tumbuh 7,63% dan secara tahunan tumbuh 6,51%.
Pertumbuhan positif ekspor tahun 2024 ditopang oleh meningkatnya
ekspor barang dan ekspor jasa. Peningkatan ekspor barang terutama
didorong oleh peningkatan ekspor komoditas besi baja dan bahan
bakar mineral yang secara volume tumbuh masing-masing 17,8%
dan 7,8%. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor jasa ditopang
peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang
tumbuh 19,05%. Di sisi lain, impor barang masih terkontraksi
sebesar 10,36 % pada kuartal IV dan sebesar 7,95 % secara tahunan.
Sektor Manufaktur pada kuartal IV 2024 tumbuh 4,89% dan 4,43%
sepanjang tahun 2024. Permintaan domestik maupun global yang
tetap kuat menjadi penopang pertumbuhan, terutama pada
subsektor industri logam dasar, elektronik, dan makan minum.
Sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur, sektor
perdagangan tumbuh 5,19% pada kuartal IV atau tumbuh 4,86%
sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan tersebut didorong oleh

peningkatan aktivitas produksi. Sektor-sektor terkait mobilitas
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masyarakat mencatat pertumbuhan signifikan sepanjang tahun
2024. Sektor transportasi tumbuh 7,92% pada kuartal IV dan
mencapai 8,69% sepanjang tahun 2024. Sejalan dengan itu, sektor
Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh tinggi, sebesar 6,61%
pada kuartal IV dan 8,56% di sepanjang tahun 2024. Momentum ini
didorong oleh penyelenggaraan event nasional dan internasional
serta perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata yang
meningkatkan arus wisatawan baik dari domestik dan mancanegara.
Sektor primer mengalami moderasi, baik dari sektor pertanian
maupun sektor pertambangan. Sektor pertanian tumbuh 0,71%
pada kuartal IV atau 0,67% untuk keseluruhan tahun 2024.
Pelemahan kinerja sektor pertanian ini disebabkan penurunan
produksi padi dan kelapa sawit. Namun demikian, kinerja sektor
pertanian diperkirakan akan meningkat seiring dengan kebijakan
swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, sektor pertambangan juga tumbuh moderat sebesar
3,95% pada kuartal IV atau 4,90% untuk tahun 2024. Moderasi
harga komoditas menjadi salah satu faktor perlambatan
pertumbuhan sektor pertambangan. Secara spasial, seluruh wilayah
tumbuh positif sepanjang tahun 2024. Wilayah Jawa dan Sumatera
tetap menjadi kontributor utama penopang pertumbuhan ekonomi
dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,92% dan 4,45%.
Aktivitas manufaktur, perdagangan, dan pembangunan konsisten
menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa dan Sumatera.
Sementara itu, aktivitas hilirisasi menopang pertumbuhan tinggi di
wilayah Timur Indonesia. Wilayah Maluku-Papua dan Sulawesi
tumbuh tinggi masing-masing sebesar 7,81% dan 6,18%.
Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi
pendorong aktivitas konstruksi di Kalimantan sehingga mencatatkan
pertumbuhan sebesar 5,52%. Aktivitas pariwisata tumbuh kuat
mampu menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa
Tenggara tumbuh sebesar 5,04%. Kinerja perekonomian nasional

yang resilien tidak terlepas dari kerja keras APBN. APBN terus
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dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui
keberpihakan programperlindungan sosial (Perlinsos), mendukung
perekonomian nasional, serta melaksanakan agenda pembangunan
nasional. Guna menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah akan
terus memperkuat program Perlinsos, seperti PKH, Kartu Sembako,
serta Subsidi dan Kompensasi. Peningkatan kapasitas UMKM akan
dilakukan melalui program KUR dan fasilitas perpajakan.
Sementara, upaya untuk menjaga stabilitas harga akan dilakukan
melalui stabilisasi harga pangan (SPHP).

Peran APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan melalui
berbagai strategi kebijakan Pemerintah. Keberlanjutan upaya
penguatan fundamental ekonomi terus dilakukan, antara lain
melalui transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan,
pengembangan  energi terbarukan,  hilirisasi, peningkatan
produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan
bisnis. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi, koordinasi,
dan sinergi untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi
kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Meski demikian, perekonomian Indonesia masih tetap berada pada
jalur yang solid dan menunjukkan resiliensi dengan capaian
pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2024 sebesar 4,95% (yoy)
ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan
meningkatnya kinerja ekspor. Tingkat pertumbuhan tersebut juga
didukung dengan inflasi yang rendah dan terkendali pada angka
1,84% pada bulan September 2024. Selain itu, angka pertumbuhan
ekonomi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara
lain, seperti Tiongkok (4,6%), Singapura (4,1%), Korea Selatan (1,5%),
dan Amerika Serikat (2,7%).
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Tabel II.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Jangka Menengah

2025 2026 2027 2028 2029
Indikator

APEN KEM-PPKF Proyeksi Proyeksi Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%) 52 5.2-5,8 5,3-6,1 5,6-7,0 5.8-8,0
Inflasi (%) 2,5 1.5-3,5 1,5-35 1,5-3,5 1.5-35
Nilai Tukar (Rp/USD) 16.000 16.500-16.900 15.700-16.900 15.700-16.900 15.700-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) 7,0 6,6-7,2 6,3-7.3 6,0-7,0 6,0-7,0
Harga Minyak Mentah

82 60-80 60-80 60-80 60-80

Indonesia/ICP (USD/barel)
Lifting Minyak Mentah (rbph]) 605 600-605 568-696 567-792 578-901
Lifting Gas Bumi (rbsmph) 1.005 553-1017 S04-1.118 1.023-1.345 1.110-1.539

Sumber: Kementerian Keuangan
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2025 menunjukkan
kinerja yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,52% (yoy).
Capaian ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang
tumbuh sebesar 5,19% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan nasional.
Dari sisi penawaran, sumber pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari
(LU)

Penyediaan Akomodasi, Makanan dan

LU Administrasi

Lapangan Usaha

Minuman (Akmamin) serta Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, didorong oleh tingginya
pertumbuhan wisatawan domestik yang mencapai 10,18% (yoy) dan
naiknya realisasi belanja Pemerintah, khususnya pada komponen
belanja pegawai, yang dipicu oleh pencairan Tunjangan Hari Raya
(THR) bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan. Sementara dari sisi
permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh
Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Ekspor Luar Negeri, sejalan
dengan pencairan THR dan aktivitas pariwisata yang masih tinggi
pada triwulan laporan. Kinerja perekonomian Bali tetap kuat pada
triwulan I 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi
nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) pada triwulan I 2025 sebesar Rp41,91 triliun
atau tumbuh 5,52% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan IV
2024 yang tumbuh 5,19% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali juga

lebih tinggi dibanding Nasional yang tumbuh sebesar 4,87%(yoy).
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Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2025
berada pada urutan ke-8 (delapan) tertinggi dari 38 (tiga puluh
delapan) Provinsi di Indonesia. Dari sisi pengeluaran, akselerasi
pertumbuhan ekonomi Bali sejalan dengan menguatnya kinerja
Konsumsi RT, Konsumsi Pemerintah, dan PMTB. Kinerja Total
Konsumsi pada triwulan I 2025 terakselerasi dibandingkan triwulan
sebelumnya didorong oleh akselerasi komponen Konsumsi
Pemerintah dan Konsumsi RT. Ke depan, potensi pertumbuhan
konsumsi yang positif diperkirakan tetap berlanjut, tecermin dari
tingginya keyakinan dan ekspektasi konsumen terhadap perbaikan
kondisi kegiatan usaha dan lapangan pekerjaan. Kinerja Investasi
Bali tumbuh menguat pada triwulan I 2025, seiring akselerasi
penyelesaian konstruksi proyek-proyek strategis bernilai besar.
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)/Investasi di
Bali tumbuh 5,13% (yoy) pada triwulan I 2025, menguat
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,19%
(yoy). Kinerja investasi yang kuat utamanya didorong oleh
pertumbuhan PMDN Sektor Hotel dan Restoran yang tumbuh
sebesar 20,78% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya
yang terkontraksi sebesar -12,35% (yoy) dan juga oleh pertumbuhan
PMA Sektor Pergudangan yang tumbuh 940,03% (yoy) meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 755,00%
(yoy). Kinerja neraca perdagangan pada triwulan I 2025 tumbuh
positif terutama didorong oleh pertumbuhan ekspor Provinsi Bali,
baik ke luar negeri maupun antardaerah. Neraca perdagangan
gabungan (luar negeri dan antardaerah) tumbuh 33,74% (yoy) pada
triwulan I 2025, namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya yang tumbuh sebesar 117,10% (yoy). Berdasarkan nilai
nominal, neraca perdagangan Bali pada triwulan laporan juga
mengalami surplus sebesar Rp1.487,09 miliar (ADHK) atau sebesar
Rp6.564,57 miliar (ADHB) dengan kontribusi terbesar berasal dari
Ekspor Luar Negeri.

21



3)

Disisi lain pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2025 tumbuh
kuat lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya, didorong oleh
kinerja lapangan usaha Perdagangan, lapangan usaha Transportasi,
lapangan usaha Pertanian, serta lapangan usaha Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan
usaha Akmamin tumbuh melambat pada triwulan I 2025 disebabkan
perlambatan kunjungan wisatawan khususnya wisatawan
mancanegara ke Bali seiring dengan normalisasi kunjungan
wisatawan menuju level pra-pandemi.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana

Selama satu dekade terakhir, PDRB Kabupaten Jembrana terus
mengalami pertumbuhan, baik PDRB atas dasar harga berlaku
(ADHB) (lebih dari 7,00%) maupun atas dasar harga konstan tahun
2010 (ADHK) (lebih dari 2,90%), kecuali pada tahun 2020-2021.
Pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Jembrana berada di posisi ketiga
terbawah di Provinsi Bali. Meskipun mengalami penurunan ketika
pandemi, perekonomian Kabupaten Jembrana segera tumbuh
dengan cepat. Bahkan, lebih cepat dibanding Provinsi Bali pada
tahun 2021. Hal ini didukung oleh stimulus ekonomi untuk sektor
usaha kerakyatan dan gencarnya kegiatan vaksinasi sebagai upaya
pencegahan penularan covid-19. Ke depannya, subsektor ekonomi
kreatif dapat dikembangkan secara efektif sebagai pembangkit
ekonomi tambahan di Jembrana. Pada tahun 2022-2024 terlihat
peningkatan laju pertumbuhan secara positif yang meningkat dari
2,98% menjadi 4,98% secara progresif. Pertumbuhan ekonomi ini

dijelaskan sebagai berikut
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Gambar II.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana 2019-2023

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2014-2025

I1.1.1.2 Ketenagakerjaan

1) Ketenagakerjaan Nasional

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mendorong
terciptanya lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja baru
dan mengurangi pengangguran. Pada Agustus 2023, jumlah
penduduk usia kerja di Indonesia tercatat sebanyak 215 juta
orang, dengan 152 juta orang di antaranya termasuk dalam
angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus
2024 meningkat menjadi 144,6 juta orang, dibandingkan dengan
139,9 juta orang pada Agustus 2023. Kondisi ini menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan
kerja baru serta menurunkan jumlah pengangguran. Kemampuan
ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja terus
membaik, yang tecermin dari kenaikan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 menjadi 70,63 persen,
dibandingkan dengan 69,8 persen pada Agustus 2023. TPAK

mengindikasikan besarnya proporsi penduduk usia kerja yang
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aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Sementara itu,
jumlah pengangguran pada 2024 tercatat sebesar 7,9 juta orang,
dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen.
Berdasarkan rilis data Februari 2025, TPT tercatat sebesar 4,76
persen, lebih rendah dari Februari 2024 yang sebesar 4,82 persen
dengan penciptaan lapangan kerja sebesar 3,59 juta jiwa. Hingga
akhir 2025, Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan TPT ke
level 4,5 — 5,0 persen. Kualitas kondisi tenaga kerja nasional juga
turut membaik. Proporsi tenaga kerja formal meningkat secara
bertahap yang utamanya dipengaruhi oleh pemulihan sektor
industri pengolahan yang banyak mempekerjakan tenaga kerja
formal. Pada Agustus 2024, proporsi tenaga kerja formal tercatat
sebesar 42,1 persen meningkat dibandingkan Agustus 2023 yang
sebesar 40,9 persen. Sementara itu, tenaga kerja formal di
Februari 2025 tercatat sebesar 40,60 persen, menurun
dibandingkan Februari 2024 sebesar 40,83 persen. Ratarata upah
bulanan juga mengalami kenaikan didukung oleh perbaikan
kondisi ekonomi dan peningkatan produktivitas. Rata-rata upah
di Agustus 2024 sebesar Rp3,27 juta meningkat sebesar 2,8
persen dibandingkan Agustus 2023. Per Februari 2025, rata-rata
upah buruh per bulan tumbuh sebesar 1,78 persen dari Februari
2024 menjadi sebesar Rp3,09 juta. Kondisi ketenagakerjaan
nasional masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera.
Berdasarkan data Agustus 2024, penduduk Indonesia yang
bekerja lebih dari 77 persen berada di Pulau Jawa dan Sumatera.
Meski demikian, TPT di Pulau Jawa dan Sumatera merupakan
wilayah dengan TPT tertinggi, yakni masing-masing 5,2 persen
dan 4,8 persen. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara merupakan
wilayah dengan TPT paling rendah, yakni 2,5 persen.
Perkembangan TPAK antarwilayah memperlihatkan bahwa
wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua tercatat
memiliki TPAK tertinggi, masing-masing sebesar 77,3 persen dan

72,6 persen. Lapangan wusaha pertanian dan perkebunan
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2)

3)

mendominasi penyerapan tenaga kerja di semua wilayah, kecuali
Jawa yang didominasi pekerja di sektor perdagangan. Mobilisasi
tenaga kerja di seluruh wilayah nasional merupakan dampak dari
transformasi struktural dan revitalisasi industri yang berbasis
kewilayahan.

Ketenagakerjaan Provinsi Bali

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali semakin membaik.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan
dari 1,79% pada Agustus 2024 menjadi 1,58% pada Februari
2025. Tren ini didukung oleh terciptanya lapangan kerja baru di
sejumlah lapangan usaha, dengan penambahan jumlah tenaga
kerja terbesar tercatat pada lapangan usaha Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan
Pergudangan, Jasa Perusahaan, Pertambangan dan Penggalian,
serta  Administrasi Pemerintahan. Beberapa hal yang
memengaruhi perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali
di antaranya pemulihan pariwisata, peningkatan mobilitas
penduduk, dan membaiknya kinerja industri perbankan seiring
dengan adanya perluasan digitalisasi pembayaran. Sejumlah
lapangan usaha utama menunjukkan peningkatan penyerapan
tenaga kerja. Jumlah serapan tenaga kerja pada lapangan usaha
terkait pariwisata mengalami peningkatan sejalan dengan
tumbuhnya kunjungan wisatawan di tengah periode peak season
wisman dan libur Nataru.

Ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Jembrana terlihat
fluktuatif dengan angka tertinggi pada tahun 2020. Hal ini
dikarenakan banyaknya tenaga kerja, terutama sektor pariwisata,
yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, berbagai stimulus
untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta percepatan
pemulihan ekonomi berhasil menekan tingkat pengangguran
terbuka hingga 4,11% pada tahun 2021 dan terus menurun

seperti pada Gambar II-2 berikut.
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Gambar II.2 Pengangguran di Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2014-2024
Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2015-2025

Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di
Kabupaten Jembrana tercatat sebesar 1,53%, mengalami
penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang
sebesar 2,52%. Penurunan ini menunjukkan perbaikan kondisi
ketenagakerjaan di Jembrana, sejalan dengan tren positif di
Provinsi Bali, di mana TPT pada Agustus 2024 sebesar 1,79%,
turun dari 2,69% pada Agustus 2023.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jembrana pada tahun 2024
mencapai 202.938 orang, meningkat dari 197.832 orang pada
tahun 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di
Jembrana juga menunjukkan stabilitas, dengan persentase
sebesar 80,10% pada tahun 2024, sedikit meningkat dari 80,05%
pada tahun 2023. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa
Kabupaten Jembrana mengalami perbaikan signifikan dalam
sektor ketenagakerjaan, dengan penurunan tingkat pengangguran
dan peningkatan jumlah angkatan kerja. Stabilnya TPAK juga
mencerminkan partisipasi aktif penduduk usia kerja dalam pasar

tenaga kerja.
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I1.1.1.3 Kemiskinan
1) Kemiskinan Nasional
Sasaran pembangunan nasional ditargetkan terus membaik dan
menjadi prioritas pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas diharapkan akan dapat meningkatkan
penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat
pengangguran terbuka menjadi 4,00 - 4,71 persen di 2029.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus
meningkat, tingkat kemiskinan juga ditargetkan akan turun ke
level 4,5 — 5,0 persen di 2029. Penurunan tingkat kemiskinan
juga dibarengi dengan upaya memperbaiki Rasio Gini ke tren
yang lebih merata, yaitu mencapai 0,372- 0,375 di 2029.
Kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat diperkuat melalui integrasi data dengan adanya data
tunggal kemiskinan untuk peningkatan ketepatan sasaran, serta
digitalisasi bantuan dan program pemberdayaan masyarakat
lainnya. Dalam jangka menengah, Pemerintah menetapkan
sasaran indikator kemiskinan yang optimis. Tingkat kemiskinan
pada 2025 ditargetkan turun ke kisaran 7,0-8,0 persen.
Penurunan ini diharapkan terus berlanjut ke 4,5-5,0 persen pada
2029. Sementara itu, kemiskinan ekstrem ditargetkan dapat
dihapus mulai 2025. Sasaran tingkat ketimpangan juga
ditetapkan terus menurun walaupun tidak sedalam penurunan
tingkat kemiskinan. Pada tahun 2025, Rasio Gini ditargetkan
pada rentang 0,378-0,382. Selanjutnya rasio ini diharapkan
turun hingga rentang 0,372-0,375 pada 2029. Pemerintah
merancang strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan untuk mencapai target jangka menengah. Strategi
yang ditempuh antara lain melalui peningkatan akses dan
kualitas layanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan perumahan),
pemberian bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran.
Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan program

pemberdayaan melalui dukungan bantuan modal usaha dan
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peningkatan akses ke lapangan pekerjaan. Penyediaan hunian
yang layak huni dan terjangkau dengan sanitasi yang layak
menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk meningkatkan
akses masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah akan
meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan utamanya
melalui integrasi basis data pensasaran dan memastikan
kecukupan manfaat dan sinergi antarprogram perlinsos yang
relevan. Selain itu, program MBG bagi siswa, balita, dan ibu
hamil/menyusui diharapkan dapat mengurangi beban
pengeluaran makanan, meningkatkan gizi, pemberdayaan UMKM
dan ekonomi lokal. Dari sisi anggaran, dalam rangka mendukung
pelaksanaan strategi tersebut Pemerintah berkomitmen untuk
terus meningkatkan efektivitas anggaran perlinsos. Strategi
akselerasi pengentasan kemiskinan juga ditempuh melalui
penyaluran bansos yang disinergikan dengan program
pemberdayaan. Sinergi ini akan meningkatkan kemandirian dan
mendorong masyarakat miskin untuk graduasi dari kemiskinan.
Bansos yang dikhususkan untuk rumah tangga miskin dapat
diberikan untuk menopang pengeluaran guna memastikan
kebutuhan dasar tercukupi. Oleh karena itu, penyaluran
bantuan ini perlu dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan
tepat waktu agar berdampak optimal mendukung penurunan
kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial disertai dengan program
pemberdayaan berupa dukungan kewirausahaan dan pelatihan
kerja guna meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.
Dukungan kewirausahaan mencakup bantuan permodalan serta
pendampingan dalam merintis dan mengembangkan wusaha.
Selain itu, rumah tangga miskin yang telah berhasil keluar dari
garis kemiskinan (graduasi) didorong untuk mengakses program
pembiayaan, seperti kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha
Rakyat (KUR), guna memperkuat keberlanjutan usaha mereka.
Sementara itu, bagi masyarakat miskin usia produktif yang tidak

terlibat dalam program kewirausahaan, disediakan program
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pelatihan kerja yang dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja
terampil untuk mendukung program prioritas nasional. Di sisi
penciptaan lapangan kerja, Pemerintah berkomitmen untuk
memperluas kesempatan kerja melalui berbagai program
unggulan, seperti MBG, hilirisasi industri, dan pengembangan
lumbung pangan. Program-program ini diharapkan dapat
membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi masyarakat
miskin dan rentan. Selain itu, Pemerintah juga mendorong
pengembangan care economy, seperti pengasuhan balita dan
lansia. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan peluang kerja
yang lebih luas, terutama bagi perempuan, sekaligus
memperkuat peran mereka dalam perekonomian nasional.
Dengan demikian, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk
mengurangi kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM
dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Alokasi anggaran perlinsos akan terus
dioptimalkan untuk mendukung strategi pengentasan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Kebutuhan
anggaran perlinsos diproyeksikan akan terus meningkat seiring
dengan penguatan peran perlinsos sebagai shock absorber di
tengah risiko ketidakpastian global. Selain itu, penuaan populasi
juga akan meningkatkan anggaran perlinsos terutama untuk
perlindungan kelompok lanjut usia. Dalam jangka menengah,
anggaran perlinsos akan diarahkan pada penyaluran bantuan
sosial yang lebih mencukupi dan tepat sasaran, perluasan
program pemberian bantuan modal usaha, peningkatan akses
program pembiayaan, pelatihan kerja untuk mendukung
program nasional, dan penguatan perlinsos adaptif. Untuk itu,
pada 2026-2029, anggaran perlinsos diproyeksikan akan terus
meningkat dan terjaga di kisaran dua persen PDB. Peningkatan
anggaran tersebut utamanya diprioritaskan pada alokasi untuk
mengurangi beban pengeluaran dan mendorong pemberdayaan.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,
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Pemerintah juga mendorong pemenuhan kebutuhan rumah layak
huni dan terjangkau, khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR). Akses terhadap hunian yang memenuhi standar
minimum kesehatan, keamanan, dan kenyamanan masih
menjadi tantangan bagi kelompok ini. Untuk itu, Pemerintah
memperkuat kebijakan pembiayaan perumahan melalui program
FLPP sebagai instrumen utama dalam memperluas akses
kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR. Upaya
ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, ketepatan
sasaran, dan keberlanjutan program perumahan nasional dalam
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh.

Tabel. I1.2 Tingkat Kemiskinan dalam Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah

2025 2026 2029
Indikator
APBN KEM-PPKF Target
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) 0 0 0
Tingkat Kemiskinan (%) 7,0-8,0 65-75 45-5,0

Sumber: RPJMN 2025-2029 dalam KEM PPKF Tahun 2026

2) Kemiskinan Provinsi Bali
Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada September
2024 tercatat sebesar 3,80 persen, turun 0,20 persen poin
terhadap Maret 2024 dan turun 0,45 persen poin terhadap Maret
2023. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada September
2024 tercatat sebanyak 176,21 ribu orang, turun 8,22 ribu orang
terhadap Maret 2024 dan turun 17,57 ribu orang terhadap Maret
2023. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September
2024 tercatat sebesar 3,32 persen, turun 0,23 persen poin
dibandingkan kondisi Maret 2024 yang tercatat sebesar 3,55
persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan
pada September 2024 tercatat sebesar 5,11 persen, turun 0,09
persen poin dibandingkan kondisi Maret 2024 yang tercatat
sebesar 5,20 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada

September 2024 turun sebanyak 6,38 ribu orang dibandingkan
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kondisi Maret 2024 (dari 119,31 ribu orang pada Maret 2024
menjadi 112,93 ribu orang pada September 2024). Pada periode
yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan turun
sebanyak 1,83 ribu orang (dari 65,12 ribu orang pada Maret 2024
menjadi 63,29 ribu orang pada September 2024). Garis
Kemiskinan di Provinsi Bali pada September 2024 tercatat
sebesar Rp580.306,00 per kapita per bulan dengan komposisi
Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp399.291,00 per kapita per
bulan (68,81 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan
sebesar Rp181.015,00 per kapita per bulan (31,19 persen). Pada
September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Bali
terdiri dari 4,21 anggota rumah tangga. Dengan demikian, Garis
Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar
Rp2.443.088,00 per rumah tangga miskin per bulan.

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI BALI
MARET 2018-MARET 2025
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. Persentase Penduduk Miskin (PO) Provinsi Bali Maret 2025 tercatat sebesar 3,72 persen, turun 0,08 persen poin
Ill dibandingkan dengan kondisi September 2024 yang tercatat sebesar 3,80 persen.

o Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali Maret 2025 tercatat sebanyak 173,24 ribu orang, turun 2,97 ribu orang
*  dibandingkan dengan kondisi September 2024 yang tercatat sebanyak 176,21 ribu orang.

Gambar II.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Provinsi Bali

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

3) Kemiskinan Kabupaten Jembrana
Persentase penduduk miskin Kabupaten Jembrana cenderung
fluktuatif sejak tahun 2014. Pada tahun 2020, persentase
penduduk miskin Kabupaten Jembrana mencapai titik
terendahnya, yaitu 3,97%. Angka tersebut mengalami kenaikan

karena pandemi Covid-19. Berbeda dengan sebelum masa
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pandemi, persentase penduduk miskin Kabupaten Jembrana kini

berada di bawah Provinsi Bali seperti pada Gambar I1.4 berikut.
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Gambar II.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jembrana dan
Provinsi Bali Tahun 2014-2024
Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2015-2025

Pada tahun 2024, kondisi kemiskinan di Kabupaten Jembrana
menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
jumlah penduduk miskin di Jembrana pada tahun 2024 tercatat
sebanyak 12,90 ribu jiwa, menurun dari 14,12 ribu jiwa pada
tahun 2023. Persentase penduduk miskin juga mengalami
penurunan dari 4,96% menjadi 4,51%. Garis kemiskinan di
Jembrana pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp496.435 per
kapita per bulan, meningkat dari Rp458.214 pada tahun 2023.
Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kebutuhan dasar yang
harus dipenuhi oleh masyarakat untuk hidup layak.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) di Jembrana
pada tahun 2024 adalah 0,36, lebih rendah dibandingkan rata-
rata Provinsi Bali yang sebesar 0,50. Indeks Keparahan
Kemiskinan (Poverty Severity Index) juga menunjukkan angka
yang lebih baik, yaitu 0,05 untuk Jembrana, dibandingkan

dengan 0,09 untuk Provinsi Bali. Angka-angka ini menunjukkan
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bahwa tidak hanya jumlah penduduk miskin yang menurun,
tetapi juga tingkat keparahan kemiskinan di Jembrana lebih
rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Tren menurunnya
indeks keparahan kemiskinannya memberikan gambaran pada
kesenjangan antarpenduduk miskin relatif menurun. Tren dan
perbandingannya dengan Provinsi Bali dapat dilihat pada

Gambar II-5 berikut.
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Gambar II.5 Kesenjangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali
Tahun 2014-2024
Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2015-2025

Secara keseluruhan, tahun 2024 menunjukkan tren positif dalam
pengurangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana. Penurunan
jumlah dan persentase penduduk miskin, serta indeks
kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih rendah
dibandingkan rata-rata provinsi, mencerminkan efektivitas
program-program penanggulangan kemiskinan yang telah
dilaksanakan. Namun, kenaikan garis kemiskinan juga
menandakan perlunya perhatian terhadap peningkatan biaya

hidup dan kebutuhan dasar masyarakat.

I1.1.1.4 Ketimpangan Pendapatan

1) Ketimpangan Pendapatan Nasional

Tabel. I1.3 Rasio Gini dalam Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah

. 2025 2026 2029
Indikator
APBD KEM-PPKF Target
Rasio Gini (Indeks) 0,379-0,382 | 0,377-0,380 | 0,372-0,375

Sumber: RPJMN 2025-2029 dalam KEM PPKF Tahun 2026
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Tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun. Per September
2024, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,57 persen dengan
jumlah penduduk miskin sebesar 24,06 juta orang. Angka
kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade
terakhir (2014-2024) bahkan terendah sejak tingkat kemiskinan
diumumkan oleh BPS di tahun 1960. Secara spasial, tingkat
kemiskinan per September 2024 di perkotaan berada pada level
6,66 persen atau sebanyak 11,05 juta orang penduduk miskin.
Sementara itu, di perdesaan tingkat kemiskinan berada pada
level 11,34 persen atau sebanyak 13,01 juta orang penduduk
miskin. Pulau Maluku dan Papua menjadi pulau dengan
persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia dengan total
18,62 persen diikuti Bali dan Nusa Tenggara dengan 12,15
persen. Tingkat kemiskinan ekstrem pun berada pada tren yang
semakin membaik. Per 2024, tingkat kemiskinan ekstrem
mencapai 0,83 persen dan ditargetkan menuju O persen di tahun
2025. Meski demikian, tingkat ketimpangan pengeluaran
penduduk masih harus terus dipantau dan diperbaiki. Tingkat
ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) per
September 2024 berada pada level 0,381, lebih rendah dari Rasio
Gini per Maret 2024 yang sebesar 0,379. Peningkatan Rasio Gini
tersebut didorong oleh naiknya Rasio Gini baik di perkotaan
maupun perdesaan yang masing-masing baik menjadi sebesar
0,402 dan 0,308 dengan Rasio Gini perdesaan lebih rendah
dibandingkan dengan perkotaan. Pada tahun 2025, Secara
spasial, hampir seluruh provinsi telah mengalami penurunan
Rasio Gini di bawah level prapandemi pada September 2024. Di
2025, Rasio Gini ditargetkan pada level 0,379 — 0,382. Berbeda
dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang konsisten
menurun pada 2023-2024, tingkat ketimpangan cenderung
stagnan. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan yang
ditunjukkan oleh Rasio Gini tercatat sebesar 0,388. Selanjutnya,

Rasio Gini menunjukkan perbaikan pada Maret 2024 sehingga
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mencapai 0,379. Penurunan sebesar 0,009 ini merupakan yang
terbesar dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan adanya
perbaikan distribusi pendapatan yang lebih nyata. Namun
demikian, perbaikan indikator ketimpangan tersebut tidak
berlanjut pada September 2024, tecermin pada Rasio Gini yang
kembali meningkat menjadi 0,381. Dalam jangka menengah,
Pemerintah menetapkan sasaran indikator kemiskinan yang
optimis. Tingkat kemiskinan pada 2025 ditargetkan turun ke
kisaran 7,0-8,0 persen. Penurunan ini diharapkan terus
berlanjut ke 4,5-5,0 persen pada 2029. Sementara itu,
kemiskinan ekstrem ditargetkan dapat dihapus mulai 2025.
Sasaran tingkat ketimpangan juga ditetapkan terus menurun
walaupun tidak sedalam penurunan tingkat kemiskinan. Pada
tahun 2025, Rasio Gini ditargetkan pada rentang 0,378-0,382.
Selanjutnya rasio ini diharapkan turun hingga rentang 0,372-
0,375 pada 2029.

Ketimpangan Pendapatan Provinsi Bali

Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di
Provinsi Bali yang diukur dengan menggunakan Gini Rasio
tercatat sebesar 0,353. Angka ini mengalami peningkatan 0,005
poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2024 yang
tercatat sebesar 0,348 dan turun 0,008 poin jika dibandingkan
kondisi Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,361. Berdasarkan
ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran
penduduk di Provinsi Bali pada Maret 2025 untuk kelompok 40
persen terbawah tercatat sebesar 18,67 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran
penduduk di Provinsi Bali berada pada kategori tingkat

ketimpangan rendah.
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Gambar II.5 Rasio Gini Provinsi Bali, Maret 2018-Maret 2025
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

3) Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Jembrana
Indeks gini Kabupaten Jembrana tergolong sedang (0,3-0,5) dan
menunjukkan tren penurunan meskipun terdapat fluktuasi yang
signifikan dari tahun 2014. Meskipun demikian, indeks gini
Kabupaten Jembrana selalu berada di bawah indeks gini Provinsi
Bali seperti pada Gambar II.6. Hal ini menunjukkan bahwa
ketimpangan pendapatan di Kabupaten Jembrana relatif lebih
rendah dibanding Provinsi Bali. Meskipun bersifat fluktuatif,
indeks gini Kabupaten Jembrana menunjukkan nilai
terendahnya pada tahun 2024 dengan nilai 0,288.
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Gambar II.6 Indeks Gini Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2014-2024
Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2015-2025

Pada tahun 2024, Kabupaten Jembrana menunjukkan tingkat

ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dibandingkan

36



dengan kabupaten lain di Provinsi Bali. Hal ini tercermin dari
nilai Gini Ratio sebesar 0,2884, yang menempatkan Jembrana
dalam kategori ketimpangan rendah. Sebagai perbandingan,
beberapa kabupaten lain di Bali memiliki Gini Ratio yang lebih
tinggi, seperti Tabanan (0,3007) dan Gianyar (0,2860).
Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Gini Rasio
Kabupaten Jembrana mengalami penurunan dari 0,3260 pada
tahun 2023 menjadi 0,2884 pada tahun 2024. Penurunan ini
mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan dan
pengeluaran masyarakat di wilayah tersebut. Secara
keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa Kabupaten
Jembrana berhasil menjaga dan bahkan meningkatkan

pemerataan ekonomi di tahun 2024.

I1.1.1.5 Indeks Pembangunan Manusia
1) Indeks Pembangunan Manusia Nasional
Tantangan tahun 2026 salah satunya adalah peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia, kualitas modal manusia juga
terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai
75,02 di 2024, meningkat sebesar 0,63 poin (0,85 persen)
dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM di 2024 lebih
tinggi dibandingkan pertumbuhan di 2023 serta rata-rata
pertumbuhan tahunan selama 2020-2023. Capaian ini juga telah
melebihi target sasaran pembangunan IPM 2024 yang ditargetkan
sebesar 73,99 - 74,02. Peningkatan IPM 2024 juga terjadi pada
semua dimensi, baik umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan
standar hidup layak. Secara spasial, IPM tertinggi dimiliki oleh
DKI Jakarta (84,15) sedangkan yang terendah dimiliki Papua
Pegunungan (54,43). Di tahun 2025, Pemerintah mulai
mengadopsi Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator
pelengkap yang memberikan gambaran lebih komprehensif atas
kapasitas dan daya saing SDM Indonesia, sebagai

penyempurnaan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
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telah digunakan pada periode sebelumnya. IMM ditargetkan
sebesar 0,56 di tahun 2025 sebagai titik tolak awal upaya
akselerasi pembangunan modal manusia. Undang-Undang RPJPN
2025-2045 Dberfungsi sebagai peta jalan strategis yang
mengarahkan seluruh upaya pembangunan nasional. RPJPN
dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan nasional
berjalan secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan.
Dokumen ini tidak hanya memuat visi, misi, dan prioritas
pembangunan, tetapi juga sasaran dan strategi pencapaiannya.
Dalam RPJPN Tahun 2025-2045, sasaran pembangunan yang
akan dicapai pada tahun 2045 salah satunya adalah:
Meningkatkan daya saing SDM dengan peningkatan kualitas
pendidikan, pelatihan, sikap kerja, dan kesehatan. Target Human
Capital Index (HCI) yang ingin dicapai adalah 0,37.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2024 semakin
meningkat dan masih di atas nasional. IPM Bali tahun 2024
tercatat sebesar 78,63, tumbuh sebesar 0,79% dibandingkan
tahun 2023 yang sebesar 78,01 (Gambar II.7). Peningkatan IPM
Bali pada tahun 2024 didukung oleh peningkatan pada seluruh
komponen pembentuk IPM, yakni Umur Harapan Hidup Saat
Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar
22 basis poin (yoy), 4 basis poin (yoy), dan 9 basis poin (yoy).
Sejalan dengan itu, indikator pengeluaran per kapita tercatat
meningkat 538 basis poin (yoy). Peningkatan IPM
mengindikasikan perekonomian Bali semakin inklusif dan adanya

peningkatan kesejahteraan penduduk.
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Gambar II.7 IPM Provinsi Bali, Tahun 2020-Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

3) Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana
Indeks pembangunan manusia Kabupaten Jembrana cenderung
mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini didorong oleh
perbaikan pada sektor sosial. Meskipun demikian, indeks
pembangunan manusia Kabupaten Jembrana masih di bawah

Provinsi Bali seperti Gambar II.8 berikut.

80,25
78.01 78,63

78,25

75 69 76,44
75,38 75,50 , 74.80 75,32

76,25 74,77
’ 74 )
73.07 73,65 30
74,25 72,48 >

72,25

73,58

72,35 72,36 1275

71,65

7038 70,72
70,25 68,67
68,25

66,25
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

e=@== Kabupaten Jembrana  e=@== Provinsi Bali

Gambar II.7 IPM Kab. Jembrana dan Provinsi Bali, Tahun 2014-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jembrana
menunjukkan tren positif pada tahun 2024, mencapai angka

75,32. Angka ini mencerminkan peningkatan dari tahun
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sebelumnya, di mana IPM tercatat sebesar 74,60 pada tahun
2023. Peningkatan IPM Kabupaten Jembrana sejalan dengan
upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor-sektor
strategis dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dengan capaian IPM sebesar 75,32 pada tahun 2024, Kabupaten
Jembrana menunjukkan komitmen yang kuat dalam
meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakatnya = melalui

pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

I1.1.1.6 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Jembrana

Berdasarkan ulasan capaian indikator ekonomi makro dan proyeksi

yang telah diuraikansebelumnya, secara umum perkembangan indikator

ekonomi makro Kabupaten Jembrana padatahun 2022 s.d. 2024 adalah

sebagai berikut.

Tabel II.4 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2022-2024

CAPAIAN
NO INDIKATOR
2022 2023 2024
1 | Pertumbuhan Ekonomi 2.98 3.66 4.98
2 | Ketenagakerjaan (Tingkat 3.94 552 153
Pengangguran Terbuka)
3 | Kemiskinan 530 4.98 4.51
4 | Ketimpangan Pendapatan 0.33 0.326 0.288
5 | Indeks .Pembangunan 72,91 24.04 75.32
Manusia

Sumber: Kabupaten Jembrana Dalam Angka 2025

II.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan

2026

Tantangan dan prospek perekonomian di Kabupaten Jembrana akan

sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, nasional, serta di

Provinsi Bali. Lebih rinci lagi berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2026 faktor internal dan eksternal
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serta proyeksi ekonomi global memiliki tantangan yang diperkirakan akan

dihadapi di tahun 2025-2026, antara lain:

1. Dinamika ekonomi dan geopolitik global
Situasi ekonomi global 2024 — 2025 masih menghadapi tantangan,
dengan kinerja perekonomian yang bervariasi antarnegara serta
ketidakpastian yang meningkat di awal 2025. Sepanjang tahun 2024,
negara-negara Asia, seperti India, Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan
Indonesia tumbuh solid di tengah situasi ekonomi global yang volatil.
Pertumbuhan India didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat,
meski menghadapi tantangan besar dalam mentransformasi sektor
informal untuk mendukung kinerja manufaktur dan infrastruktur.
Ekonomi Tiongkok tumbuh sesuai target Pemerintah Pusat sebesar 5
persen, dengan penguatan ekspor dan permintaan domestik sebagai
dampak dari stimulus ekonomi pada triwulan akhir 2024. Di sisi lain,
perekonomian negara-negara Eropa mulai membaik, sejalan dengan
perbaikan kondisi pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat inflasi
yang mendekati target European Central Bank (ECB). Meski demikian,
Jerman yang merupakan perekonomian terbesar di Eropa terus
mengalami pelemahan sepanjang tahun 2024, terutama akibat
pelemahan permintaan domestik, tingginya harga energi, berkurangnya
permintaan luar negeri terutama dari Tiongkok, serta kondisi politik
domestik yang mempengaruhi investasi. Sementara itu, ekonomi
Amerika Serikat mencatat pertumbuhan solid yang didorong oleh
meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, meski di tengah
inflasi yang tinggi dan suku bunga yang masih relatif tinggi.
Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat memasuki 2025,
seiring dengan pergantian kepemimpinan di banyak negara yang
memicu perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan paling signifikan
terjadi di AS, terutama terkait kebijakan tarif. Pengumuman kebijakan
tarif resiprokal oleh AS pada 2 April 2025 memicu gejolak signifikan
pada pasar keuangan global. Tarif impor tinggi yang diterapkan AS pada
mitra dagangnya, yang kemudian direspon dengan tindakan retaliasi

oleh Tiongkok, telah memicu peningkatan tensi perdagangan
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internasional. Hanya sepekan setelah diumumkan, tepatnya pada 9
April 2025 AS mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif selama
90 hari dan memberlakukan tarif sementara 10 persen untuk negara-
negara selain Tiongkok. Sementara itu, Meksiko dan Kanada juga tetap
dikenai tarif 25 persen. Satu bulan kemudian, tepatnya pada 12 Mei
2025, terjadi perubahan arah kebijakan kembali, di mana AS dan
Tiongkok sepakat menunda penerapan sanksi tarif baru dan
memangkas beban tarif timbal balik secara signifikan, yaitu dari 145
persen menjadi 30 persen untuk impor AS dari Tiongkok, serta dari 125
persen menjadi 10 persen untuk impor Tiongkok dari AS. Meski
kesepakatan ini di satu sisi menjadi sinyal positif bagi de-eskalasi
perang dagang, perubahan kebijakan yang cepat dan drastis ini
mencerminkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, dengan
kemungkinan tensi dagang kembali menjadi eskalatif masih perlu
diwaspadai. Kondisi pemburukan perang dagang dan ketidakpastian
arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi
perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun 2025.
Beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan
ekonomi di triwulan pertama tahun ini, Korea Selatan, misalnya
mengalami kontraksi 0,1 persen yoy, pertama kali sejak akhir tahun
2020. Malaysia, yang pada triwulan keempat 2024 sempat tumbuh 4,9
persen yoy di triwulan pertama 2025 hanya tumbuh 4,4 persen yoy.
Demikian pula Singapura yang menjadi hub bagi perdagangan dan
investasi global, mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup
signifikan dari triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan
hingga 5 persen yoy menjadi hanya 3,8 persen yoy. Perekonomian AS,
hanya tumbuh 2 persen yoy, sementara triwulan sebelumnya tumbuh
2,5 persen yoy bahkan sempat mencapai pertumbuhan 3 persen yoy di
triwulan kedua tahun lalu. Bagi Indonesia, transmisi dampak terjadi
melalui dua jalur utama, yaitu jalur perdagangan dan jalur arus modal.
Dari jalur perdagangan, tarif AS berpotensi menurunkan ekspor
Indonesia langsung ke AS maupun secara tidak langsung melalui

penurunan permintaan negara-negara mitra dagang Indonesia
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(khususnya Tiongkok dan negara tujuan ekspor Indonesia) yang
selanjutnya memicu penurunan harga komoditas global. Hal ini
berisiko menekan pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada
gilirannya berdampak pada penerimaan negara, kemampuan negara
melakukan belanja, serta peningkatan beban utang. Selain itu,
gangguan permintaan global dapat menyebabkan kelebihan pasokan
barang, terutama dari Tiongkok, yang mencari pasar alternatif AS.
Indonesia berpotensi menghadapi lonjakan impor barang konsumsi,
sehingga perlu kewaspadaan melalui instrumen kebijakan yang
mengamankan industri dalam negeri. Namun demikian, kelebihan
pasokan bahan baku juga dapat menciptakan peluang dari penurunan
biaya produksi yang dapat meningkatkan daya saing industri dalam
negeri, apabila keran impor dibuka secara selektif dan strategis. Dari
jalur arus modal, ketidakpastian global meningkatkan volatilitas sektor
keuangan. Sentimen negatif di pasar keuangan telah memicu arus
modal keluar dari pasar negara berkembang ke aset safe haven seperti
emas dan obligasi Eropa dan Jepang. Tekanan arus modal keluar ini
menyebabkan depresiasi rupiah, yang selanjutnya dapat meningkatkan
biaya impor dan berisiko mendorong inflasi domestik. Kinerja sektor
manufaktur dan jasa juga relatif fluktuatif sepanjang tahun 2024 dan
kontraktif pasca pengumuman tarif AS. Performa sektor manufaktur
masih lemah terutama pada negara-negara Eropa. Para pengamat
memperkirakan bahwa perbaikan performa sektor manufaktur di Eropa
tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Negaranegara Eropa masih
harus bertumpu dengan performa yang masih positif dari sektor jasa.
Amerika Serikat juga didominasi pelemahan sektor manufaktur
sepanjang tahun 2024. Tiongkok mengalami perbaikan performa sektor
manufaktur selama tahun 2024. Peningkatan performa tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan penggunaan
peralatan berskala besar dan teknologi tinggi, serta proyeksi
peningkatan konsumsi dan investasi dalam negeri yang didukung oleh
berbagai stimulus kebijakan dari pemerintah terutama sejak semester

kedua 2024. Di antara negara-negara The Group of Twenty (G20), India
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masih mencatatkan ekspansi yang konsisten kuat sepanjang tahun
2024 dengan capaian tertinggi yaitu dengan level Purchasing Managers
Index (PMI) Manufaktur sebesar 59,1. Berbeda dengan sektor
manufaktur global, sektor jasa secara umum menunjukkan performa
yang lebih baik. Namun demikian, Jepang cenderung mengalami
pelemahan sektor jasa di mana angka PMI Jasa terendah di 2024
sebesar 49,4. Pelemahan permintaan domestik dan global menjadi
penyebab utama, dan kenaikan konsumsi rumah tangga yang tidak
memberikan dampak signifikan. Aktivitas manufaktur global
mengalami kontraksi pada April 2025, terutama dipicu oleh
peningkatan tensi dagang yang mengganggu permintaan ekspor. Di
antara negara G20 dan ASEAN-6 hanya sekitar 30,4 persen negara
mengalami ekspansi aktivitas manufaktur, sedangkan sisanya berada
di zona kontraksi.

. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang semakin ekstrem juga meningkatkan risiko
ketahanan pangan dan energi global. Bencana alam akibat faktor iklim
yang lebih sering terjadi dapat mengganggu produksi pertanian dan
memicu volatilitas harga pangan internasional. Di sisi lain, transisi
menuju energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon mengubah
struktur permintaan energi dan komoditas mineral, sehingga menuntut
negara-negara untuk mampu menyesuaikan diri dengan tren ini,
apabila tidak ingin kehilangan daya saing di sektor ekspor energi dan
bahan baku industri hijau. Dalam dua dekade terakhir, negara-negara
di seluruh dunia terus mempromosikan Energi Baru dan Terbarukan
(EBT) untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menyediakan
sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Indonesia
turut aktif dalam aksi global melalui kebijakan-kebijakan yang
mendukung transisi energi untuk mencapai tujuan jangka panjang
menuju Net Zero Emission (NZE). Strategi transisi energi yang lebih baik
diwujudkan melalui perbaikan ekosistem ketenagalistrikan dan
pengembangan program biodiesel. Indonesia terus menunjukkan

komitmen kuat dalam mempercepat transisi energi sebagai bagian dari
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upaya mencapai target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat. Salah
satu langkah strategis adalah melalui penyusunan Rencana Umum
Energi Nasional (RUEN) dan pembaruan RUPTL 2021-2030 yang
berorientasi pada energi hijau. RUPTL ini menargetkan lebih dari 50
persen tambahan kapasitas pembangkit berasal dari EBT yang
mencerminkan arah kebijakan yang semakin berpihak pada
pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, terutama batubara.
Transformasi ini tidak hanya penting untuk mengurangi emisi Gas
Rumah Kaca (GRK), tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan
teknologi bersih, penciptaan lapangan kerja hijau, dan penguatan
ketahanan energi nasional. Pembangunan rendah karbon juga menjadi
kerangka utama dalam RPJMN 2025-2029, yang memastikan bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sejalan dengan daya dukung
dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Strategi
pembangunan rendah karbon diarahkan pada delapan sektor utama,
mulai dari penurunan emisi sektor energi dan sumber daya mineral,
pengembangan transportasi hijau, hingga dekarbonisasi industri dan
peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan, lahan, dan ekosistem
karbon biru. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas
sektor dan penguatan tata kelola emisi, guna mewujudkan ekonomi
hijau yang inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, dan
berkelanjutan bagi generasi mendatang. Untuk mendukung agenda
pembangunan rendah karbon dan percepatan transisi energi, Indonesia
terus mendorong peningkatan akses terhadap pembiayaan perubahan
iklim. Peningkatan akses tersebut dilakukan melalui berbagai
instrumen fiskal dan mekanisme keuangan yang inovatif. Pemerintah
memainkan peran strategis dalam menyediakan kerangka pembiayaan
yang adil dan terjangkau (just and affordable transition), termasuk
melalui insentif fiskal, penerbitan green bonds, dan dukungan terhadap
skema transisi energi seperti Energy Transition Mechanism (ETM) yang
memungkinkan pensiun dini pembangkit batubara. Upaya ini
dipadukan dengan kebijakan yang tertuang dalam RUPTL hijau dan
RPJMN 2025-2029 yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor
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dalam penurunan emisi GRK, peningkatan investasi hijau, serta
penguatan tata kelola karbon di berbagai sektor seperti energi,
transportasi, industri, dan kehutanan. Indonesia juga terus
mengembangkan kerangka kerja Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai
instrumen pengendalian perubahan iklim berbasis pasar. Mekanisme
ini berlandaskan hukum Perpres No. 98/2021 tentang NEK, yang
memuat berbagai mekanisme seperti perdagangan karbon (carbon
trading), pembayaran berbasis hasil (result-based payment), dan
instrumen non-pasar lainnya. NEK dirancang untuk memberikan
insentif finansial kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah yang
berhasil menurunkan emisi GRK secara signifikan. Pada tahun 2023,
Indonesia secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia melalui
Bursa Efek Indonesia, menandai dimulainya perdagangan kredit
karbon di pasar domestik dan perluasan kerja sama menuju pasar
internasional. Transisi energi dan pengembangan NEK merupakan dua
pilar penting dalam transformasi Indonesia menuju ekonomi rendah
karbon yang inklusif dan berkelanjutan.

. Isu ketahanan pangan dan energi

Ketahanan pangan yang merupakan salah satu prioritas utama dalam
strategi pembangunan ekonomi nasional diperkuat dengan
meningkatkan produktivitas, menstabilkan harga pangan, serta
mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera. Sebagai negara
dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa (pada tahun 2024), Indonesia
menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pangan
yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Krisis pangan global yang semakin meningkat akibat perubahan iklim,
gangguan rantai pasok, serta dinamika geopolitik dunia semakin
mempertegas urgensi bagi Indonesia untuk memperkuat sistem
ketahanan pangannya. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan
terhadap impor pangan, terutama untuk komoditas strategis seperti
beras, daging sapi, dan susu, berisiko tinggi terhadap stabilitas harga
dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, strategi ekonomi fiskal

2025—2029 akan difokuskan pada penguatan produksi domestik,
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stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan terutama
petani dan peternak. Saat ini, Indonesia masih menghadapi kurang
optimalnya produksi pangan. Pada tahun 2024, defisit produksi beras
tercatat sebesar 367.595ton dan kebutuhan cadangan beras
pemerintah (CBP) sampai dengan 3 juta ton menyebabkan
ketergantungan impor mencapai 4,3 juta ton dan diperkirakan dapat
meningkat hingga 6,1 juta ton pada tahun 2029. Sementara itu, defisit
produksi daging sapi mencapai 288.261ton pada tahun 2024, dengan
hampir 95 persen kebutuhan tambahan dipenuhi melalui impor.
Kondisi yang serupa terjadi pada komoditas susu sapi, di mana defisit
mencapai 3,72 juta ton, yang hampir seluruhnya dipenuhi dari pasokan
luar negeri, dan diperkirakan dapat meningkat hingga 7,57 juta ton
pada tahun 2029. Pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia juga
masih sangat bergantung pada beras, sementara konsumsi sumber
protein seperti daging sapi, ayam, telur, dan susu masih relatif rendah
dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Konsumsi
daging sapi yang memenuhi diet sehat sekitar 85 gram per hari per
kapita, namun rata-rata konsumsi daging sapi masyarakat sebesar 8,3
gram per hari per kapita. Konsumsi susu sapi yang sesuai diet sehat
sekitar 1 cangkir per hari per kapita atau 240 gram per hari per kapita,
namun masyarakat baru mengkonsumsi 45,6 gram per hari per kapita.
Kurangnya konsumsi nutrisi ini terjadi pada masyarakat menengah ke
bawah. Data Susenas 2024 mengindikasikan bahwa terdapat 59,54
persen keluarga di tingkat 10 persen pendapatan terbawah kekurangan
konsumsi protein. Atas dasar itu, diperlukan langkah lebih konkret
untuk mendorong diversifikasi pangan, baik dari sisi produksi maupun
konsumsi, guna mengurangi tekanan terhadap komoditas tertentu dan
meningkatkan ketercukupan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat
Indonesia.

Sementara itu, Ketahanan energi merupakan kemampuan negara
dalam memberikan akses energi secara berkesinambungan dengan
harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, strategi untuk meningkatkan
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ketahanan energi ditempuh dengan meningkatkan produksi lifting
migas, menjaga stabilitas harga, mengakselerasi transisi ke energi baru
terbarukan, serta akselerasi pengembangan ekonomi hijau. Ketahanan
energi berperan kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Sektor energi merupakan sumber penerimaan
negara, pendukung kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi dari
hulu sampai dengan hilir. Ketahanan energi dilihat dari empat kategori
yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan akseptabilitas.
Ketahanan energi terjadi ketika negara memiliki akses kepada sumber
energi secara berkelanjutan (ketersediaan) dengan didukung iklim
investasi yang kondusif (aksesibilitas). Selain itu, kemampuan untuk
menyediakan sumber energi yang beragam dan berkelanjutan atau
energi hijau (akseptabilitas) dengan harga terjangkau (keterjangkauan)
menjadi syarat ketahanan energi. Asesmen yang dilakukan oleh Dewan
Energi Nasional (DEN) berdasarkan empat kategori ketahanan energi
tersebut, menunjukkan bahwa indeks ketahanan energi Indonesia pada
tahun 2023, masih perlu diperkuat. Indeks tersebut dihitung
berdasarkan beberapa parameter kebijakan antara lain: kebijakan
harga khusus batubara untuk PT PLN (Persero), subsidi BBM, LPG 3kg
dan listrik yang menjadikan harga energi terjangkau oleh masyarakat,
serta porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi yang
belum optimal.

. Transformasi digital

Pembangunan infrastruktur dan kawasan yang terintegrasi akan tetap
menjadi pilar utama dalam strategi mendorong investasi. Konektivitas,
transisi energi, dan transformasi digital akan menjadi prioritas melalui
Proyek Strategis Nasional (PSN). Inisiatif ini bertujuan meningkatkan
efisiensi logistik, mengurangi kesenjangan antardaerah sekaligus
memperkuat integrasi pasar domestik dan mendukung industri
berorientasi ekspor. Kolaborasi antara swasta, BUMN, dan Pemerintah
melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
menjadi kunci dalam pembangunan infrastruktur. Tantangan yang

dihadapi dalam transformasi digital diantaranya seperti kesenjangan
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akses teknologi, ancaman siber, dan kebutuhan pelatihan SDM.
Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital,
meningkatkan konektivitas internet, dan memastikan keamanan data.
Selain itu, peluang besar juga terbuka, termasuk meningkatkan daya
saing ekonomi melalui digitalisasi UMKM dan menciptakan ekosistem

inovasi yang mendukung SDGs.

I1.1.2.1 Tantangan Ekonomi Jangka Menengah
1) Tantangan Ekonomi Global
Ketidakpastian global diperkirakan masih tinggi dalam beberapa tahun
ke depan, dipicu oleh fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik,
dan meningkatnya proteksionisme. Polarisasi ekonomi dunia, terutama
akibat ketegangan perdagangan dan teknologi antara Amerika Serikat
dan Tiongkok, berpotensi menghambat perdagangan internasional dan
investasi global. Risiko eskalasi perang dagang, seperti kenaikan tarif
AS terhadap Kanada, Meksiko, dan Tiongkok, pengenaan tarif atas
produk baja dan aluminium yang masuk pasar AS, serta tarif resiprokal
pada mitra dagang AS, juga dapat mengganggu rantai pasok global,
meningkatkan potensi inflasi dan menekan kinerja perdagangan
internasional. Dampaknya eskalasi perang dagang juga dirasakan
Indonesia, khususnya pada ekspor komoditas yang berpotensi
menekan penerimaan negara dan menahan laju pertumbuhan
ekonomi. Strategi de-risking dan friendshoring oleh Amerika Serikat dan
mitra dagangnya turut mengubah pola perdagangan global, yang pada
gilirannya juga memicu pergeseran aliran investasi dan perdagangan
global. Percepatan inovasi digital dan adopsi teknologi baru juga
mengubah lanskap industri, yang menuntut negara berkembang untuk
beradaptasi guna mempertahankan daya saing. Tanpa penguatan
industri berbasis teknologi dan peningkatan efisiensi produksi,
Indonesia berisiko kehilangan daya saing di pasar global. Tingkat suku
bunga global yang masih relatif tinggi serta kembalinya sentimen high
for longer di AS dapat memicu aliran modal keluar dan depresiasi nilai

tukar di negara berkembang. Selanjutnya, hal tersebut dapat
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meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah dalam valuta
asing dan menekan kondisi fiskal. Di sisi lain, kebutuhan menjaga
imbal hasil yang kompetitif untuk menarik arus modal masuk dapat
mengancam keberlanjutan fiskal akibat tingginya cost of fund
pemerintah. Konflik berkepanjangan di Ukraina dan Timur Tengah
menambah ketidakpastian dengan meningkatkan volatilitas pasar
keuangan dan perdagangan. Gangguan pada rantai pasok energi dan
pangan global berpotensi memicu lonjakan inflasi, yang berdampak
pada fluktuasi harga ekspor-impor dan tekanan nilai tukar di berbagai
negara, termasuk Indonesia. Sentimen negatif dari ketidakstabilan
geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian dalam arus investasi
global. Pada saat yang sama, dunia saat ini sedang mengalami
pergeseran geopolitik yang melemahkan sistem multilateral,
sebagaimana tecermin dari kebijakan tarif impor agresif dari AS dan
tindakan balasan dari Tiongkok. Dinamika ini mendorong bangkitnya
proteksionisme serta intervensi negara yang lebih aktif dalam
perekonomian. Institusi multilateral semakin kehilangan pengaruh,
sementara kerja sama ekonomi global terus mengalami kemunduran.
Pola kebijakan negara yang semakin inward looking, didorong oleh
kepentingan geostrategis dan kebijakan proteksionis, memberikan
tekanan besar terhadap rules based trade system yang selama ini
menjadi landasan stabilitas ekonomi global. Perlambatan ekonomi
Tiongkok menjadi ancaman serius bagi ekonomi global, dan terutama
negara-negara yang secara geografis dekat dengan Tiongkok termasuk
Indonesia. Sebagai salah satu kontributor signifikan manufaktur dan
perdagangan dunia, moderasi pertumbuhan Tiongkok dapat
menurunkan permintaan global dan berdampak signifikan pada ekspor
negara mitranya. Bagi Indonesia, perlambatan ekonomi Tiongkok
berisiko mengurangi permintaan ekspor khususnya komoditas seperti
batu bara, minyak sawit, dan nikel. Penurunan ekspor ini pada
gilirannya akan menurunkan kinerja neraca perdagangan,
menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dan dapat berdampak

negatif pada penerimaan negara. Sementara itu, perubahan iklim yang
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semakin ekstrem juga meningkatkan risiko ketahanan pangan dan
energi global. Bencana alam akibat faktor iklim yang lebih sering terjadi
dapat mengganggu produksi pertanian dan memicu volatilitas harga
pangan internasional. Di sisi lain, transisi menuju energi terbarukan
dan pengurangan emisi karbon mengubah struktur permintaan energi
dan komoditas mineral, sehingga menuntut negara-negara untuk
mampu menyesuaikan diri dengan tren ini, apabila tidak ingin
kehilangan daya saing di sektor ekspor energi dan bahan baku industri
hijau.
2) Tantangan Ekonomi Domestik

Gejolak perekonomian global yang bergerak sangat dinamis berdampak
pada kinerja perekonomian domestik yang terefleksi pada perlambatan
kinerja ekspor-impor, terganggunya investasi, tekanan terhadap nilai
tukar dan suku bunga, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di
sisi lain, Indonesia saat ini juga masih menghadapi tantangan
struktural yang membutuhkan respons secara tepat, terukur dan
konsisten yaitu: (i) Bonus demografi yang semakin terbatas; (ii)
Pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital (artificial
intelligence/Al) dan perkembangan teknologi yang sangat cepat; (iii)
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan optimalisasi pengelolaan
Sumber Daya Alam (SDA) yang masih perlu ditingkatkan; serta (iv)
Perubahan iklim yang semakin ekstrem sehingga perlu diantisipasi dan
dimitigasi. Hal ini tentunya harus diantisipasi dan dimitigasi baik
dalam jangka pendek maupun jangka menengah dengan strategi yang
tepat. Dalam jangka pendek difokuskan untuk meredam gejolak
melalui upaya stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan
masyarakat, serta menjaga agar APBN tetap sehat dan kredibel.
Sementara, strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi
reformasi struktural untuk memperkuat daya saing dan daya tahan
ekonomi menuju Indonesia yang berdaulat, tangguh, mandiri, dan
sejahtera. Eskalasi perang dagang yang tengah terjadi juga menjadi
momentum untuk berbenah, untuk penguatan daya saing dan daya

tahan ekonomi. Upaya tersebut antara lain dengan membangun kerja
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sama dan kolaborasi antarnegara yang lebih solid di bidang
perdagangan, investasi, dan ketenagakerjaan, sehingga terbangun pola
kerja sama yang saling menguntungkan dan menguatkan dalam
koridor kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa tetap menjadi
yang utama. Kerja sama dengan LKI selama ini telah memberikan
dukungan yang signifikan bagi Indonesia. Diantaranya dengan World
Bank Group (WBG) yang memberikan dukungan finansial untuk
berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia serta
peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah juga telah melakukan
kerja sama dengan mitra strategis lainnya seperti Asian Development
Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB). ADB mendukung pembangunan di Indonesia
melalui pinjaman dan hibah aktif untuk sektor-sektor penting seperti
kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. IsDB bekerja sama dengan
Indonesia berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang krusial
seperti pertanian, keamanan pangan, dan pembangunan pedesaan,
yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan
sosial di daerah-daerah terpencil. AIIB memberikan dukungan finansial
pada proyekproyek infrastruktur, kesehatan, dan respons krisis yang
membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan lokal.
Pemerintah menyadari bahwa dalam menangani isu-isu global yang
semakin kompleks, dibutuhkan penguatan kerja sama untuk
meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan beberapa negara dan
organisasi internasional. Hal ini juga yang menjadi dasar pertimbangan
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota BRICS
pada awal 2025. Indonesia saat ini sedang dalam proses aksesi menjadi
anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
(Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).
OECD merupakan forum internasional yang terdiri dari negaranegara
maju dengan komitmen untuk mendorong kebijakan guna

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.
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II1.1.2.2 Tantangan Fiskal Jangka Menengah

Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dan kredibel sebagai
instrumen utama dalam menstimulus perekonomian dan peningkatan
kesejahteraan. Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan fiskal masih
menghadapi tantangan, antara lain perlunya optimalisasi pendapatan
untuk meningkatkan ruang fiskal, perlunya mendorong agar belanja
semakin efisien dan produktif untuk mendukung program prioritas, serta
terus mendorong inovasi pembiayaan yang produktif dan sustainable.
Dalam kondisi global yang masih penuh tantangan, Pemerintah menempuh
langkah-langkah efisiensi dan rekonstruksi belanja agar lebih efisien dan
sekaligus produktif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan
kesejahteraan, agar setiap rupiah anggaran dapat digunakan secara
optimal dan memberi dampak nyata bagi rakyat dan perekonomian.
Pemerintah terus memastikan bahwa belanja negara diarahkan pada
program-program prioritas yang mendukung kemandirian ekonomi dan
sosial. Program prioritas tersebut antara lain dilakukan untuk penguatan
ketahanan pangan; ketahanan energi; penguatan Makan Bergizi Gratis;
pendidikan yang bermutu; kesehatan yang berkualitas; pembangunan
desa, koperasi, dan UMKM; penguatan pertahanan semesta; serta
peningkatan investasi dan perdagangan. Di sisi pendapatan, ditengah
tekanan global yang memengaruhi harga komoditas, perdagangan, dan
investasi berdampak pada kinerja penerimaan negara. Upaya optimalisasi
pendapatan ditempuh dengan memperkuat basis penerimaan perpajakan
melalui reformasi perpajakan yang berkelanjutan, digitalisasi, serta
peningkatan kepatuhan dan pengawasan. Optimalisasi PNBP melalui
peningkatan tata kelola, transparansi, dan optimalisasi pengelolaan aset
dan sumber daya alam. Pemerintah juga terus bersinergi dengan otoritas
moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Koordinasi yang erat
dilakukan untuk menjaga nilai tukar tetap stabil, mengelola risiko suku
bunga, serta menjaga kepercayaan pasar dan pelaku usaha. Upaya
menjaga cadangan devisa, memperkuat sektor eksternal, dan mendorong
investasi menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk memperkokoh

ketahanan ekonomi nasional.
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I1.1.2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Jembrana

Tantangan dan prospek perekonomian di Kabupaten Jembrana akan

sangat dipengaruhioleh perkembangan ekonomi global, nasional, serta di

Provinsi Bali. Risiko dan tantangan perekonomian di tahun 2026 adalah

tekanan inflasi global dan percepatan pemulihan laju pertumbuhan

ekonomi. Lebih rinci lagi faktor internal dan eksternal serta proyeksi

ekonomi global memiliki tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di

tahun 2025-2026, antara lain:

1) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia
Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia tergambar dari IPM
Kabupaten Jembrana yang berada di bawah Provinsi Bali. Jika dilihat
dari empat komponen pembentuk IPM, hanya angka harapan hidup
Kabupaten Jembrana yang berada di atas Provinsi Bali. Angka Harapan
Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran
perkapita Kabupaten Jembrana masih berada di bawah provinsi.
Tantangan ini memerlukan arah kebijakan strategis dalam
perencanaan tahun 2026 untuk mengurangi ketimpangan dan
mengejar ketertinggalan kualitas SDM Kabupaten Jembrana melalui
peningkatan IPM.

2) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran
Hingga tahun 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Jembrana
cenderung masih di atas tingkat kemiskinan Provinsi Bali, namun
berada di bawah capaian Nasional. Jika dibandingkan dengan
kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, tingkat kemiskinan
Kabupaten Jembrana berada pada posisi ke-5. Sedangkan untuk
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana di tahun 2023
walaupun lebih rendah dari Provinsi Bali namun jumlahnya masih
cukup tinggi di angka 2,52%. Dua hal ini menjadi tantangan tersendiri
dalam perumusan perencanaan pembangunan di tahun 2026 untuk
mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka

daerah.
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3)

4)

Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur
Infrastruktur yang memadai merupakan kunci dari peningkatan
perekonomian dan kualtas sumber daya manusia. Peningkatan
infrastruktur menjadi penting untuk menghubungkan kawasan
produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan
wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat
peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
Belum optimalnya tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
kepada masyarakat. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui
perwujudan birokrasi yang profesional dengan cara meningkatkan
efektifitas kelembagaan perangkat daerah dan meningkatkankualitas
sumber daya aparatur; peningkatan kualitas ketenteraman dan
ketertibanmasyarakat dalam kehidupan demokrasi dan sadar hukum;
serta peningkatan kinerjapemerintah daerah dengan penyederhanaan
birokrasi menjadi tantangan yang harus dapatdijawab dalam rangka
mencapai kemudahan investasi dan peningkatan kualitas pelayanandi
daerah guna mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi
daerah.
Penyesuaian dan implementasi Undang Undang Nomor 1 tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (HKPD) sebagaimana tertuang pada pasal 2 bahwa ruang
lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah meliputi:
a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi
Daerah.
Daerah didorong untuk lebih mengoptimalkan penerimaan dan
memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak
dan Retribusi Daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Pemerintah kabupaten Jembrana
sudah menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Penyesuaian yang paling signifikan adalah
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penyesuaian Pendapatan Transfer antar Daerah (Bagi Hasil Pajak
Kendaraan Bermotor/ PKB dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor/ BBNKB) menjadi Pendapatan Asli Daerah (Opsen Pajak
Kendaraan Bermotor/ PKB dan Opsen Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor/ BBNKB). Namun dikarenakan jumlah wajib
pajak PKB dan BBNKB di kabupaten Jembrana sedikit maka secara
kumulatif pendapatan daerah kabupaten Jembrana mengalami

proyeksi penurunan sebesar Rp. 25.779.192.552,00 dengan rincian

seperti pada gambar berikut:

Tabel I1.5 Perbandingan Penerimaan BHP PKB dan BHP BBNKB

dengan estimasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

1 |BULELENG 68.355.034.688,00 63.043.712.348,00 (5.311.322.340) (7,77)
2 |JEMBRANA 45.374.767.465,00 30.434.655.317,00 (14.940.112.148) (32,93)
3 |TABANAN 56.090.791.463,00 68.932.639.148,00 12.841.847.685 22,89
4 [BADUNG 76.205.643.142,00 | 181.004.711.710,00 104.799.068.568 137,52
5 |GIANYAR 58.095.142.148,00 81.088.139.529,00 22.992.997.381 39,58
6 |BANGLI 40.455.854.332,00 19.695.034.608,00 (20.760.819.724) (51,32)
7 |KLUNGKUNG 39.452.524.269,00 23.026.037.159,00 (16.426.487.110) (41,64)
8 |[KARANGASEM 53.891.125.073,00 36.542.515.708,00 (17.348.609.365) (32,19)
9 |[DENPASAR 84.287.826.249,00 | 288.557.491.203,00 204.269.664.954 242,35
PERBANDINGAN PENERIMAAN DBH BBNKB KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023
DENGAN ESTIMASI PENERIMAAN OPSEN BBNKB (BERDASARKAN REALISASI 2023)

NO| KABUPATEN/KOTA DBH OPSEN SELISIH PERSENTASE
1 [BULELENG 55.509.423.404,00 65.708.253.977,00 10.198.830.573 18,37
2 [JEMBRANA 36.847.720.002,00 26.008.639.598,00 (10.839.080.404) (29,42)
3 |TABANAN 45.549.936.540,00 50.165.046.787,00 4.615.110.247 10,13
4 [BADUNG 61.884.707.251,00 | 197.576.701.799,00 135.691.994.548 219,27
5 |GIANYAR 47.177.619.874,00 74.273.613.695,00 27.095.993.821 57,43
6 |BANGLI 32.853.193.000,00 17.059.323.615,00 (15.793.869.385) (48,07)
7 |KLUNGKUNG 32.038.413.613,00 22.240.038.028,00 (9.798.375.585) (30,58)
8 |KARANGASEM 43.763.642.183,00 37.337.331.540,00 (6.426.310.643) (14,68)
9 |DENPASAR 68.448.047.113,00 | 249.388.949.014,00 180.940.901.901 264,35

Sumber: Pemerintah Provinsi Bali
Mencermati kedua gambar diatas bahwa dengan kebijakan opsen
PKB dan opsen BBNKB penerimaan kabupaten/kota dipengaruhi
oleh jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, semakin banyak
jumlah wajib pajaknya seperti pada kota Denpasar, kabupaten

Badung dan kabupaten Gianyar maka proyeksi penerimaan opsen
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PKB dan opsen BBNKB juga mengalami peningkatan, sedangkan
khusus untuk kabupaten Jembrana mengalami penurunan
proyeksi penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB dengan
signifikan. Dengan kata lain, kabupaten/kota yang memiliki PAD
tinggi akan memperoleh proyeksi penerimaan yang tinggi,
sementara daerah yang memiliki PAD rendah akan mendapatkan
proyeksi penerimaan yang rendah.

. Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD)

TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan
untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah
(vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal),
sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan
pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi
DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan, dan
Dana Desa serta Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan
untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan
antar-Daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja
sehingga dapat memenuhi kebutuhan  penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong
tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih
baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan
berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu
tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian
penerimaan bagi Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan
memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan
negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang
terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Kebijakan reformulasi pengalokasian DAU menjadi DAU yang
ditentukan penggunaannya (Specific Grand) dan DAU yang tidak
ditentukan penggunaannya (Block Grand) adalah untuk mendorong
daerah untuk lebih meningkatkan kualitas belanja dan memenuhi
ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan ini menjadi

tantangan yang serius pemerintah kabupaten Jembrana untuk
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lebih cermat dalam menyusun APBD, menatausahakan dan
melaporkan APBD, mengingat DAU merupakan komponen terbesar
dari Pendapatan Daerah dan kabupaten Jembrana yang memiliki
proporsi PAD hanya 16% dari pendapatan daerah dapat dikatakan
masih bergantung dengan TKD.

. Pengelolaan Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menyusun program Pembangunan Daerah
sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang
terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran
pembangunan. UU No.1 tahun 2022 ini juga mengatur tentang
proporsi belanja daerah yang wajib dilaksanakan paling lama 5
tahun terhitung sejak ditetapkan UU ini yaitu tahun 2027, antara
lain: Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar
tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30%
(tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Daerah wajib
mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling
rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar
belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa,
Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan
Pasal 147, Daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau
pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.

. Pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah
Kemampuan Keuangan Daerah masih relatif terbatas dalam
mendanai penyediaan sarana dan prasarana publik. Dalam rangka
mendukung Daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat, Daerah dapat mengakses
sumbersumber Pembiayaan Utang Daerah, baik yang berskema
konvensional maupun syariah, meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi
Daerah, dan Sukuk Daerah. Skema Pinjaman Daerah akan
didasarkan pada penggunaannya dan bukan pada periodisasi

jangka waktu pinjaman, meliputi pinjaman untuk pengelolaan kas,
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pembiayaan Pembangunan infrastruktur Daerah, pengelolaan
portofolio utang Daerah, dan penerusan pinjaman dan/atau
penyertaan modal BUMD. Selain itu, jenis Pinjaman Daerah akan
diperluas, yaitu pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Daerah
juga diberi pilihan untuk mengakses Pembiayaan kreatif berupa
Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Perluasan akses Pembiayaan
bagi Daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses
pelaksanaan Pembiayaan, antara lain melalui pengintegrasian
persetujuan DPRD atas Pembiayaan Utang Daerah dalam proses
pembahasan rancangan APBD. Selain itu, Pemerintah mendorong
adanya sinergi pendanaan antar-sumber pendapatan dan/atau
Pembiayaan Utang Daerah, baik dari PAD, TKD, Pembiayaan Utang
Daerah, kerja sama antar-Daerah, dan kerjasama antara
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam rangka penguatan
sumber pendanaan program/kegiatan agar memberikan manfaat
yang lebih signifikan.

. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional

Penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah tidak dapat berdiri sendiri untuk menjawab
tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Kebijakan fiskal
terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sehingga
pelaksanaan kebijakan fiskal di Daerah harus sinergis dengan
kebijakan fiskal di Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan
seluruh instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan
bernegara. Untuk itu, Undang-Undang ini juga mengatur
bagaimana melaksanakan sinergi kebijakan fiskal nasional, yang
dilakukan antara lain melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat
dan Daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan
Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat,
serta sinergi bagan akun standar. Sinergi kebijakan fiskal nasional
tersebut didukung oleh sistem informasi yang dapat
mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara

nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi
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antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, menyajikan
informasi Keuangan Daerah secara nasional, serta menghasilkan
kebijakan yang didasarkan pada pemantauan dan evaluasi atas
Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
yang terukur dan terstruktur. Sehingga dalam penyusunan
KUA/PPAS tahun 2026 ini selain memedomani RKPD tahun 2026
juga harus memedomani Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok
Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Nasional tahun 2026.

Dengan adanya penyesuaian Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, terdapat penyesuaian atau reformasi
kebijakan transfer ke daerah yang lebih presisi dan intervensi
belanja daerah kearah belanja yang produktif seperti pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemenuhan Belanja Wajib
(mandatory spending) dan sinergi kebijakan fiskal nasional. Hal ini
memengaruhi daripada fleksibilitas belanja daerah. Sejak
ditetapkannya UU No. 1 tahun 2022 ini fleksibilitas belanja daerah

mengalami penurunan seperti pada gambar berikut:

FLEKSIBILITAS BELANJA DAERAH

Sumber Laporan Realisasi Anggaran (Data diolah)

25

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fleksibilitas keuangan dihitung dengan membagi Jumlah Pendapatan Daerah (dikurangi
dengan Pendapatan yang bersifat mengikat) dengan Jumlah Kewajiban dan jumlah belanja
Pegawai, grafik tersebut menunjukkan penurunan fleksibilitas belanja daerah sejak
ditetapkannya UU No. 1 tahun 2022.

Gambar II.8 Fleksibilitas Belanja Daerah tahun 2019-2023
Sumber: LKPD Kabupaten Jembrana Audited 2024
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Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan mampu pendukung

prospek perekonomian Kabupaten Jembrana di tahun 2026 antara lain:

1)

2)

3)

4)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana tidak sepenuhnya
bergantung pada sektor pariwisata. Hal ini membuat imbas
perlambatan ekonomi di Kabupaten Jembrana tidak separah
kabupaten lain di Bali yang berfokus pada kegiatan pariwisata.
Kabupaten Jembrana memiliki potensi di bidang pertanian,
perkebunan dan perikanan yang dapat dioptimalkan untuk
mempercepat laju perekonomian daerah dan menanggulangi dampak
pandemi COVID-19. Jika sektor ini dikembangkan potensinya dengan
baik, diharapkan mampu menunjang perekonomian daerah dan
menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana.

Kinerja perekonomian daerah diperkirakan akan mengalami pemulihan
serangkaian dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta
optimisme pelaku usaha dalam memulai usahanya kembali.

Rencana pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi yang diharapkan
mampu menjamin pemerataan pertumbuhan ekonomi di Bali sehingga
sektor transportasi dan pariwisata dapat lebih berkembang di
Kabupaten Jembrana.

Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pelabuhan Perikanan di
Pengambengan yang direncanakan dimulai pada bulan Agustus 2025
yang meliputi perluasan lahan Pelabuhan dari saat ini sekitar 13,5
hektar menjadi 60 hektar, luas kolam labuh juga akan bertambah
menjadi 72,5 hektar (menampung 1500unit kapal tangkap ikan) yang
nantinya menjadi tempat labuh dari kapal-kapal yang sebelumnya
berlabuh di Pelabuhan Benoa. Diharapkan PSN ini akan meningkatkan
produksi perikanan secara signifikan dari saat ini berada pada angka
12.304ton akan melonjak menjadi 80.000ton dengan nilai produksi
mencapai Rp.3,2 Trilyun. Dengan demikian perekonomian di
kabupaten Jembrana akan terdongkrak sehingga memberikan peluang

peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
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Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung yang ada di

Kabupaten Jembrana serta arah kebijakan pemerintah pusat dan

pemerintah Provinsi Bali tahun 2024, makaArah kebijakan makro tahun

2026 ditujukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,

menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran

terbuka, menurunkan giniratio dan meningkatkan Indek Pembangunan

Manusia (IPM). Untuk mencapainya maka pada Kebijakan Umum anggaran

Kabupaten Jembrana Tahun 2026 ditekankan pada beberapa hal berikut:

1)

2)

3)

4)

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja
keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi didukung dengankerjasama industri dan talenta global,
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dengan melanjutkan
pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi
dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai
tambah perekonomian rakyat serta peningkatan kualitas lingkungan
hidup untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dan perubahan
iklim.

Peningkatan perekonomian melalui optimalisasi daya saing ekonomi
dan kesempatan berusaha dengan memberikan kemudahan perizinan
berusaha dan insentif terkait investasi, peningkatan industri
pengolahan berbasis pertanian dan kemaritiman berdasarkan potensi
daerah yang terintegrasi hulu-hilir, meningkatkan potensi unggulan
daerah yang berdaya saing serta meningkatkan kemitraan usaha
antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar dan bantuan
permodalan untuk UMKM.

Peningkatan kinerja aparatur dan birokrasi melalui meningkatkan tata
kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan
mempercepat implementasi kebijakan smart city untuk menjamin
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan dan pelayanan

publik yang prima melalui penerapan teknologi informasi.
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Berdasarkan ulasan mengenai kondisi perekonomian daerah,
tantangan dan prospek perekonomian tahun 2025-2026 yang telah
dijabarkan sebelumnya, secara umum perkembangan indikator ekonomi
makro Kabupaten Jembrana pada tahun 2022 s.d. 2024 dan prediksi
capaian tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2022-2024 dan
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2026

CAPAIAN PROYEKSI
NO INDIKATOR
2022 2023 2024 2025 RKPD 2026
. 5,35
1 Pertumbuhan Ekonomi 2.98 3.66 498 5,52-5,53
(5,20 - 5,50)
Ketenaga Kerjaan - Tingkat 1.50
2 3.94 2.52 1.53 1,42-1,45
Pengangguran Terbuka (TPT) (1.45-1.55)
L 4,30
3 Kemiskinan 5.30 4.98 4,51 4,34 - 4,38
(4,10 -4,50)
. 0.280
4 Ketimpangan Pendapatan 0.33 0.326 0.288 0,29
(0.275-10.285)
Indeks Pembangunan Manusia 75.35
5 72.91 74.04 75.32 79,76
(1PM) (75.20 — 75.50)
Persentase Penurunan Intensitas
6 . - - 21,78 22,56 23,34
Emisi GRK
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
7 b h 65,70 73,80 76,33 76,93 77,53
aera

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahun 2026

Karena keterbatasan sumber daya maka indikator berkenaan dengan
pencapaian target Nilai Tukar Petani serta Nilai Tukar Nelayan yang
dihitung di Provinsi Bali tidak dicantumkan sebagai indikator makro

ekonomi Kabupaten Jembrana.

I1.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan
ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah memiliki
peranan penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Oleh

karena itu,analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu
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dilakukan wuntuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai
rencana pembangunan. Dengan adanya analisis keuangan daerah yang
tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan
keuangan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan. Prinsip pengelolaan ini mengarahkan penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan pendekatan kinerja
untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal,
dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan
berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan
penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta
pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang.
Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pengelolaan
pendapatan daerah, arah kebijakan pengelolaan belanja daerah dan arah

kebijakan pembiayaan belanja daerah.

I1.2.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan. Efektifitas penyelenggaraan
pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Jembrana. Kebijakan belanja pembangunan
daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu adanya

penyesuaian Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang menjadi
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kewenangan kabupaten/kota serta potensi pendapatan daerah yang sesuai

dengan ketentuan tersebut. Arah kebijakan keuangan daerah dalam

kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten

Jembrana antara lain:

1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:

a.

Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui
penyesuaian regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
serta Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, utamanya pajak yang
memiliki potensi besar seperti BPHTB, PBB-P2, Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Parkir, dan Pajak Reklame;

Pembenahan manajemen penerimaan PAD, terutama berfokus pada
pembenahan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan
pembayaran pajak, menyiapkan SDM pemeriksa pajak dan penilai
objek pajak;

Melakukan inovasi melalui percepatan dan perluasan digitalisasi/
elektronifikasi transaksi pemerintah daerah khususnya dibidang
pajak daerah dan retribusi daerah, penyesuaian tarif untuk
beberapa jenis pajak dan retribusi, penyesuaian NJOP pada PBB-
P2, pendekatan layanan pajak daerah, keringanan pajak untuk
wajib pajak dengan persyaratan tertentu, dan lain-lain;
Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan kebutuhandaerah, terutama pemantapan kerangka regulasi
dan kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah melalui
Perangkat Daerah terkait.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan

Pendapatan Asli Daerah
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g. Penyesuaian regulasi/peraturan daerah dan/atau Peraturan Kepala
Daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai
tindaklanjut atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah.

2) Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah, seperti bagi hasil
deviden, jasa giro danlain-lain;

3) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat
dan Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi/ Pemerintah
Kabupaten Badung)

4) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain
dari APBD, terutama mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Arah kebijakan pendapatan daerah tidak lepas dari realisasi
pendapatan daerah sebelumnya dan proyeksi dari tahun berjalan. Adapun
target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Jembrana tahun 2023
s.d 2027 dapat dilihatpada tabel berikut:
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Tabel I1.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 s.d. 2027

Jumlah
NO Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Target Tahun 2025 Proyeksi/Target Proyeksi/Target
2023 2024 (tahun berjalan) Tahun 2026 Tahun 2027

4 Pendapatan Daerah
4.1 Pendapatan Asli

Daerah 221.554.882.279 184.575.515.567 246.546.965.431 243.114.297.566 271.818.029.388
411 Pajak Daerah 90.232.729.488 46.211.561.345 103.267.632.909 105.608.849.809 113.852.565.282
4.1.2 Retribusi Daerah 7.671.553.894 10.899.204.571 11.474.126.864 12.047.833.207 12.650.224.868
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 8.972.857.456 10.233.948.174 11.576.053.599 11.576.053.599 12.762.599.093
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 114.677.741.441 117.230.801.477 120.229.152.059 113.881.560.951 132.552.640.145
4.2 Pendapatan Transfer 898.802.786.570 | 1.052.516.456.016 |  938.330.184.820 | 922.670.040.310 | 1.008.442.375.445
421 Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat 737.694.949.127 789.027.005.933 795.628.658.493 813.846.961.560 851.150.340.120
422 Pendapatan Transfer Antar Daerah 161.107.837.443 | 263.489.450.083 142.701.526.327 | 108.823.078.750 | 157.292.035.324
4.3 Lain-lain pendapatan - - - - -

daerah yang sah
43.1 Hibah - - - - -
4.3.2 Dana darurat - - - - -
433 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan - - - - -

perundang-undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
(4.1+4.2+4.3) 1.120.357.668.849 | 1.237.091.971.583 1.184.877.150.251 | 1.165.784.337.876 | 1.280.260.404.833

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahun 2026




I1.2.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah
Alokasi belanja daerah Tahun 2026 diarahkan pada pengelolaan belanja

daerah yang dilaksanakan secara proporsional, efisien, efektif, transparan,

dan akuntabel dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran

pembangunan daerah. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun

2026 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:

1) Pemenuhan belanja yang bersifat mandatory spending antara lain:
pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur pelayanan publik
(40%), dana kelurahan (5%), Pengawasan (1%);

2) Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari 6 urusan
yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat;

3) Pemenuhan program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam
penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029;

4) Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;

5) Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden, yaitu
terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, makan
bergizi gratis dan pengendalian inflasi.

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program

dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja
daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Mendorong peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan
Efisien. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan
sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian
indikator pembangunan daerah. Dana yang tersedia harus
dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan
pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah

peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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2)

4)

Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2026 diprioritaskan untuk mendanai
kegiatan-kegiatan yang menjadi isu strategis pada tahun 2023.
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mengacu Standar
Pelayanan Minimal, mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan
mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar
masyarakat dan memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang
telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi
pendidikan dan fungsi kesehatan serta memenuhi alokasi minimal
untuk belanja infrastruktur daerah. Peningkatan belanja produktif
melalui Penguatan TKD, Penguatan Local Taxing Power dan Inovative
Financing. Belanja Daerah 2026 juga memprioritaskan untuk
menindaklanjuti INPRES Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tolok Ukur dan target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada
setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran
belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap
terukur

Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan
pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas
dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan
untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan
infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan

dengan pihak swasta.
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5)

Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung
jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan
berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan
dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja
tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula
proses, keluaran dan hasilnya. Pelaksanaan tertib administrasi
pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk
memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi
dan akuntabel serta sesuai dengan SAP.

Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas
sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana
Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), Dana Insentif Fiskal dan Dana
Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai
dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan
Mengimplementasikan  ketentuan  klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang
telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah
memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya
sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berpedoman pada
standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau
standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Peningkatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta

harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdapat

perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan

proyeksi Belanja Daerah. Belanja Daerah tidak lagi diklasifikasikan ke

dalam Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung. Peraturan Pemerintah
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tersebut mengelompokkan Belanja Daerah menjadi 4 klasifikasi antara
lain:
1) Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka
pendek. Belanja operasi dirinci kembali menjadi:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidji;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
2) Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan asetlainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu
periode akuntansi.
3) Belanja Tak Terduga
Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keperluandarurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4) Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:
a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber
pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga)
tahun terakhir, realisasi belanja daerah tahun 2020-2021 serta alokasi
belanja daerah tahun 2022, maka arah kebijakan belanja daerah pada
tahun 2020-2026 dituangkan dalam tabel berikut:
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Tabel I1.8 Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2023 s.d. 2027

Jumlah
NO Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Target Tahun 2025 Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
2023 2024 (tahun berjalan) 2026 2027
1 2 4 5 6 7 8
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi 907.093.113.509 979.291.842.528 1.014.865.010.765 | 968.311.988.697,50 1.074.398.429.363
5.1.01 | Belanja Pegawai 430.103.698.939 481.872.874.321 574.701.661.600 | 539.388.688.846,67
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa 401.781.927.021 445.665.793.847 416.733.156.132 | 398.754.279.337,83
5.1.03 | Belanja Bunga - - - -
5.1.04 | Belanja Subsidi - - 3.000.000.000 3.000.000.000
5.1.05 | Belanja Hibah 70.060.100.913 47.297.747.327 17.603.091.833 19.181.238.338,00
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial 5.147.386.636 4.455.427.033 2.827.101.200 7.987.782.175,00
5.2 Belanja Modal 86.342.065.254 123.915.443.556 92.582.725.837 | 110.795.569.676,00 100.453.233.987
5.1.01 | Belanja Modal Tanah - 177.600.000
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.449.735.699 19.344.879.196 16.948.013.520 17.685.198.456,00
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan 19.951.693.560 47.472.853.136 12.801.491.604 48.152.055.455,00
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 44.844.261.463 49.426.767.359 57.807.720.593 38.974.919.825,00
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.624.729.972 5.451.550.509 4.403.407.440 4.487.807.440,00
5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya 2.471.644.560 2.041.793.356 622.092.680 1.495.588.500,00
53 Belanja Tidak Terduga - 64.225.000 7.491.710.616 6.129.975.593,00 5.491.710.616
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga - 64.225.000 7.491.710.616 6.129.975.593,00
54 Belanja Transfer 130.101.420.714 129.709.132.435 142.791.227.214 | 138.633.227.214,00 151.167.562.797
5.4.01 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan 17.143.831.514 7.468.637.935 12.991.760.514 12.991.760.514,00
5.4.02 | Transfer Bantuan Keuangan 112.957.589.200 122.240.494.500 129.799.466.700 | 125.641.466.700,00

TOTAL JUMLAH BELANJA

1.123.536.599.477

1.232.980.643.518

1.223.870.761.180,50

1.257.730.674.432

1.223.870.761.180,50

SURPLUS/DEFISIT

-3.178.930.628

4.111.328.065

-72.853.524.181

-50.089.684.731

-51.250.531.931

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahun 2026
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I1.3.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan

pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan

penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan

pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian

pinjaman, dan penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi

keuangan daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah dapat berasal

dari:

1)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan
pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan
daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan
belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun
belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian
target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan
dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum
daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang
dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang
akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan
pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah lain, lembagan keuangan bank, Lembaga keuangan bukan
bank, dan/atau masyarakat.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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6) Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sementara itu pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah

dan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Rincian pengeluaran

pembiayaan daerah antara lain:

1)

2)

3)

4)

Pembayaran Cicilan Pokok Utang digunakan unuk menganggarkan
pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus
dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya
merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah
yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan
perjanjian pinjaman.

Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada BUMD dan/atau
BUMN. Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah
yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah
bersangkutan.

Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak
dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Dana Cadangan dapat
digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan
bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK,
Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lainnya yang penggunaannya
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan
perundang- undangan.

Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan
Pemberian Pinjaman Daerahyang diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara,

koperasi, dan/atau masyarakat.
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5) Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit anggaran,

sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2024 bahwa dalam

penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan
rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun
anggaran 2024, selain itu juga harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang
akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika
ada kecenderungan akan terjadi surplus anggaran, harus diantisipasi
kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran
pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan
penyertaan modal. Kebijakan pembiayaan Daerah juga berpedoman pada
Batas Kumulatif Defisit APBD sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
Adapun rincian realisasi dan target/proyeksi pembiayaan daerah

Kabupaten Jembrana tahun 2021 s.d. 2026 tersaji dalam tabel berikut:
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Tabel 2.6 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 s.d. 2026

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Jumlah
NO Daerah Realisasi Th. Realiasai Th. Target Th. 2025 Proyeksi Th. Proyeksi Th
2023 2024 (tahun berjalan) 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7
Pembiayaan Daerah
6.1 | Penerimaan pembiayaan 92.760.325.145 68.742.196.117 78.253.524.181 55.489.684.731 56.650.531.931
6.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya (SILPA) 91.790.325.145 68.742.196.117 72.853.524.181 50.089.684.731 51.250.531.931
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan ; ) i . _
6.1.3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - -
6.1.4 | Penerimaan pinjaman daerah i} . - i, ;
6.1.5 | Penerimaan Kembali pemberian pinjaman 970.000.000 0 5.400.000.000 5.400.000.000 5.400.000.000
6.1.6 | Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan i i i i i
6.2 | Pengeluaran pembiayaan 970.000.000 0 5.400.000.000 5.400.000.000 5.400.000.000
6.2.1 | Pembayaran pokok utang - - - - -
6.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah - - - - -
6.2.3 | Pembentukan dana cadangan - - i _ _
6.2.4 | Pemberian pinjaman daerah 970.000.000 0 5.400.000.000 5.400.000.000 5.400.000.000
6.2.5 | Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan - - - - -
ketentuan peraturan perundang-undangan
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 91.790.325.145 68.742.196.117 72.853.524.181 50.089.684.731 51.250.531.931

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahunj 2026




BAB III
ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD TAHUN 2026

III.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN Tahun 2026

III.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional tahun 2026

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai
melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI),
peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas.
Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional,
menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang lebih merata. Investasi berperan penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan  produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk
mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara,
yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari
BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan
ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Danantara berperan
sebagai pengelola investasi aset dan dana Pemerintah guna mendorong
percepatan investasi produktif yang selaras dengan prioritas
pembangunan nasional, termasuk berperan dalam mengoptimalkan daya
ungkit dalam menarik peran serta investasi swasta, baik domestik
maupun asing. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas
tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang
lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas
regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan
pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan
memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan
produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta
pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim
investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap

menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi
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yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan. Pemerintah juga akan
terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam
rentang 2,5+1 persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi
masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi
aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli
masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok
rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan
terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi AP. Pengendalian
inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian
sasaran inflasi yang stabil. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan,
Pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek, antara lain melalui
intervensi untuk mengendalikan gejolak harga, serta pendekatan jangka
panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian
untuk menjaga kesinambungan pasokan. Komunikasi publik yang efektif
juga penting untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Selain itu,
Pemerintah terus mendorong sinergi melalui forum TPIP dan TPID yang
melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta
stakeholders terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi
di level nasional dan daerah. Pencapaian indikator nilai tukar juga
diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Dalam
kaitan ini, nilai tukar yang cukup stabil dan kuat disusun menjadi salah
satu target pembangunan hingga tahun 2029. Pencapaian ini akan
didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang
tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan
sektor riil dalam negeri akan berimplikasi pada kinerja ekspor yang
memberikan dampak positif pada neraca pembayaran dan nilai tukar
Rupiah. Penguatan sektor keuangan domestik juga terus dilakukan dalam
jangka menengah. Pengembangan instrumen-instrumen investasi baru,
penguatan kerangka regulasi dan hukum, penguatan infrastruktur dan
data informasi, terus dilakukan sejalan dengan implementasi UU P2SK.
Pada saat ini, Pemerintah telah menerapkan strategi pengembangan bank

bullion (emas), yang dapat menjadi alternatif tabungan investor asing
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maupun domestik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan penguatan
lembaga asuransi dan dana pensiun terus dilakukan untuk mengejar
ketertinggalan dibanding negara-negara tetangga. Pengembangan dan
penguatan instrumen dan infrastruktur tersebut di atas akan mendorong
pengayaan instrumen investasi alternatif di dalam negeri, dan pada
gilirannya mampu mendukung aktivitas perekonomian. Pemanfaatan
teknologi dan pengembangan pusat data informasi juga memberikan
dampak positif bagi penguatan pasar keuangan domestik. Strategi ini
turut meningkatkan daya saing pasar keuangan nasional di antara
mancanegara. Perbaikan regulasi dan perlindungan hukum akan
memberikan kepercayaan dan minat investor untuk menaruh modalnya di
pasar domestik. Tidak kalah penting dari strategi tersebut adalah
peningkatan literasi dan pemahaman keuangan di masyarakat yang akan
mendukung penguatan dan pengembangan pasar keuangan domestik.
Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi
faktor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Penguatan pasar
keuangan domestik disertai perbaikan sektor riil dan daya saingnya akan
berimbas pada nilai mata uang Rupiah yang semakin kuat. Pada periode
tahun 2027 hingga 2029, nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar pada
Rp15.700 hingga Rp16.900 per dolar AS dengan kecenderungan apresiasi.
Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (yield) SBN pada jangka
menengah diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi
ekonomi domestik yang lebih baik. Secara umum, yield SBN diupayakan
menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien
dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing. Penurunan
yield pertama-tama diupayakan melalui pengelolaan APBN yang sehat,
efisien, dan transparan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan
mendorong tingkat kepercayaan umum. Kehati-hatian dalam pengelolaan
APBN ini diantaranya ditempuh dengan pengelolaan defisit dan
pembiayaan melalui surat utang secara terukur. Selain itu, pengelolaan
perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan yang tinggi juga akan
mampu menarik minat investor, baik luar maupun dalam negeri. Hal-hal

tersebut tentu berdampak pada potensi penurunan yield SBN ke depan.
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Faktor lain yang turut berdampak pada nilai yield SBN adalah pengaruh
yield obligasi benchmark global, dalam hal ini US treasury (UST) bond.
Memang pada saat ini terdapat ekspektasi dorongan peningkatan yield
dari UST pada banyak obligasi dunia. Namun ke depan, penurunan
kebutuhan pembiayaan defisit AS akan menurunkan yield UST dan pada
gilirannya menurunkan tekanan pada yield SBN juga. Upaya percepatan
peningkatan lifting migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan
pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui
penerapan Full Scale Enhanced Oil Recovery (EOR) dan teknologi
waterflood. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru,
seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi
produksi melalui Chemical EOR (CEOR), serta injeksi CO2 (CO2- EOR) dan
waterflood (WF) dengan pendekatan aliansi strategis. Penerapan Full Scale
EOR telah dilakukan di Lapangan Minas yang memiliki potensi 510 juta
barel (bbls). Melalui strategi ini, diharapkan peningkatan lifting dapat
memperkuat ketahanan energi nasional serta menarik lebih banyak
investasi di sektor hulu migas. Proyeksi minyak mentah dalam jangka
menengah 2025-2029 dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok yang
berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini
menyebabkan harga minyak mentah stabil di level rendah karena
ketidakpastian geopolitik dan ancaman tarif energi. Perang dagang ini
berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah dunia, seperti yang
terlihat pada akhir triwulan I 2025. Transisi menuju energi alternatif dan
penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan diperkirakan akan
semakin masif digunakan dan semakin menekan permintaan atas minyak
mentah. Lebih lanjut, respons kebijakan OPEC+ yang berencana mulai
meningkatkan stok globalnya mulai triwulan II 2025 juga memberikan
tekanan pada stok global. Selain itu, eksplorasi dan lifting minyak mentah
di Indonesia yang terus menurun juga berkontribusi memengaruhi harga
minyak  mentah Indonesia  (Indonesian  Crude-oil  Price/ICP).
Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP dalam jangka
menengah kedepan diperkirakan bergerak pada kisaran USD60-USD80

per barel.
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Tabel. III.1 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Jangka Menengah

2025 2026 2027 2028 2029
Indikator

APBN KEM-PPKF Proyeksi Proyeksi Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.2 5,2-5,8 5.3-6,1 5,6-7,0 5,8-8,0
Inflasi (%) 25 1,5-3,5 1,5-3,5 15-35 1,5-3,5
Milai Tukar (Rp/USD) 16.000 16.500-16.900 15.700-16.900 15.700-16.900 15.700-16.900
Suku Bunga SBM 10 Tahun (%) 7.0 6,6-7,2 6,3-7,3 6,0-7,0 6,0-7,0
e | ® | ©ow | wom | on | ow
Lifting Minyak Mentah (rbph) 605 600-605 568-696 567-792 578-901
Lifting Gas Bumi {rbsmph) 1.005 953-1017 904-1.118 1.023-1.345 1.110-1.535

Sumber: Kementerian Keuangan

III.1.2 Kebijakan Makro Fiskal Nasional Tahun 2026

Berdasarkan gambaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

di atas,

Pemerintah akan menyusun kerangka anggaran jangka

menengah. Untuk itu, disusunlah Postur Makro Fiskal Jangka Menengah

sebagai dasar yang akan mengarahkan penyusunan kerangka anggaran

jangka menengah tersebut. Postur Makro Fiskal tahun 2025-2029 disusun

sebagai berikut.

Tabel. III.2 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)

e KEM-PPKF 2026 2027 2028 2029
URAIAN 2025 | BATAS | BATAS | BATAS | BATAS | BATAS | BATAS | BATAS | BATAS
BAWAH | ATAS |BAWAH| ATAS |BAWAH| ATAS |BAWAH| ATAS
A. PENDAPATAN NEGARA DAN
12,36 | 11,71 | 12,22 | 11,70 | 13,21 | 12,12 | 14,94 | 12,86 | 16,76
HIBAH
1. Penerimaan Perpajakan 10,24 | 10,08 | 1045 | 10,29 | 11,39 | 10,75 | 13,13 | 11,52 | 15,01
2. Penerimaan Negara Bukan
_ 2,11 1,63 1,76 1,40 1,81 1,36 1,81 1,33 1,76
Pajak
3. Hibah 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0002 | 0,003 | 0,KOZ | D003 | 0,002 | 0,003
B. BELAN)A NEGARA 14,89 | 14,19 | 14,75 | 14,05 | 1568 | 14,44 | 17,35 | 1510 | 19,11
1. Belanja Pemerintah Pusat 11,11 | 11,41 | 11,86 | 11,29 | 1288 | 11,70 | 1458 | 12,38 | 16,37
2. Transfer ke Daerah 3,78 2,78 2,89 2,76 2,80 2,74 2,76 2,72 2,74
C. KESEIMBANGAN PRIMER {0,26) | (0,18) | (0,22) | (0,09) | (0,18) | (0,09) | (0,15) | (0,05) | (0,13)
D. DEFISIT ANGGARAN (2,53) | (2,68) | (2,53) | (2,35) | (2,47) | (2,32) | (2,41) | (2,24) | (2,35)
E. PEMBIAYAAN 2,53 2,48 2,53 2,35 2,47 2,32 2,41 2,24 2,35
Debt Ratio 39,43 | 3869 | 3985 | 39,43 | 3962 | 3905 | 39,29 | 3855 | 3864

Sumber: Kementerian Keuangan

81




Merespons perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik
yang dinamis, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama dalam menjaga
stabilitas ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan. Kinerja makro
fiskal yang tecermin dalam pendapatan negara, defisit anggaran,
keseimbangan primer, dan rasio utang akan memberikan gambaran
tentang seberapa efektif kebijakan fiskal dalam merespons tantangan dan
peluang yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal telah
menunjukkan pemulihan yang signifikan, diiringi dengan konsolidasi
fiskal yang berhasil mengendalikan defisit dan meningkatkan kapasitas
fiskal negara. Keberhasilan ini mencerminkan penerapan kebijakan fiskal
yang adaptif dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target
pembangunan jangka menengah dan panjang. Rasio pendapatan negara
terhadap PDB dalam kurun waktu 2021-2024 menunjukkan pemulihan
struktural yang kuat dan mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal
jangka menengah. Pada 2020, tantangan global akibat pandemi Covid-19
sempat menekan rasio ini ke level 10,68 persen PDB, namun Pemerintah
merespons dengan langkah cepat melalui berbagai strategi pemulihan
ekonomi dan reformasi perpajakan yang terstruktur. Upaya ini mulai
menunjukkan hasil pada 2021, ketika rasio pendapatan negara meningkat
menjadi 11,85 persen, dan berlanjut dengan lonjakan signifikan ke 13,46
persen pada 2022, yang menjadi titik tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Kinerja ini tetap terjaga pada 2023 dengan capaian 13,33 persen, dan pada
tahun 2024 mencapai 12,88 persen PDB, tren pemulihan ini
mencerminkan penguatan kapasitas fiskal serta keberhasilan konsolidasi
kebijakan pendapatan negara secara berkelanjutan. Peningkatan
pendapatan negara tidak hanya berasal dari perpajakan, tetapi juga dari
optimalisasi PNBP, terutama di sektor energi dan SDA. Pemerintah
meningkatkan kontribusi PNBP dengan memperbaiki tata kelola tambang
dan migas, menegosiasikan ulang kontrak, serta mendorong efisiensi dan
transparansi dalam pelaporan. Digitalisasi sistem dan integrasi data
antarinstansi juga membantu memperkuat pengawasan dan
meningkatkan kepatuhan. Selain itu, kinerja pendapatan negara juga

didukung oleh reformasi perpajakan yang menekankan reform
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administrasi, kelembagaan, dan digitalisasi layanan pajak melalui core tax
system dalam sistem pengelolaan penerimaan. Lebih lanjut, penguatan
reformasi sisi peraturan dilakukan melalui penerbitan UU HPP sehingga
hal ini menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik, memperkuat
akuntabilitas, dan efisiensi fiskal secara keseluruhan. Kinerja defisit
anggaran dan keseimbangan primer pada tahun 2021-2024 mengalami
penguatan dan terkendali dalam batas aman. Kinerja defisit anggaran
menunjukan tren penguatan mulai tahun 2021 setelah anjlok cukup
dalam pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2021 defisit
anggaran tercatat menguat pada level 4,57 persen PDB dan terus menguat
sekaligus mencapai konsolidasi fiskal lebih cepat dengan tingkat defisit
terkendali pada level 2,35 pada tahun 2022. Sejalan dengan itu,
keseimbangan primer tahun 2022 menguat pesat mendekati level positif
dengan capaian -0,38 persen PDB dibanding kinerja tahun 2021 sebesar -
2,5 persen PDB seiring dengan membaiknya kinerja fiskal didorong kondisi
perekonomian yang mulai pulih. Pada tahun 2023, defisit mencapai level
1,61 persen PDB, terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Kinerja defisit
juga dibarengi dengan capaian keseimbangan primer yang bernilai positif
0,49 persen PDB didukung oleh kinerja penerimaan yang positif. Pada
tahun 2024, di tengah tantangan perekonomian akibat kondisi
ketidakpastian, defisit dan keseimbangan primer mampu dijaga dalam
batas aman dengan capaian masing-masing sebesar 2,29 persen dan -0,09
persen PDB. Tingkat rasio utang terhadap PDB menurun dan terjaga pada
level aman untuk mendukung target pembangunan. Selama periode 2021-
2024, rasio utang terhadap PDB cenderung mengalami penurunan dan
tetap terjaga pada level aman, jauh di bawah batas maksimal rasio utang.
Rasio utang pada tahun 2021 berada pada level 40,73 persen PDB
dipengaruhi oleh meningkatnya belanja yang diarahkan untuk
mendukung pelaksanaan program pemulihan nasional. Seiring dengan
peningkatan kinerja pendapatan negara dan belanja yang terkendali
produktif, rasio utang terhadap PDB pada tahun 2022 dan 2023 masing-
masing pada level 39,70 dan 39,21 persen terhadap PDB. Pada tahun
2024, rasio utang pada level 39,81 persen PDB.
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III.1.3 Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2026

Untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan
Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera diperlukan reformasi
struktural yang konsisten dan berkelanjutan yang difokuskan pada 8
(delapan) strategi untuk mewujudkan:

1) ketahanan pangan;

N

ketahanan energi;

Makan Bergizi Gratis (MBG);

W

program pendidikan;

Ul

program kesehatan,;

)]

pembangunan desa, koperasi, dan UMKWM;

~

pertahanan semesta; serta

0

)
)
)
)
)
)
)
)

akselerasi investasi dan perdagangan global.

Dalam mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan, dukungan
fiskal dan investasi perlu ditingkatkan. Salah satu dukungan Pemerintah
yaitu melalui anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan tiap tahun.
Fokus penggunaan anggaran ketahanan pangan tersebut mencakup
subsidi pupuk, bantuan alsintan, bantuan benih, subsidi bunga KUR,
penguatan infrastruktur pertanian, serta ketersediaan dan stabilisasi
harga pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pendekatan
kemitraan antara Pemerintah dan sektor swasta juga perlu terus didorong
dalam pendanaan sektor pertanian dan peternakan, guna memastikan
optimalisasi penggunaan anggaran negara serta meningkatkan efisiensi
dalam implementasi kebijakan. Pemerintah juga akan mendorong
peningkatan produktivitas produksi pangan. Untuk beras, perluasan lahan
0,31 juta hektar dan peningkatan produktivitas padi menjadi 5,4 ton/ha
menjadi target utama 2026. Peningkatan ini akan diiringi pembangunan
infrastruktur irigasi, mekanisasi pertanian, serta adopsi teknologi modern
dan benih unggul. Sementara itu, BULOG akan memainkan peran strategis
dalam menjaga stok beras nasional sebesar 3 juta ton, menjaga stabilitas
harga melalui skema HPP, dan menyalurkan program SPHP untuk menjaga
inflasi pangan dalam kisaran 3-5 persen. Untuk daging sapi dan susu,

Pemerintah akan mengembangkan peternakan skala besar, dengan
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kebutuhan impor awal sekitar 1 juta sapi pedaging dan 1.294 sapi perah
di tahun 2026. Investasi dari APBN dan sektor swasta sangat diperlukan
untuk mendukung keberhasilan program ini. Produksi jagung juga perlu
ditingkatkan untuk mendukung industri pakan dan program gizi nasional.
Target produksi 2026 sebesar 23 juta ton akan dicapai melalui perluasan
lahan hingga 2,68 juta hektar dan peningkatan produktivitas menjadi 6,18
ton/ha. Dukungan berupa embung, sumur pompa, benih unggul, dan
mekanisasi pertanian akan diperkuat. Dalam konteks ketahanan energi,
pada tahun 2026 Pemerintah akan melanjutkan kebijakan program
mandatori biodiesel B40 dan tetap mempersiapkan akselerasi
pengembangan menuju B50. Program B40 adalah program pemerintah
untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) solar yang dicampur
dengan bahan bakar nabati (BBN) yaitu biodiesel yang berbahan baku
minyak kelapa sawit sebesar 40 persen. Program ini bertujuan untuk
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan
penggunaan energi terbarukan. Pemerintah juga mempersiapkan
serangkaian pengujian untuk pengembangan B50. Pengujian dilakukan
baik pada sektor otomotif maupun non otomotif, seperti alat dan mesin
pertanian, alat-alat berat, kereta api, pembangkit listrik, dan angkutan
laut. Di Indonesia, pengembangan biodiesel dimulai sejak tahun 2006
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006
tentang Penggunaan Bahan Bakar Nabati untuk Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor. Sejak saat itu, produksi biodiesel kelapa sawit di Indonesia terus
meningkat dan menjadi salah satu negara produsen biodiesel kelapa sawit
terbesar di dunia. Peningkatan produksi biodiesel menjadi salah satu faktor
yang mampu menjaga permintaan CPO domestik dan mendukung
ketahanan energi. Pemanfaatan biodiesel yang dicampur dengan bahan
bakar fosil solar perlu mempertimbangkan antara lain: (i) ketersediaan
bahan baku dalam jangka panjang; (ii) kesiapan kompatibilitas teknis
mesin pengguna dan penyesuaian infrastruktur penyimpanan dan
distribusi; (iii) harga biodiesel yang cenderung lebih mahal dibandingkan
BBM fosil; serta (iv) keberlanjutan keuangan BPDP dalam memberikan

insentif biodiesel. Sebagai eksportir minyak sawit terbesar di dunia,
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Indonesia saat ini memprioritaskan pengembangan biodiesel dalam
kebijakan hilirisasi kelapa sawit sebagai upaya mengurangi impor BBM,
mengurangi emisi GRK, dan memperkuat permintaan domestik. Dengan
penguatan permintaan domestik diharapkan dapat memperkuat stabilitas
harga sawit dan CPO di dalam negeri serta meningkatkan penyerapan
tenaga kerja. Langkah-langkah pengembangan pemanfaatan energi
terbarukan seperti biodiesel harus terus dilakukan bersama-sama antara
produsen biodiesel, produsen biosolar, pemerintah, serta masyarakat.
Program MBG terus digulirkan secara bertahap sebagai wujud komitmen
Pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat. Pemerintah akan terus
melanjutkan implementasi program MBG sebagai salah satu program
unggulan pada 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000unit
SPPG, dengan sasaran 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa,
ibu hamil dan menyusui, serta balita. Alokasi anggaran program MBG 2026
diproyeksikan sekitar 1,0 persen PDB untuk penyediaan makanan bergizi,
pembangunan dapur dan sarana prasarana serta pelaksanaan program
dukungan manajemen. Dengan alokasi anggaran yang signifikan dan
cakupan penerima manfaat yang luas, program MBG membutuhkan
sinergi dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Kolaborasi berbagai pihak dengan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator
menjadi kunci untuk mendorong efektivitas pelaksanaan program. Selain
itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat dampak MBG
terhadap gizi masyarakat melalui peningkatan standar gizi, higienitas
pengolahan makanan, serta edukasi pola makan gizi seimbang. Pemerintah
juga terus mendorong peningkatan penggunaan sumber pangan lokal guna
memperbesar stimulus pada ekonomi mikro-kecil agar semakin berdaya.
Implementasi beberapa strategi tersebut perlu terus disempurnakan
melalui upaya penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu,
baik dari sisi anggaran, pensasaran, pencapaian outcome, maupun isu
sensitif lainnya. Komitmen Pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan
tecermin dari terjaganya porsi belanja pendidikan dan dilanjutkannya
program-program unggulan. Pemerintah akan mendorong perluasan

Sekolah Unggul Garuda, pengembangan Sekolah Rakyat, dan akselerasi
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program renovasi sekolah pada 2026. Selain sebagai pusat pengembangan
bakat, kompetensi, dan prestasi para siswa, Sekolah Unggul Garuda juga
akan difokuskan untuk meningkatkan akses ke perguruan tinggi terbaik di
dalam maupun luar negeri. Pemerintah juga akan mendorong
pembangunan Sekolah Rakyat yang diprioritaskan untuk siswa dari
keluarga miskin dan miskin ekstrem. Beban pengeluaran rumah tangga
diharapkan akan berkurang karena Sekolah Rakyat menggunakan konsep
boarding school. Anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat juga
diharapkan mampu mengasah bakat, minat, dan keahliannya sehingga
setelah lulus mampu berdikari dan memperbaiki tingkat kesejahteraan
keluarga. Pembangunan Sekolah Rakyat yang dimulai pada 2025
direncanakan terus diperkuat pada 2026. Pemerintah menargetkan 200
Sekolah Rakyat selesai dibangun pada 2025 dan siap digunakan untuk
tahun ajaran 2025/2026. Program renovasi sekolah rusak dan kurang
layak juga dilakukan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang sudah
ada. Dengan demikian, sinergi antara program Sekolah Unggul Garuda,
Sekolah Rakyat dan renovasi sekolah rusak akan menciptakan ekosistem
pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Pemerintah tetap
berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi
semua, mulai dari dalam kandungan hingga lansia. Upaya tersebut dicapai
melalui berbagai program pembangunan kesehatan termasuk program Cek
Kesehatan Gratis (CKG) serta peningkatan kuantitas dan kualitas layanan
fasilitas kesehatan. Program CKG menjadi upaya preventif atau deteksi dini
penyakit dan diharapkan mampu menekan beban biaya kesehatan.
Program ini juga mendorong peningkatan literasi kesehatan dan gaya hidup
sehat. Program CKG mulai dilaksanakan pada 2025 dan mendapatkan
respons positif dari masyarakat. Pada 2026 diharapkan program CKG
dapat terus dilaksanakan dengan perbaikan layanan di Fasilitas Layanan
Tingkat Pertama (FKTP) dan peningkatan cakupan penerima manfaat,
dengan target cakupan sebesar 46 persen dari total penduduk. Pemerintah
juga berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah melalui peningkatan

kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan. FKTP yang bermutu dan
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tersebar secara merata akan mengurangi beban pelayanan di rumah sakit
sehingga akan berkontribusi pada efisiensi pembiayaan kesehatan, baik
terhadap anggaran JKN maupun pengeluaran langsung masyarakat (out-
of-pocket spending). Selain itu, akses yang lebih mudah terhadap
pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil akan mengurangi disparitas
dan meningkatkan keadilan layanan kesehatan. Pada tahun 2026,
pembangunan desa akan fokus pada percepatan permberdayaan desa,
pemenuhan layanan dasar publik, serta transformasi ekonomi lokal.
Pembangunan desa tersebut bertujuan untuk percepatan pemerataan
ekonomi sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan,
penguatan ekonomi masyarakat, dan percepatan peningkatan status desa.
Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar publik desa dilaksanakan
melalui penyediaan akses air bersih dan pembangunan rumah murah
bersanitasi baik bagi warga miskin melalui program padat karya tunai
desa. Selain itu, infrastruktur digital dan teknologi juga akan terus
diperkuat. Pemerintah juga melanjutkan program penanganan stunting
antara lain melalui revitalisasi pos kesehatan desa dan kampanye hidup
sehat. Peran koperasi diperkuat sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi Merah Putih, akan dilakukan optimalisasi dan
percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih. Hal tersebut
dilakukan melalui pembangunan koperasi baru, pengembangan koperasi
yang sudah ada, dan revitalisasi bagi koperasi yang tidak aktif. Koperasi
Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan ekonomi inklusif dan
berkeadilan, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat ekonomi
lokal. Selain itu, koperasi juga akan menjadi solusi terhadap minimnya
akses pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan wilayah, dan
kemiskinan ekstrem desa. Pada tahun 2026, Pemerintah tetap
berkomitmen melanjutkan dukungan fiskal dalam pengembangan usaha
Koperasi Merah Putih melalui berbagai program sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah terus memperkuat
pembangunan ekonomi berbasis desa, koperasi, dan UMKM sebagai

fondasi ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi gejolak
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global. UMKM yang mencakup lebih dari 64 juta unit usaha dan menyerap
sekitar 117 juta tenaga kerja menjadi pilar utama dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka mendukung UMKM,
kebijakan fiskal diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan melalui
program KUR, Ultra Mikro (UMi), dan penyaluran melalui Lembaga
Pengelola dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(LPDBKUMKM) Kementerian UMKM serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP),
yang disertai insentif perpajakan dan program pendampingan terpadu.
Dalam rangka memperkuat sistem pertahanan negara, pada tahun 2026
Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program penguatan postur
pertahanan melalui pendekatan optimum essential force, serta pemenuhan
dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Industri pertahanan
dalam negeri akan terus diintensifkan untuk memenuhi kebutuhan
alutsista dengan dukungan teknologi dan produksi dalam negeri.
Kemampuan teritorial pertahanan negara juga akan terus diperkuat. Selain
itu, Pemerintah akan meningkatkan kesiapan komponen cadangan sebagai
bagian integral dari sistem pertahanan nasional. Pemerintah terus
berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah telah
menyiapkan dan akan terus memberikan dukungan penyediaan insentif
fiskal untuk mendorong peningkatan dan percepatan investasi,
diantaranya dengan pemberian berbagai fasilitas perpajakan dan
kepabeanan. Percepatan investasi juga diharapkan mendukung upaya
pemerataan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan peran serta
Indonesia dalam rantai pasok global. Percepatan investasi menjadi salah
satu upaya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan
penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing. Dengan
percepatan investasi tersebut diharapkan akan meningkatkan aktivitas
dan kemandirian ekonomi nasional. Untuk mempercepat masuknya
investasi berkualitas tinggi di berbagai sektor strategis dan pengelolaan
aset negara yang profesional, transparan, dan akuntabel, Pemerintah

membentuk BPI Danantara. Badan ini akan berfungsi sebagai lembaga
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pengelola investasi pemerintah yang menggabungkan dan mengelola aset-
aset negara, termasuk BUMN. Dengan mengelola aset BUMN, BPI
Danantara bertujuan mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi
negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. BPI Danantara berfungsi sebagai platform investasi
nasional yang fokus pada sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri,
energi terbarukan, kesehatan, dan teknologi. Pengintegrasian aset penting
dari berbagai BUMN untuk dikelola oleh BPI Danantara menciptakan
sinergi operasional yang lebih kuat dan meningkatkan kapasitas
pendanaan proyek dan investasi sehingga proses investasi menjadi lebih
mudah dan menarik bagi investor global. Dengan pendekatan profesional
dan tata kelola yang baik, BPI Danantara menjadi mitra terpercaya bagi
investor domestik maupun internasional, khususnya yang tertarik pada
sektor-sektor prioritas. Melalui kemitraan internasional, BPI Danantara
menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menarik investasi global untuk
pembangunan nasional. BPI Danantara juga berperan sebagai wadah
investasi bersama (coinvestment vehicle) yang mendorong kerja sama
strategis antara Pemerintah dan investor internasional. Model investasi ini
memberikan kepastian hukum, transparansi, serta pembagian risiko dan
keuntungan secara adil sehingga percepatan realisasi berbagai proyek
strategis dapat lebih mudah tercapai untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengelola
investasi secara profesional di luar mekanisme APBN, Pemerintah dapat
mengurangi risiko fiskal sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi jangka

panjang.

III.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Provinsi Bali Tahun 2026

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2025 menunjukkan kinerja
yang kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,52% (yoy). Capaian ini
meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar
5,19% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan nasional. Dari sisi penawaran,
sumber pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari Lapangan Usaha (LU)

Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin) serta LU
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Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
didorong oleh tingginya pertumbuhan wisatawan domestik yang mencapai
10,18% (yoy) dan naiknya realisasi belanja Pemerintah, khususnya pada
komponen belanja pegawai, yang dipicu oleh pencairan Tunjangan Hari
Raya (THR) bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan. Sementara dari sisi
permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh
Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Ekspor Luar Negeri, sejalan dengan
pencairan THR dan aktivitas pariwisata yang masih tinggi pada triwulan
laporan.
1) Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja perekonomian Bali tetap kuat pada triwulan I 2025, lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Bali Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada
triwulan I 2025 sebesar Rp41,91 triliun atau tumbuh 5,52% (yoy),
terakselerasi dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh 5,19% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih tinggi dibanding Nasional yang
tumbuh sebesar 4,87%(yoy). Secara spasial, pertumbuhan ekonomi
Bali pada triwulan I 2025 berada pada urutan ke-8 (delapan) tertinggi
dari 38 (tiga puluh delapan) Provinsi di Indonesia. Dari sisi
pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali sejalan dengan
menguatnya kinerja Konsumsi RT, Konsumsi Pemerintah, dan PMTB.
Kinerja Total Konsumsi pada triwulan I 2025 terakselerasi
dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh akselerasi komponen
Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi RT. Ke depan, potensi
pertumbuhan konsumsi yang positif diperkirakan tetap berlanjut,
tecermin dari tingginya keyakinan dan ekspektasi konsumen terhadap
perbaikan kondisi kegiatan usaha dan lapangan pekerjaan. Kinerja
Investasi Bali tumbuh menguat pada triwulan I 2025, seiring akselerasi
penyelesaian konstruksi proyek-proyek strategis bernilai besar.
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)/Investasi di Bali
tumbuh 5,13% (yoy) pada triwulan I 2025, menguat dibandingkan
triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,19% (yoy). Kinerja

investasi yang kuat utamanya didorong oleh pertumbuhan PMDN
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Sektor Hotel dan Restoran yang tumbuh sebesar 20,78% (yoy),
meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi
sebesar -12,35% (yoy) dan juga oleh pertumbuhan PMA Sektor
Pergudangan yang tumbuh 940,03% (yoy) meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 755,00% (yoy). Kinerja
neraca perdagangan pada triwulan I 2025 tumbuh positif terutama
didorong oleh pertumbuhan ekspor Provinsi Bali, baik ke luar negeri
maupun antardaerah. Neraca perdagangan gabungan (luar negeri dan
antardaerah) tumbuh 33,74% (yoy) pada triwulan I 2025, namun lebih
rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh
sebesar 117,10% (yoy). Berdasarkan nilai nominal, neraca perdagangan
Bali pada triwulan laporan juga mengalami surplus sebesar Rp1.487,09
miliar (ADHK) atau sebesar Rp6.564,57 miliar (ADHB) dengan
kontribusi terbesar berasal dari Ekspor Luar Negeri. Disisi lain
pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2025 tumbuh kuat lebih
tinggi dibanding triwulan sebelumnya, didorong oleh kinerja lapangan
usaha Perdagangan, lapangan usaha Transportasi, lapangan usaha
Pertanian, serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan usaha Akmamin
tumbuh melambat pada triwulan I 2025 disebabkan perlambatan
kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara ke Bali
seiring dengan normalisasi kunjungan wisatawan menuju level pra-
pandemi.

Perkembangan Inflasi

Inflasi di Provinsi Bali pada triwulan I 2025 sebesar 1,89% (yoy) atau
berada dalam sasaran 2,5x1%. Capaian tersebut lebih rendah bila
dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar 2,34%
(yoy). Penurunan tekanan inflasi tersebut terutama dikontribusi oleh
diskon tarif listrik pada Januari hingga Februari 2025 yang dampaknya
masih berlangsung hingga Maret 2025 untuk pelanggan listrik
pascabayar. Meski demikian, inflasi yang lebih rendah tertahan oleh
meningkatnya inflasi pada beberapa komoditas pangan utama serta

beberapa barang-jasa seiring dengan meningkatnya permintaan pada
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rangkaian Hari Raya Nyepi hingga Idulfitri. Berdasarkan kelompok
inflasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi
penyumbang inflasi tertinggi, diikuti dengan kelompok penyediaan
makanan dan minuman/restoran, dengan tekanan inflasi yang
meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kelompok
perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami
deflasi tahunan seiring kebijakan diskon tarif listrik. Selanjutnya pada
triwulan II 2025, tekanan inflasi tahunan diprakirakan meningkat,
didorong oleh permintaan masyarakat pada rangkaian Hari Besar
Galungan, Kuningan, dan Iduladha. Meskipun demikian, inflasi
diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional
2,5+1%, didukung oleh langkah-langkah strategis Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota di Bali. Salah satu
upaya TPID tersebut yaitu melalui Gerakan Nasional Pengendalian
Inflasi Pangan (GNPIP) yang berfokus pada implementasi kebijakan 4K,
yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran
distribusi, dan komunikasi yang efektif. Dengan kolaborasi tersebut,
Provinsi Bali diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi yang
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali semakin membaik. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan dari 1,79%
pada Agustus 2024 menjadi 1,58% pada Februari 2025. Tren ini
didukung oleh terciptanya lapangan kerja baru di sejumlah lapangan
usaha, dengan penambahan jumlah tenaga kerja terbesar tercatat pada
lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan,
Pertambangan dan Penggalian, serta Administrasi Pemerintahan.
Beberapa hal yang memengaruhi perbaikan kondisi ketenagakerjaan di
Provinsi Bali di antaranya pemulihan pariwisata, peningkatan mobilitas
penduduk, dan membaiknya kinerja industri perbankan seiring dengan
adanya perluasan digitalisasi pembayaran. Sejumlah lapangan usaha

utama menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jumlah
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serapan tenaga kerja pada lapangan usaha terkait pariwisata
mengalami peningkatan sejalan dengan tumbuhnya kunjungan
wisatawan di tengah periode peak season wisman dan libur Nataru.
Kesejahteraan

Kondisi kesejahteraan masyarakat Bali pada September 2024 semakin
meningkat sejalan dengan pemulihan kondisi ekonomi dan perbaikan
serapan tenga kerja Bali. Membaiknya kinerja kesejahteraan
masyarakat Bali pada September 2024 terkonfirmasi dari persentase
penduduk miskin yang tercatat sebesar 3,8%, atau sejumlah 176,21
ribu orang, menurun dibandingkan 81 jumlah penduduk miskin pada
periode Maret 2024 yang tercatat sebesar 4% atau sejumlah 184,43 ribu
orang. Menurunnya tingkat kemiskinan di Bali didukung dengan
tingkat penyerapan tenaga kerja yang meningkat, termasuk lapangan
usaha jenis penyediaan akomodasi makanan minum yang menyerap
banyak tenaga kerja di Provinsi Bali. Selain itu, penurunan tingkat
kemiskinan juga didorong oleh stimulus program pengentasan
kemiskinan melalui tiga program yang terarah secara langsung kepada
penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2)
pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya
usaha. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)2 Provinsi Bali tercatat
sebesar 0,44 pada September 2024, lebih rendah dari Maret 2024
sebesar 0,50. Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)
yang lebih rendah menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran
penduduk semakin mendekati garis kemiskinan (pengeluaran
Rp580.306 per kapita per bulan). Kondisi ini didukung dengan terus
meningkatnya pendapatan masyarakat sejalan dengan pertumbuhan
ekonomi Bali yang tetap terjaga hingga semester II 2024. Sementara itu,
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)3 tetap konstan pada September
2024 yaitu 0,07. Rendahnya Indeks Keparahan Kemiskinan Penduduk
Bali mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antara
penduduk miskin di Provinsi Bali semakin menyempit dan kesenjangan
pengeluaran yang dialokasikan per bulannya semakin menipis. Tingkat

ketimpangan pendapatan penduduk di Bali pada September 2024
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menunjukkan penurunan dibandingkan periode Maret 2024. Hal ini
tercermin dari indeks rasio gini yang tercatat sebesar 0,348 pada
September 2024, yang lebih rendah jika dibandingkan dengan periode
Maret 2024 sebesar 0,361. Indeks rasio gini Provinsi Bali pada
September 2024 berada di bawah nasional yang tercatat sebesar 0,381.
Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah Balinusra,
rasio gini Bali lebih rendah dari NTB, namun lebih tinggi dibandingkan
NTT yang tercatat sebesar 0,3155. Indeks rasio gini yang rendah
menunjukkan kesenjangan ekonomi antarpenduduk yang rendah di
Provinsi Bali.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2024 semakin
meningkat dan masih di atas nasional. IPM Bali tahun 2024 tercatat
sebesar 77,76, meningkat sebesar 0,66 poin dibandingkan tahun 2023
yang sebesar 77,10 (Grafik 6.9). Peningkatan IPM Bali pada tahun 2024
didukung oleh peningkatan pada seluruh komponen pembentuk IPM,
yakni Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah
(HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengalami kenaikan
masing-masing sebesar 22 basis poin (yoy), 4 basis poin (yoy), dan 9
basis poin (yoy). Sejalan dengan itu, indikator pengeluaran per kapita
tercatat meningkat 538 basis poin (yoy). Peningkatan IPM
mengindikasikan perekonomian Bali semakin inklusif dan adanya
peningkatan kesejahteraan penduduk.

Prospek Perekonomian Bali

Perekonomian Bali pada tahun 2025 diproyeksikan terus tumbuh kuat
dalam rentang 5,0-5,8% (yoy), di atas proyeksi PDB nasional yang
berada pada kisaran 4,6-5,4% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh
kinerja LU Pertanian, serta tetap solidnya kinerja LU terkait pariwisata,
yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. LU Pertanian
diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh prakiraan perbaikan
cuaca pada keseluruhan tahun 2025. Di sisi lain, kinerja LU terkait
pariwisata tetap menjadi motor utama pertumbuhan, dengan proyeksi

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
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yang diprakirakan tetap kuat. Peningkatan ini juga didukung oleh
bertambahnya rute penerbangan langsung dari/ke Bali, serta
peningkatan kapasitas Bandara I Gusti Ngurah Rai yang kini mampu
menampung penumpang hingga 32 juta orang per tahun. Tingkat
inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 diprakirakan tetap terjaga pada
rentang sasaran inflasi 2,5+1%, meski di tengah kenaikan harga
komoditas global. Ke depan, kolaborasi strategis antara Pemerintah,
lembaga terkait, dan pelaku usaha tetap diperlukan untuk memastikan
ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan
utama. Dengan sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi fondasi
utama, serta inflasi yang tetap terkendali, Bali berada di jalur yang
positif menuju pertumbuhan berkelanjutan pada masa-masa

mendatang.

III.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Kabupaten Jembrana Tahun 2026
Selain memperhatikan dan mencermati Asumsi Dasar Ekonomi Makro
(ADEM) nasional tahun 2026 dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Provinsi
Bali tahun 2026, dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran
2026 yang terukur dan rasional maka perlu juga untuk mencermati
asumsi-asumsi dasar yang digunakan Ekonomi Makro Kabupaten
Jembrana tahun 2026 yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi,
Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) antara lain sebagai berikut:
1) Pertumbuhan Ekonomi
Selama satu dekade terakhir, PDRB Kabupaten Jembrana terus
mengalami pertumbuhan, baik PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)
(lebih dari 7,00%) maupun atas dasar harga konstan tahun 2010
(ADHK) (lebih dari 2,90%), kecuali pada tahun 2020-2021. Pada tahun
2023, PDRB Kabupaten Jembrana berada di posisi ketiga terbawah di
Provinsi Bali. Meskipun mengalami penurunan ketika pandemi,
perekonomian Kabupaten Jembrana segera tumbuh dengan cepat.
Bahkan, lebih cepat dibanding Provinsi Bali pada tahun 2021. Hal ini

didukung oleh stimulus ekonomi untuk sektor usaha kerakyatan dan
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gencarnya kegiatan vaksinasi sebagai upaya pencegahan penularan
covid-19. Ke depannya, subsektor ekonomi kreatif dapat dikembangkan
secara efektif sebagai pembangkit ekonomi tambahan di Jembrana.
Pada tahun 2022-2024 terlihat peningkatan laju pertumbuhan secara
positif yang meningkat dari 2,98% menjadi 4,98% secara progresif.
Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Jembrana menunjukkan tren
positif dari tahun 2019 hingga 2024. Peningkatan nilai PDRB, laju
pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita mencerminkan
pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor-
sektor utama yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Jembrana
meliputi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi penopang
utama ekonomi daerah; sektor Industri Pengolahan yang mengalami
pertumbuhan seiring dengan peningkatan aktivitas produksi; sektor
Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat seiring dengan
pemulihan daya beli masyarakat; serta sektor Akomodasi dan Makan
Minum mulai pulih dengan meningkatnya aktifitas masyarakat dan

kunjungan wisatawan.

Tabel. III.2 Capaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana

CAPAIAN PROYEKSI
NO INDIKATOR
2022 2023 2024 RKPD 2025 RKPD 2026
5,35
1 | Pertumbuhan Ekonomi 2.98 3.66 4,98 5,52-5,53
(5,20 - 5,50)

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahun 2026

2) Ketenagakerjaan
Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten
Jembrana tercatat sebesar 1,53%, mengalami penurunan signifikan
dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,52%. Penurunan ini
menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Jembrana, sejalan
dengan tren positif di Provinsi Bali, di mana TPT pada Agustus 2024
sebesar 1,79%, turun dari 2,69% pada Agustus 2023. Jumlah angkatan
kerja di Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 mencapai 202.938
orang, meningkat dari 197.832 orang pada tahun 2023. Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jembrana juga menunjukkan

stabilitas, dengan persentase sebesar 80,10% pada tahun 2024, sedikit
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meningkat dari 80,05% pada tahun 2023. Data tahun 2024
menunjukkan bahwa Kabupaten Jembrana mengalami perbaikan
signifikan dalam sektor ketenagakerjaan, dengan penurunan tingkat
pengangguran dan peningkatan jumlah angkatan kerja. Stabilnya TPAK
juga mencerminkan partisipasi aktif penduduk usia kerja dalam pasar

tenaga kerja.

Tabel. III.3 Capaian dan Target Tingkat Pengengguran Terbuka Kab. Jembrana

CAPAIAN PROYEKSI
NO INDIKATOR
2022 2023 2024 RKPD 2025 RKPD 2026
Tingkat Pengangguran 1.50
1 .94 2.52 1. 142-14
Terbuka (TPT) 39 > >3 (1.45 - 1.55) ' -

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahun 2026

3) Kemiskinan
Persentase penduduk miskin Kabupaten Jembrana cenderung
fluktuatif sejak tahun 2014. Pada tahun 2020, persentase penduduk
miskin Kabupaten Jembrana mencapai titik terendahnya, yaitu 3,97%.
Angka tersebut mengalami kenaikan karena pandemi Covid-19.
Berbeda dengan sebelum masa pandemi. Pada tahun 2024, kondisi
kemiskinan di Kabupaten Jembrana menunjukkan perbaikan yang
signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jembrana pada
tahun 2024 tercatat sebanyak 12,90 ribu jiwa, menurun dari 14,12 ribu
jiwa pada tahun 2023. Persentase penduduk miskin juga mengalami
penurunan dari 4,96% menjadi 4,51%. Garis kemiskinan di Jembrana
pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp496.435 per kapita per bulan,
meningkat dari Rp458.214 pada tahun 2023. Kenaikan ini
mencerminkan peningkatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi
oleh masyarakat untuk hidup layak. Indeks Kedalaman Kemiskinan
(Poverty Gap Index) di Jembrana pada tahun 2024 adalah 0,36, lebih
rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Bali yang sebesar 0,50. Indeks
Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) juga menunjukkan
angka yang lebih baik, yaitu 0,05 untuk Jembrana, dibandingkan
dengan 0,09 untuk Provinsi Bali. Angka-angka ini menunjukkan bahwa

tidak hanya jumlah penduduk miskin yang menurun, tetapi juga
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tingkat keparahan kemiskinan di Jembrana lebih rendah dibandingkan
rata-rata provinsi. Tren menurunnya indeks keparahan kemiskinannya
memberikan gambaran pada kesenjangan antarpenduduk miskin
relatif menurun. Secara keseluruhan, tahun 2024 menunjukkan tren
positif dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Jembrana.
Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, serta indeks
kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih rendah
dibandingkan rata-rata provinsi, mencerminkan efektivitas program-
program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan.
Namun, kenaikan garis kemiskinan juga menandakan perlunya

perhatian terhadap peningkatan biaya hidup dan kebutuhan dasar

masyarakat.
Tabel. III.4 Capaian dan Target Tingkat Kemiskinan Kab. Jembrana
CAPAIAN PROYEKSI
NO INDIKATOR
2022 2023 2024 RKPD 2025 RKPD 2026
4,3

1 Persentase Kemiskinan 5.30 4,98 4,51 4,34 - 4,38

(4,10 — 4,50)

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahun 2026

Ketimpangan Pendapatan

Indeks gini Kabupaten Jembrana tergolong sedang (0,3-0,5) dan
menunjukkan tren penurunan meskipun terdapat fluktuasi yang
signifikan dari tahun 2014. Meskipun demikian, indeks gini Kabupaten
Jembrana selalu berada di bawah indeks gini Provinsi Bali seperti pada
Gambar III-5. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di
Kabupaten Jembrana relatif lebih rendah dibanding Provinsi Bali.
Meskipun bersifat fluktuatif, indeks gini Kabupaten Jembrana
menunjukkan nilai terendahnya pada tahun 2024 dengan nilai 0,288.
Pada tahun 2024, Kabupaten Jembrana menunjukkan tingkat
ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dibandingkan dengan
kabupaten lain di Provinsi Bali. Hal ini tercermin dari nilai Gini Ratio
sebesar 0,2884, yang menempatkan Jembrana dalam kategori
ketimpangan rendah. Sebagai perbandingan, beberapa kabupaten lain

di Bali memiliki Gini Ratio yang lebih tinggi, seperti Tabanan (0,3007)
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dan Gianyar (0,2860). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
Gini Rasio Kabupaten Jembrana mengalami penurunan dari 0,3260
pada tahun 2023 menjadi 0,2884 pada tahun 2024. Penurunan ini
mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan dan
pengeluaran masyarakat di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, data
ini mencerminkan bahwa Kabupaten Jembrana berhasil menjaga dan

bahkan meningkatkan pemerataan ekonomi di tahun 2024.

Tabel. III.5 Capaian dan Target Tingkat Ketimpangan Pendapatan Kab. Jembrana

CAPAIAN PROYEKSI
NO INDIKATOR
2022 2023 2024 RKPD 2025 RKPD 2026
0.280
1 | Gini Ratio 0.33 0.326 0.288 0,29
(0.275-0.285)

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahun 2026

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Jembrana cenderung
mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini didorong oleh perbaikan
pada sektor sosial. Meskipun demikian, indeks pembangunan manusia
Kabupaten Jembrana masih di bawah Provinsi Bali. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jembrana menunjukkan tren
positif pada tahun 2024, mencapai angka 75,32. Angka ini
mencerminkan peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana IPM
tercatat sebesar 74,60 pada tahun 2023. Peningkatan IPM Kabupaten
Jembrana sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam
mengoptimalkan sektor-sektor strategis dan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Dengan capaian IPM sebesar 75,32 pada tahun
2024, Kabupaten Jembrana menunjukkan komitmen yang kuat dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui pembangunan

yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel. III.6 Capaian dan Target Indeks Pembangunan Manusia Kab. Jembrana

CAPAIAN PROYEKSI
NO INDIKATOR
2022 2023 2024 RKPD 2025 RKPD 2026
75.35
1 Indeks _Pembangunan 72.01 24.04 7532 79.76
Manusia (IPM) (75.20 — 75.50)

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahun 2026
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BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

IV.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Negara Tahun 2026
Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk optimalisasi pendapatan
dengan menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan dan adaptif
terhadap perkembangan global. Selain itu, Pemerintah juga akan terus
menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan serta PNBP. Lebih
lanjut, untuk mendorong peningkatan rasio pendapatan negara lebih
tinggi, serta menjaga APBN tetap sehat, efisien, dan efektif, Pemerintah
akan melakukan kebijakan mobilisasi pendapatan melalui: 1) Penguatan
efektivitas reformasi perpajakan yang berkesinambungan; 2) Penguatan
peran coretax dan Customs Excise Information System and Automation
(CEISA) dalam sistem perpajakan dan pelayanan; 3) Penyelarasan sistem
perpajakan yang compatible dengan perkembangan dunia digital dan
dinamika sistem perpajakan global; 4) Reformasi pengelolaan SDA dan
BMN; dan 5) Peningkatan efektivitas pemberian insentif fiskal yang
dilakukan secara terukur untuk mengakselerasi investasi hilirisasi
industri.
1) Penerimaan Perpajakan
Kebijakan umum perpajakan 2026 diarahkan untuk mendukung
statecraft Indonesia dalam menghadapi goncangan global yang tengah
terjadi. Kebijakan umum perpajakan tahun 2026 diharapkan dapat
memitigasi dampak risiko dan tantangan yang ada, seperti , (i)
perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
untuk mendukung fiscal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan
perlindungan masyarakat; (ii) peningkatan kepatuhan melalui
pengawasan berbasis teknologi informasi, memperkuat sinergi dan joint
program, serta penegakan hukum untuk mendukung perbaikan sistem
administrasi dan organisasi perpajakan; (iii) penguatan keberlanjutan
reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan

internasional untuk mendorong peningkatan penerimaan dan rasio
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perpajakan; serta (iv) pengelolaan pemberian insentif perpajakan yang

semakin terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi, serta

hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah tinggi. Berbagai

kebijakan tersebut juga harus diwujudkan melalui kebijakan teknis

pajak serta kepabeanan dan cukai sebagai implementasi dari kebijakan

umum perpajakan 2026. Kebijakan teknis pajak tahun 2026 adalah

sebagai berikut:

a)

b)

d)

Optimalisasi perluasan basis pemajakan melalui kegiatan
intensifikasi dan ekstensifikasi yang berbasis data dan risiko, yang
didukung optimalisasi penggunaan coretax dalam pengelolaan data
dan pengambilan kebijakan perpajakan, serta penggunaan
Compliance Risk Management-Integrated Risk Engine (CRM-IRE)
dalam penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan
Penerimaan Pajak (DSP4);

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui optimalisasi kegiatan
joint program Kementerian Keuangan serta penyusunan
Compliance Improvement Plan yang efektif melalui optimalisasi
kegiatan joint audit, joint analysis, joint investigation, joint
collection, dan joint intelligence dalam rangka sinergitas
Kementerian Keuangan, serta penyusunan Compliance
Improvement Plan berbasis strategi pengamanan penerimaan
sesuai rekomendasi Tax Administration Diagnostic Assessment Tool
(TADAT);

Optimalisasi insentif perpajakan yang mendukung iklim investasi,
peningkatan daya beli masyarakat, dan pembangunan ekonomi
hijau dengan melakukan pemberian insentif perpajakan yang lebih
tepat sasaran;

Penyusunan regulasi perpajakan yang berkeadilan dan
berkepastian hukum dalam mendukung perbaikan administrasi
perpajakan berupa optimalisasi penyusunan regulasi pelaksanaan
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta
optimalisasi kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan melalui

regulasi yang memberikan deterrent effects.
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2)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kebijakan PNBP 2026 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, serta menyediakan

layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Untuk itu kebijakan PNBP 2026 diarahkan sebagai berikut:

a) Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti
penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan
peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan;

b) Peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata
kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk
meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi
PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan;

c) Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan
pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

Hibah

Hibah merupakan salah satu instrumen pendapatan dalam APBN.

Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri dari Hibah yang

Direncanakan dan Hibah Langsung. Hibah yang Direncanakan adalah

hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan pada

Kementerian PPN/Bappenas. Hibah Langsung adalah hibah tidak

melalui mekanisme perencanaan yang diterima dari pemberi Hibah

dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah. Realisasi
penerimaan Hibah selama periode 2023-2024 lebih besar dari target

APBN. Realisasi penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2024 yaitu

sebesar Rp34,2 triliun. Kenaikan realisasi Penerimaan Hibah terutama

dipengaruhi meningkatnya penerimaan pendapatan hibah dari
pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

(Pilkada) secara serentak pada tahun 2024. Di tahun 2025, penerimaan

Hibah ditargetkan sebesar RpO0,6 triliun. Realisasi Hibah hingga

triwulan I 2025 telah mencapai Rpl111,7 miliar. Pokok kebijakan

penerimaan Hibah yang lebih baik diarahkan selaras dengan Kerangka

Kebijakan Hibah Tahun 2025 - 2029, yaitu (i) penerimaan Hibah harus
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memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-
hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang
dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; (ii) mengutamakan
penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping
(RMP); (iii) penerimaan Hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja
pemeliharaan dari APBN; (iv) penerimaan Hibah dalam bentuk barang
diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan
tambahan biaya dari APBN untuk upgrading atau retrofit; dan (v)
penerimaan Hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi
prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan

nasional.

IV.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Sementara itu, Kebijakan pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun
2026 ditentukan dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 serta rencana pada RPJMD, pada RKPD dan
realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi saat ini. Pendapatan
daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan
daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum
daerah yang menambah ekuitas dana lancar, sebagai hak pemerintah
daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh
daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana terdiri atas Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah
yang sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam
APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang
dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam
rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan
bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan

daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan
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perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum
penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2026, diarahkan
kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah,
retribusi daerah, dan pendapatan transfer. Prinsip dalam pengelolaan
keuangan adalah pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran
pendapatan yang optimis tercapai.

Tren Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 s/d 2025
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400.000.000.000,00

200.000.000.000,00 im e l . = I i i
e b1
ST TR T S SN R SR R VR SO VN
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e Pendapatan Transfer Pusat Pendapatan Transfer Antar Daerah

Gambar IV.1 Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010-2025

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan gambar IV.1 yang menggambarkan tren pendapatan daerah
kabupaten Jembrana dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan anggaran PAD dari tahun ke
tahun meskipun tidak secara signifikan, sementara pendapatan transfer
sejak tahun 2020 menunjukkan grafik penurunan. Sementara komposisi
Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana dari tahun 2020 sampai dengan
tahun 2025 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten
Jembrana didominasi oleh Pendapatan Transfer, meskipun anggaran dan
realisasi Pendapatan Asli Daerah terus menunjukkan peningkatan tiap
tahunnya. Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Jembrana masih
sangat bergantung dengan pendapatan transfer khususnya pendapatan

transfer Pemerintah Pusat. Gambar IV.2 juga menunjukkan fenomena
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penurunan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada setiap
tahun anggaran, dari tahun anggaran 2022 sampai tahun anggaran 2023
realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat menurun sebesar Rp
59.145.723.949,00 atau sebesar 8%. Terlebih lagi sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi
Umum yang Ditentukan Pengunaannya, yang mengamanatkan belanja
mengikat untuk Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu untuk: Penggajian
formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang
Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum, dengan demikian DAU yang pada
tahun anggaran 2022 dan sebelumnya dapat bebas digunakan untuk
mendanai program dan kegiatan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri
Keuangan tersebut menjadi bersifat mengikat/ ditentukan
penggunaannya. Selebihnya DAU yang tidak ditentukan penggunaannya
adalah untuk memenuhi belanja Pegawai. Sebagian besar pendapatan
daerah Kabupaten Jembrana bersumber dari pendapatan transfer.
Bahkan, proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah
Kabupaten Jembrana selalu lebih dari 80%. Artinya, Kabupaten Jembrana
belum mampu mandiri secara finansial. Oleh karena itu, perlu dilakukan
upaya peningkatan pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah,

pada masa mendatang.

IV.3 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah

1) Pendapatan Asli Daerah

Tabel IV.1 Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 dan 2026

Bertambah /

Kode Uraian Pagu Perubahan 2025 Pagu 2026 (Berkurang)

1 2 3 4 5

PENDAPATAN DAERAH

1.185.589.360.533,00

1.165.784.337.876,42

(19.805.022.656,58)

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

247.259.175.713,00

243.114.297.566,00

(4.144.878.147,00)

106




Bertambah /

Kode Uraian Pagu Perubahan 2025 Pagu 2026 i
1 2 3 4 5

4.1.01 Pajak Daerah 103.981.933.191,00 105.608.849.809,00 1.626.916.618,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 595.219.187,00 473.034.350,00 (122.184.837,00)
4.1.01.12 Pajak Air Tanah 535.472.810,00 562.246.450,00 26.773.640,00
41.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 6.104.000.000,00 6.409.200.000,00 305.200.000,00
4.1.01.16 EBZ%BFI’:;LIehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 15.187.308.074,00 15.750.000.000,00 562.691.926,00
41.01.19 f’i?alfga)rang dan Jasa Tertentu (PBJT) 25.116.638.205,00 25.971.074.094,00 854.435.889,00
4.1.01.19.01 | PBJT - Makanan dan/atau Minuman 5.324.067.951,00 5.590.271.350,00 266.203.399,00
4.1.01.19.02 | PBJT - Tenaga Listrik 13.850.354.625,00 14.542.872.357,00 692.517.732,00
4.1.01.19.03 | PBJT - Jasa Perhotelan 5.382.215.629,00 5.651.326.410,00 269.110.781,00
4.1.01.19.04 | PBJT - Jasa Parkir 160.000.000,00 81.901.050,00 (78.098.950,00)
4.1.01.19.05 | PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan 400.000.000,00 104.702.927,00 (295.297.073,00)
4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 30.434.655.317,00 30.434.655.317,00 -
4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 26.008.639.598,00 26.008.639.598,00 -

(BBNKB)
4.1.02 Retribusi Daerah 11.504.536.864,00 12.047.833.207,00 543.296.343,00
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 4.470.870.916,00 4.694.414.462,00 223.543.546,00
4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 66.501.000,00 69.826.050,00 3.325.050,00
4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 3.300.000.000,00 3.465.000.000,00 165.000.000,00
4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar 1.088.219.916,00 1.142.630.912,00 54.410.996,00
4.1.02.01.09 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - -
4.1.02.01.14 | Retribusi Pelayanan Kebersihan 16.150.000,00 16.150.000,00 -
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 6.265.872.000,00 6.547.235.100,00 281.363.100,00
4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 31.300.000,00 32.865.000,00 1.565.000,00
4.1.02.02.03 | Retribusi Tempat Pelelangan 2.366.240.000,00 2.484.552.000,00 118.312.000,00
4.1.02.02.04 | Retribusi Terminal 3.639.332.000,00 3.821.298.600,00 181.966.600,00
4.1.02.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan 45.000.000,00 47.250.000,00 2.250.000,00
4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 40.000.000,00 42.000.000,00 2.000.000,00
4.1.02.02.11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 104.000.000,00 109.200.000,00 5.200.000,00
4.1.02.02.17 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan 40.000.000,00 10.069.500,00 (29.930.500,00)
4.1.02.03 gg:ﬁgj Perizinan Tertentu 767.793.948,00 806.183.645,00 38.389.697,00
4.1.02.03.04 | Retribusi Izin Usaha Perikanan 8.000.000,00 8.400.000,00 400.000,00
4.1.02.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 759.793.948,00 797.783.645,00 | 37.989.697,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 11.576.053.599,00 11.576.053.599,00 -

Dipisahkan
4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah 11.576.053.599,00 11.576.053.599,00 -

Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 120.196.652.059,00 113.881.560.951,00 | (6.315.091.108,00)
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 68.262.000,00 71.675.100,00 3.413.100,00
4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 696.484.800,00 763.637.135,00 67.152.335,00
4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 116.088.000,00 121.892.400,00 5.804.400,00
4.1.04.05 Jasa Giro 2.907.682.998,00 2.858.430.166,00 (49.252.832,00)
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan 2.292.372,00 (2.292.372,00)

Pekerjaan
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Kode

Bertambah /

Uraian Pagu Perubahan 2025 Pagu 2026 i

1

2 3 4 5

4.1.04.12

Pendapatan Denda Pajak Daerah 339.492.116,00 - (339.492.116,00)

4.1.04.15

Pendapatan dari Pengembalian 7.442.056.228,00 - (7.442.056.228,00)

4.1.04.16

Pendapatan BLUD 108.624.293.545,00 110.065.926.150,00 1.441.632.605,00

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahun 2026

Tabel IV.1 menggambarkan target PAD tahun 2025 dan tahun 2026,
penerimaan PAD berdasarkan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun
2026 dirancang realistis dan diproyeksikan mengalami penurunan
sebesar Rp. 4.144.878.147,00 dari Perubahan APBD Kabupaten
Jembrana Tahun Anggaran 2025 (turun sebesar 1,68%).
Berdasarkan tabel IV.1 komponen pajak daerah dan retribusi daerah
diproyeksikan meningkat sebesar 5% mempertimbangkan proyeksi
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52-5,53% pada tahun 2026.
Sementara itu pada Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan
sebesar Rp.6.315.091.108,00 dikarenakan pada tahun anggaran
2026 sudah tidak ada lagi pendapatan dari pengembalian hibah KPU
dan Bawaslu. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dirancang dengan
mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a) Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2026 diproyeksikan
meningkat pada range 5,52 — 5,53%.

b) Penyesuaian regulasi pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana amanat UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, diharapkan daerah akan mampu
menangkap lebih banyak potensi-potensi di kabupaten

Jembrana yang belum menjadi objek pajak/retribusi daerah;
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c)
d)

Perbaikan dan penguatan basis data perpajakan daerah;
Kolaborasi optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
melalui pembentukan Tim Kerja dengan melibatkan semua

unsur yang terkait.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD

memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
dalam hal ini yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antaran Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi
daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti
pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi, tingkat inflasi, realisasi penerimaan pajak daerah
dan retribusi daerah tahun sebelumnya serta memperhatikan
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2026 yang
berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan

retribusi daerah.

b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan

penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan

dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan Tahun Anggaran 2026 memperhatikan nilai

kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat

ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu

tertentu, meliputi:
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- Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha
Milik Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah
Daerah;

- Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan;

- Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari
investasi yang bersangkutan; dan/atau

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
investasi pemerintah daerah, sebagaimana maksud Pasal 2
dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

c) Penganggaran Lain - lain PAD Yang Sah:

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan

daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci
berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, meliputi:

- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

- hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

- hasil kerja sama daerah;

- jasa giro;

- hasil pengelolaan dana bergulir;

- pendapatan bunga;

- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan

Daerah;
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- penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai
akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,
dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
penerimaa atau penerimaan lain sebagai akibat
penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Daerah;

- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

- pendapatan denda pajak daerah;

- Pendapatan denda retribusi daerah;

- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- pendapatan dari pengembalian;

- pendapatan dari BLUD; dan

- pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer

Sesuai dengan amanat Pedoman Penyusunan APBD tahun 2026
sebelum ditetapkannya pagu definitif pendapatan transfer oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, maka proyeksi
pendapatan transfer mengacu pada anggaran pendapatan transfer
tahun 2024. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari
Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek,
rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan
daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan
hal - hal sebagai berikut:

a) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, kebijakan
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penganggaran Dana Perimbangan tahun anggaran 2026

mengacu pada pagu tahun anggaran 2024 sebesar Rp.
752.551.533.420,00 dengan rincian sebagai berikut:
Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai dengan pagu
anggaran DBH tahun 2025 sebesar Rp. 21.912.866.040,00

yang terdiri dari:

Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-
Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB
Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan
(DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
(WPOPDN) dan PPh Pasal 21, alokasi anggaran adalah
sebesar Rp. 19.058.909.100,00 dan penggunaan Dana
Bagi Hasil Pajak adalah bersifat tidak mengikat
terhadap belanja tertentu.

Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-
CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi anggaran
tahun 2024 sebelum ditetapkannya pagu definitif
untuk tahun  anggaran 2026 sebesar Rp.
274.660.500,00. Penggunaan DBH-CHT adalah bersifat
terikat terhadap belanja sesuai dengan ketentuan PMK
Nomor 206 /PMK.07/2020

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
DBH-SDA yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-
Pertambangan  Mineral dan  Batubara, DBH-
Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas
Bumi, DBH- Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-
perikanan, Alokasi anggaran DBH-SDA Perikanan
adalah sebesar Rp. 1.152.414.360,00 dan penggunaan
DBH-SDA adalah bersifat tidak mengikat
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- Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan
pagu anggaran DAU tahun 2024 sebesar Rp.
602.105.694.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
» DAU yang ditentukan Penggunaannya (Terikat) sesuai
dengan PMK 112 Tahun 2024 sebesar Rp.

60.620.917.440,00
Tabel IV.2 DAU yang ditentukan Penggunaannya (Specific Grant)

DAU yang ditentukan Penggunaannya (Specific

Grant) Jumlah
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2.040.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas 14.454.561.780,00

Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja

DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 32.304.454.680,00
Pendidikan
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 11.821.900.980,00
Kesehatan

DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang
Pekerjaan Umum

TOTAL 60.620.917.440,00

* DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Bebas)
sebesar Rp. 541.484.776.560,00

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sesuai
dengan pagu anggaran DAK Fisik tahun 2024 sebesar Rp.
1.435.960.080,00, penggunaan DAK Fisik bersifat terikat
terhadap belanja tertentu

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sesuai
dengan pagu anggaran DAK Non Fisik tahun 2024 sebesar
Rp. 127.097.013.300,00, penggunaan DAK Non Fisik
bersifat terikat terhadap belanja tertentu

b) Insentif Fiskal (IF)

Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari APBN

yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu

berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dalam

mendukung kebijakan strategis dan fiskal nasional,

sebelumnya Insentif Fiskal (IF), IF dianggarkan sesuai dengan
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d)

pagu anggaran IF tahun 2024 sebesar Rp. 14.952.017.820,00,
penggunaan IF bersifat terikat terhadap belanja tertentu
sesuai ketentuan PMK Nomor 67 dan PMK Nomor 97 Tahun
2023.

Dana Desa (DD)

Dana Desa (DD) merupakan bagian dari TKD yang
diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan
kemasyarakatan, Dana Desa dianggarkan sesuai dengan pagu
anggaran Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp.
45.653.989.260,00. Penggunaan DD mempedomani ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk mendukung
optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk
desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke
dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa
menuju desa Universal Health Coverage (UHC)

Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Bali

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan
Kabupaten Jembrana yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak
Daerah yang diterima dari pemerintah Provinsi Bali didasarkan
pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari
pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.
49.155.214.200,42 berkurang sebesar Rp. 33.878.447.576,00
atau sebesar 40,8% yang diakibatkan oleh penyesuaian PP
Nomor 35 tahun 2023 dimana kabupaten mendapatkan Opsen
PKB dan Opsen BBNKB, sehingga Bagi Hasil PKB dan Bagi
Hasil BBNKB menjadi Nihil, penggunaan Pendapatan Bagi
Hasil Provinsi Bali sebagian bersifat terikat (Pendapatan Bagi

Hasil Pajak Rokok) dan sisanya bersifat tidak terikat
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e) Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Bali

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang

diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama

daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,

dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi

atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur

dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan

keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat

khusus dan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten

Jembrana adalah Bantuan Keuangan yang bersifat khusus

dengan alokasi anggaran sesuai dengan proposal kegiatan yang

bersifat rutin yang diajukan sebesar Rp. 10.021.864.550,00

Secara lebih terinci target Pendapatan Transfer tahun anggaran

2026 adalah seperti tabel berikut:

Tabel IV.3 Target Pendapatan Transfer tahun anggaran 2025 dan 2026

. Pagu Perubahan Bertambah /
Kode Uraian 2025 Pagu 2026 (Berkurang)
1 2 3 4 5

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 938.330.184.820,00 922.670.040.310,42 | (15.660.144.509,58)
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 795.628.658.493,00 813.157.540.500,00 17.528.882.007,00
4.2.01.01 Dana Perimbangan 736.211.004.493,00 752.551.533.420,00 16.340.528.927,00
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 21.483.202.000,00 21.912.866.040,00 429.664.040,00
4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan 1.398.904.000,00 1.426.882.080,00 27.978.080,00
4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 18.685.205.000,00 19.058.909.100,00 373.704.100,00
4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 269.275.000,00 274.660.500,00 5.385.500,00
4.2.01.01.01.0012 | DBH Kehutanan 1.090.000,00 1.111.800,00 21.800,00
4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.128.728.000,00 1.151.302.560,00 22.574.560,00

4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 590.299.700.000,00 602.105.694.000,00 11.805.994.000,00
(DAU)

4.2.01.01.02.0001 | DAU 530.867.428.000,00 541.484.776.560,00 10.617.348.560,00

4.2,01.01.02.0002 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan 2.000.000.000,00 2.040.000.000,00 40.000.000,00
Kelurahan

4.2.01.01.02.0004 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas 14.171.139.000,00 14.454.561.780,00 283.422.780,00
Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja

4.2.01.01.02.0005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 31.671.034.000,00 32.304.454.680,00 633.420.680,00

Pendidikan

4.2.01.01.02.0006

DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang
Kesehatan

11.590.099.000,00

11.821.900.980,00

231.801.980,00

4.2.01.01.02.0007

DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang
Pekerjaan Umum
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. Pagu Perubahan Bertambah /
Kode Uraian 2025 Pagu 2026 (Berkurang)
1 2 3 4 5
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus 1.407.804.000,00 1.435.960.080,00 28.156.080,00
(DAK) Fisik
4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD 249.978.000,00 254.977.560,00 4.999.560,00
4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD 623.783.000,00 636.258.660,00 12.475.660,00
4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP -
4.2.01.01.03.0004 | DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB -
4.2.01.01.03.0013 | DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - 534.043.000,00 544.723.860,00 10.680.860,00
Penguatan Sistem Kesehatan
4.2.01.01.03.0014 | DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - -
Keluarga Berencana
4.2.01.01.03.0043 | DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan -
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus 123.020.298.493,00 127.097.013.300,00 4.076.714.807,00
(DAK) Non Fisik
4.2.01.09.02.0026 | DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOS Reguler 40.583.847.062,00 41.560.930.200,00 977.083.138,00
4.2.01.09.02.0027 | DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOS Kinerja 1.221.500.000,00 1.245.930.000,00 24.430.000,00
4.2.01.09.02.0036 | DAK Non Fisik - Tunjangan Guru ASN Daerah - 63.914.188.000,00 65.192.471.760,00 1.278.283.760,00
Tunjangan Profesi Guru
4.2.01.09.02.0037 | DAK Non Fisik - Tunjangan Guru ASN Daerah - 873.250.000,00 890.715.000,00 17.465.000,00
Tambahan Penghasilan Guru
4.2.01.09.02.0028 | DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD 3.411.640.000,00 3.479.872.800,00 68.232.800,00
Reguler
4.2.01.09.02.0030 | DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan 477.540.000,00 487.090.800,00 9.550.800,00
Reguler
4.2.01.09.02.0031 | DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan 45.000.000,00 45.900.000,00 900.000,00
Kinerja
4.2.01.09.02.0033 | DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK 2.886.246.462,00 3.808.736.100,00 922.489.638,00
Kabupaten/Kota
4.2.01.09.02.0034 | DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK 128.630.000,00 131.202.600,00 2.572.600,00
Pengawasan Obat dan Makanan
4.2.01.09.02.0035 | DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Puskesmas 5.551.442.118,00 6.516.516.840,00 965.074.722,00
4.2.01.09.02.0021 | DAK Non Fisik - BOKB - KB 3.049.493.422,00 3.328.974.000,00 279.480.578,00
4.2.01.09.02.0022 | DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan 201.618.429,00 408.673.200,00 207.054.771,00

Perempuan dan Anak

4.2.01.09.02.0024

DAK Non Fisik - Dana Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Sentra IKM

4.2.01.09.02.0025

DAK Non Fisik - PK2UMK

4.2.01.09.02.0009 | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman 482.103.000,00 491.745.060,00 9.642.060,00
Budaya-Museum

4.2.01.09.02.0044 | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh 193.800.000,00 197.676.000,00 3.876.000,00
Pertanian

4.2.01.05 Dana Desa 44.758.813.000,00 45.653.989.260,00 895.176.260,00

4.2.01.05.01 Dana Desa 44.758.813.000,00 45.653.989.260,00 895.176.260,00

4.2.01.06 Insentif Fiskal 14.658.841.000,00 14.952.017.820,00 293.176.820,00

4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 14.658.841.000,00 14.952.017.820,00 293.176.820,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 142.701.526.327,00 108.823.078.750,42 (33.878.447.576,58)

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 83.033.661.777,00 49.155.214.200,42 (33.878.447.576,58)

4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 83.033.661.777,00 49.155.214.200,42 (33.878.447.576,58)

4.2.02.01.01.0001

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Bermotor

10.841.959.406,00

(10.841.959.406,00)
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Pagu Perubahan

Bertambah /

Kode Uraian 2025 Pagu 2026 (Berkurang)
1 2 3 4 5
4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama 9.504.862.467,00 (9.504.862.467,00)
Kendaraan Bermotor
4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar 41.138.185.281,00 27.217.502.191,56 (13.920.683.089,44)

Kendaraan Bermotor

4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 99.706.775,00 59.785.203,90 (39.921.571,10)
4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 21.448.947.848,00 21.877.926.804,96 428.978.956,96
4.2.02.02 Bantuan Keuangan 59.667.864.550,00 59.667.864.550,00
4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah 10.021.864.550,00 10.021.864.550,00
Provinsi
4.2.02.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah 10.021.864.550,00 10.021.864.550,00
Daerah Provinsi
4.2.02.02.04 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah 49.646.000.000,00 49.646.000.000,00
Kabupaten / Kota
4.2.02.02.04.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah 49.646.000.000,00 49.646.000.000,00

Daerah Kabupaten / Kota

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahun 2026

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Berdasarkan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun

2026, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan NIHIL

sama dengan tahun 2023.
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BAB. V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

V.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja
Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah
merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Visi
Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (UU HKPD) merupakan dasar hukum dalam penguatan
harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah
melalui sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha,
dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Bab Harmonisasi Kebijakan
Fiskal Pusat dan Daerah ditujukan untuk dijadikan pedoman bagi
pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat
dan daerah. Kebijakan fiskal daerah dituangkan pada Kebijakan Umum
APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam
proses penyusunan APBD. Melalui harmonisasi dan sinergi kebijakan
pusat dan daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja di
daerah sehingga memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan
ekonomi daerah yang terefleksi pada peningkatan kualitas layanan
publik, pengurangan kesenjangan antara pusat dan daerah serta antar
daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan
kesejahteraan serta meningkatnya kemandirian daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi kebijakan
fiskal daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk: (i) memperkuat
ketahanan pangan; (ii) mendorong ketahanan energi; (iii) meningkatkan
kualitas layanan pendidikan; (iv) meningkatkan kualitas layanan
kesehatan; (v) mendukung efektivitas MBG; (vi) pembangunan desa,
koperasi, dan UMKM; dan (vii) akselerasi investasi. Dalam rangka
pelaksanaan strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD
harus terus ditingkatkan melalui kebijakan TKD berbasis kinerja yang
sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan

berusaha (mobilisasi pendapatan), peningkatan kualitas belanja
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(belanja efisien dan produktif), dan pembiayaan daerah yang semakin

kreatif, inovatif dan prudent.

V.1.1 Peluang dan Tantangan Wilayah
Perekonomian daerah memiliki perkembangan yang positif dengan
pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, tingkat kemiskinan
yang menurun, serta ketimpangan pendapatan yang lebih merata.
Sementara itu, perkembangan yang positif tersebut perlu dijaga
kualitasnya sehingga pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Tingkat
kemiskinan yang relatif tinggi terutama di wilayah penghasil SDA
seperti Maluku, Papua, dan Sulawesi masih menjadi tantangan.
Pengangguran juga masih menjadi fenomena yang tak terelakkan
disebabkan industri yang semakin capital intensive serta memerlukan
skill yang sesuai dengan level pendidikan tertentu. Oleh karena itu,
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, serta
peningkatan kualitas pelayanan publik di semua daerah masih menjadi
fokus pembangunan guna meminimalkan ketimpangan.
V.1.2 Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan Tahun 2026
Untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah,
maka strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 perlu diterjemahkan
secara kewilayahan. Arah kebijakan ekonomi untuk mendorong
akselerasi investasi terutama melalui penguatan daya saing daerah
untuk menurunkan ICOR. Sementara dari sisi fiskal, pencapaian fokus
tersebut akan dilakukan melalui bauran kebijakan TKD berbasis
kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PDRD yang mendukung
kemudahan berusaha, peningkatan kualitas belanja yang semakin
produktif, dan pembiayaan kreatif daerah yang prudent serta sinergi
pendanaan.
1) Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu cara dalam mendukung

ketahanan ekonomi suatu bangsa. Hal ini terjadi karena dengan

menciptakan ketahanan pangan maka akan meningkatkan

pemulihan dan stabilitas ekonomi Indonesia ketika dampak dari
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perekonomian global yang tidak menentu, melemah, dan protektif.

Lebih lanjut, hal ini diwujudkan dengan terciptanya pemerataan

ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kelas menengah.

a) Peningkatan Produktivitas Produk Pertanian dan Perikanan
Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah,
strategi fiskal daerah tahun 2026 akan difokuskan pada
peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan. Untuk
meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan,
dibutuhkan  strategi kebijakan yang tepat dengan
memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah yang berbeda.
Pemetaan daerah dapat dilakukan melalui analisis kuadran
dengan  memperhatikan  besaran  belanja  ketahanan
pangan/belanja perikanan dan produktivitas dari produk
pertanian tertentu/hasil perikanan. Strategi kebijakan setiap
kuadran untuk produk pertanian sebagai berikut: 1) Kuadran I
(Belanja pangan tinggi, produktivitas pertanian tinggi) Strategi:
(i) Meningkatkan produktivitas pangan melalui skema
intensifikasi dan ekstensifikasi; (i) meningkatkan penggunaan
teknologi untuk meningkatkan produktivitas; (iii) hilirisasi. 2)
Kuadran II (Belanja pangan rendah, produktivitas pertanian
tinggi) Strategi: Penguatan fiskal antara lain melalui skema
sinergi pendanaan yang mendukung kerja sama antardaerah
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan khususnya
dengan daerah yang memiliki produktivitas rendah. 3) Kuadran
III (Belanja pangan rendah, produktivitas pertanian rendah)
Strategi: (i) Penguatan fiskal; (ii) skema sinergi pendanaan
antara TKD, Belanja K/L dan APBD. 4) Kuadran IV (Belanja
pangan tinggi, produktivitas pertanian rendah) Strategi:
Evaluasi belanja agar lebih berdampak dalam peningkatan
produktivitas. Strategi kebijakan setiap kuadran untuk produk
perikanan sebagai berikut: 1) Kuadran I (Belanja perikanan
tinggi, produktivitas perikanan tinggi) Strategi: Hilirisasi produk

perikanan untuk meningkatkan harga jual serta memastikan
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peningkatan kesejahteraan nelayan, terutama untuk daerah
dengan NTN-nya di bawah rata-rata nasional. 2) Kuadran II
(Belanja perikanan rendah, produktivitas perikanan tinggi)
Strategi: Investasi terhadap infrastruktur pendukung
perikanan, seperti alat tangkap, tempat penyimpanan ikan, dan
sarana pasca panen, yang dapat dilakukan melalui skema
sinergi pendanaan. 3) Kuadran IIl (Belanja perikanan rendah,
produktivitas perikanan rendah) Strategi: (i) Sinergi pendanaan
serta kerja sama antardaerah untuk peningkatan infrastruktur;
(ii) pelatihan nelayan lokal dan penyediaan alat tangkap modern
untuk meningkatkan produktivitas. 4) Kuadran IV (Belanja
perikanan tinggi, produktivitas perikanan rendah) Strategi: (i)
Evaluasi atas efisiensi belanja dalam peningkatan produktivitas
perikanan; (i) modernisasi alat tangkap dan budidaya
perikanan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan
produktivitas. Dalam upaya mendukung pencapaian ketahanan
pangan di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan
beberapa hal sebagai berikut: 1) Pengalokasian belanja daerah
yang mendukung ketahanan pangan, seperti pengembangan
irigasi, revitalisasi embung, dan pengadaan alat/mesin
pertanian dan perikanan. 2) Penetapan tarif PBB-P2 lebih
rendah untuk lahan pangan dan ternak dibandingkan tarif
lahan lainnya sesuai amanah UU HKPD, pemberian insentif
perpajakan untuk peningkatan lahan pangan, dan pemenuhan
earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan
untuk pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda sarana
transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah
penghasil pangan dan wilayah distribusinya. 3) Optimalisasi
peran BUMDes dan/atau koperasi desa/kelurahan dalam rantai
pasok pangan untuk membantu petani mendapatkan pasar
yang lebih baik, mengelola distribusi pangan, menambah nilai
hasil panen, dan menjaga stabilitas harga pangan. 4) Untuk

mendukung  ketahanan  pangan  akuatik, diperlukan

121



peningkatan tata kelola kelembagaan dan kemudahan perizinan
untuk memudahkan akses kerja sama dengan pihak swasta
atau non-pemerintahan dengan tetap memperhatikan tata
kelola pungutan retribusi, termasuk untuk tempat pelelangan
ikan. 5) Pendampingan dan penyuluhan kepada petani dan
nelayan terkait teknik pertanian dan penangkapan serta
pemanfaatan teknologi.

Peningkatan Gizi Untuk Penanganan Stunting

Ketahanan pangan yang baik akan memastikan ketersediaan,
keberagaman, dan akses terhadap makanan bergizi secara
merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan ketersediaan
serta keberagaman pangan yang cukup, keluarga memiliki
peluang untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup dan
seimbang. Dalam jangka panjang, ketahanan pangan yang kuat
akan berkontribusi signifikan dalam upaya menurunkan angka
stunting. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional
Tahun 2024 yang menggambarkan capaian ketahanan pangan
dan gizi, daerah-daerah di wilayah Maluku-Papua memiliki skor
indeks yang relatif rendah. Provinsi Papua termasuk dalam
kategori rentan yaitu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan
pangan tetapi masih memiliki potensi untuk ditingkatkan,
dengan angka prevalensi stunting cukup tinggi sebesar 18,2
(Data Tahun 2023, Kemenkes). Dengan ditunjuknya Papua
sebagai salah satu KSPP, diharapkan dapat meningkatkan
ketahanan pangan dan memperbaiki kualitas gizi di wilayah
tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan angka
prevalensi stunting. Untuk mendukung pengurangan angka
prevalensi stunting, pemerintah daerah perlu melakukan
perbaikan kualitas data untuk ketepatan sasaran dan
peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas belanja
dalam penanganan stunting. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan

tersebut antara lain: (i) memahami dengan baik jenis intervensi
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dan objek belanja di program/kegiatan terkait stunting yang
relevan; (ii) memfokuskan belanja stunting pada penguatan
intervensi, utamanya yang mendorong peningkatan gizi ibu
hamil dan anak; dan (iii mengurangi belanja yang sifatnya
dukungan.
2) Program Pendidikan
Pembangunan sektor pendidikan di Indonesia masih menghadapi
tantangan salah satunya adalah kualitas pendidikan yang belum
merata. Hal ini terlihat dari capaian indeks Standar Pelayanan
Minimum (SPM) Pendidikan tahun 2024 yang belum merata dan
masih perlu ditingkatkan di beberapa daerah. Untuk merumuskan
strategi fiskal kewilayahan dalam mendorong pemerataan layanan
pendidikan, analisis kuadran dilakukan berdasarkan karakteristik
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) dan SPM Pendidikan. Dengan
analisis kuadran, dapat diidentifikasi kondisi kualitas layanan
pendidikan di daerah dan kemampuan daerah untuk membiayai
urusan pendidikan. Strategi kebijakan untuk setiap kuadran
sebagai berikut: 1) Kuadran I (RKFD Tinggi, SPM Tinggi)
Pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital,
pedagogi modern, pembelajaran koding dan Al melalui instrumen
DAU Earmarked bidang Pendidikan. 2) Kuadran II (RKFD Tinggi,
SPM Rendah) Peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran dan
tenaga kependidikan, serta penguatan tata kelola. Selain itu, perlu
dilakukan (i) penguatan DAU earmarked dan Dana Otsus untuk
mendukung Papua Cerdas; (ii) evaluasi mandatory spending dan
belanja PDRD; dan (iii) peningkatan akses terhadap skema sinergi
pendanaan dan creative financing untuk peningkatan kualitas
infrastruktur Pendidikan. 3) Kuadran III (RKFD Rendah, SPM
Rendah) Pengalokasian TKD sektor pendidikan antara lain DAK dan
DAU yang lebih tinggi dibandingkan provinsi di kuadran I dan II
untuk percepatan pemenuhan SPM Pendidikan. 4) Kuadran IV
(RKFD Rendah, SPM Tinggi) Pengalokasian TKD sektor pendidikan

diarahkan untuk mempertahankan capaian kinerja yang lebih baik
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dan dorongan untuk mengakses skema sinergi pendanaan serta
creative financing. Pemerintah daerah mendukung percepatan
pencapaian SPM pendidikan dan mewujudkan akses yang
berkualitas. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan (i)
penguatan kualitas belanja Mandatory Spending dan TKD secara
lebih tepat, melalui pemutakhiran budget tagging, budget tracking,
serta pemetaan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja
wajib pendidikan; (ii) pemanfaatan skema sinergi pendanaan dan
dukungan kebijakan creative financing seperti pinjaman daerah dan
KPBU, untuk penyediaan dan revitalisasi infrastruktur layanan
pendidikan khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Khusus Pemerintah Provinsi, perlu melakukan (iii) penguatan link
and match melalui penguatan sinergi TKD dan APBD untuk
mendukung pendidikan vokasi sesuai potensi daerah; (iv)
peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran dan tenaga
kependidikan; serta (v) penguatan tata kelola agar lulusannya dapat
terserap secara optimal dengan industri di wilayah tersebut.
3) Program Kesehatan dan Pengelolaan Sampah
a) Program Kesehatan
Pembangunan sektor kesehatan memiliki beberapa tantangan.
Tantangan tersebut antara lain masih tingginya masalah
kesehatan dasar (malnutrisi, kesehatan Ibu, penyakit menular,
penyakit tidak menular) dan munculnya masalah kesehatan
baru (mental health pada remaja). Hal ini antara lain disebabkan
oleh timpangnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta
faktor kondisi lingkungan. Strategi fiskal kewilayahan
diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan
kesehatan nasional. Strategi tersebut disusun berdasarkan
analisis kuadran dengan menggunakan variabel RKFD dan
Indeks Kesehatan (IK) untuk mengidentifikasi kondisi kualitas
layanan kesehatan dan kemampuan daerah untuk membiayai
urusan kesehatan. Strategi kebijakan untuk setiap kuadran

sebagai berikut: 1) Kuadran I (RKFD Tinggi, IK Tinggi) Strategi:
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Fokus pada belanja kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif, peningkatan kualitas layanan kesehatan seperti
pengembangan budaya hidup sehat, penguatan kapasitas
ketahanan kesehatan, serta penguatan layanan kesehatan dan
tata kelola. 2) Kuadran II (RKFD Tinggi, IK Rendah) Strategi: (i)
fokus pada belanja kesehatan untuk meningkatkan Indeks
Kesehatan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan gizi, dan
penguatan layanan dan kapasitas ketahanan kesehatan; (ii)
memperkuat kebijakan DAU earmarked dan kebijakan
earmarking pajak rokok untuk kesehatan; dan (iii) melakukan
skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk
peningkatan infrastruktur layanan kesehatan. 3) Kuadran III
(RKFD Rendah, IK Rendah) Strategi: Penggunaan TKD sektor
kesehatan yang lebih optimal dibandingkan provinsi di kuadran
I dan II untuk mempercepat perbaikan layanan kesehatan dan
mendorong daerah untuk mengakses skema sinergi pendanaan
dan creative financing yang selaras dengan kapasitas fiskalnya.
4) Kuadran IV (RKFD Rendah, IK Tinggi) Strategi: Pengalokasian
TKD sektor kesehatan diarahkan untuk mempertahankan
capaian kinerja yang lebih baik, pemerataan layanan kesehatan,
dan peningkatan gizi masyarakat, serta mendorong akses
terhadap skema sinergi pendanaan dan creative financing yang
selaras dengan kapasitas fiskalnya. Pemerintah daerah
melaksanakan kebijakan dalam mendukung percepatan
perbaikan layanan kesehatan dan mewujudkan akses
kesehatan yang berkualitas. Kebijakan tersebut antara lain: (i)
memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan TKD untuk
mendukung penyediaan layanan dasar kesehatan prioritas; (ii)
melaksanakan kebijakan earmarking pajak rokok untuk
meningkatkan kualitas layanan kesehatan, perbaikan tata
kelola retribusi atas pelayanan kesehatan dengan penentuan
tarif yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat; (iii)

mendorong penguatan perencanaan sinergi pendanaan dalam
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) /
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk penyediaan
sarana dan prasarana kesehatan; (iv) memperbaiki kualitas data
untuk ketepatan sasaran dan peningkatan gizi masyarakat.
Kebijakan-kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian
target dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) tahun
2025-2029.

Pengelolaan Sampah

Keberhasilan program kesehatan juga tidak terlepas dari
keberhasilan dalam mengelola dan menjaga lingkungan. Isu
persampahan merupakan tantangan kesehatan yang juga
penting untuk ditindaklanjuti. Data dari Kementerian
Lingkungan Hidup menunjukkan dari 60,99 persen sampah
yang tidak terkelola (34,54 juta ton), sebesar 21,8 persen
sampah tersebut ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
open dumping, sementara 39,1 persen terbuang ke lingkungan.
Untuk itu, daerah yang diprioritaskan untuk penanggulangan
permasalahan persampahan adalah daerah dengan timbunan
sampah terbanyak. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup
menunjukkan timbunan sampah terbanyak terdapat di wilayah
Jawa. Terdapat tiga strategi utama untuk mengatasi
permasalahan persampahan. Pertama, membangun sistem
pengumpulan sampah berbasis zonasi (perkotaan, pedesaan)
dengan armada transportasi sampah yang memadai (misalnya:
truk kompresor, gerobak listrik). Kedua, memperluas jaringan
bank sampah di tingkat desa/kelurahan dan
mengintegrasikannya dengan industri daur ulang untuk
menciptakan rantai nilai ekonomi sirkular. Ketiga, adalah
membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau
TPST3R (Reduce, Reuse, Recycle) skala komunal untuk
mengolah sampah organik (kompos/biogas) dan anorganik
(daur ulang). Strategi kebijakan fiskal daerah dapat dilakukan

untuk mendukung pencapaian pengelolaan sampah. Strategi
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kebijakan tersebut antara lain: (i) mengoptimalkan pembiayaan
kreatif dan sinergi pendanaan dalam pengelolaan persampahan
seperti pembangunan TPST; (ii) memanfaatkan dana earmarking
penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) untuk penanganan
persampahan, seperti penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan sampah, penyediaan sarana pemilahan sampah,
dan pemanfaatan kembali sampah; (iii) menyiapkan Insentif
Pajak Daerah untuk rumah tangga maupun nonresidensial yang
terlibat pengelolaan persampahan melalui pembebasan retribusi
pelayanan kebersihan dan pemberian insentif PBB-P2 kepada
kalangan maupun sektor tertentu yang telah melakukan
pengolahan sampah (dengan instalasi) ataupun pemilahan
sampah; serta (iv) memperbaiki tata kelola retribusi pelayanan
kebersihan dengan menerapkan polluter pay principle (P3)
4) Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM
Pemerintah terus memperkuat pembangunan desa, koperasi, dan
UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehubungan dengan
hal tersebut, dalam menyusun strategi kewilayahan, indikator yang
digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan
desa, koperasi dan UMKM di daerah adalah indikator tingkat
kemiskinan yang ditargetkan terus menurun. Seiring dengan tren
penurunan tingkat kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan di
perdesaan juga menunjukkan penurunan. Hal ini sejalan dengan
peningkatan status desa. Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal
berkurang, sedangkan desa mandiri terus meningkat di seluruh
wilayah. Kebijakan pembangunan dari desa yang memperkuat
peran desa melalui pemberian kewenangan dan sumber pendanaan
yang lebih luas kepada desa dalam menyelenggarakan
pembangunan desa, berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat di desa. Program pembangunan desa, koperasi, dan
UMKM merupakan salah satu upaya pencapaian target penurunan

kemiskinan. Pembangunan di desa akan difokuskan pada
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peningkatan status desa, peningkatan pendapatan dan
produktivitas petani, nelayan, dan peternak, dan penguatan
ketahanan pangan di desa. Sementara itu, pengembangan koperasi
dan UMKM desa bertujuan untuk meningkatkan akses modal
produktif dan meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional.
Selain itu, kondisi pelayanan publik di desa terutama infrastruktur
dasar pendidikan dan kesehatan yang baik juga akan berperan
dalam penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan
peningkatan produktivitas. Investasi di sektor pertanian,
peternakan, dan perikanan juga diharapkan dapat membuka
lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi
perdesaan. Dalam rangka merumuskan strategi fiskal kewilayahan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, dilakukan
pemetaan kondisi kesejahteraan daerah melalui analisis kuadran
dengan memperhatikan besaran belanja modal dan Indeks Regional
Wellbeing. Strategi penurunan kemiskinan di daerah dilakukan
melalui 3 (tiga) pilar utama. Pertama, peningkatan pendapatan
melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan
koperasi desa dan UMKM. Kedua, pengurangan beban pengeluaran
masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti air
bersih, listrik, rumah layak, dan internet. Ketiga, penurunan
kemiskinan melalui optimalisasi data pensasaran. Pendekatan
penurunan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan
seperti program bantuan sosial tapi juga program pemberdayaan
seperti program pelatihan, padat karya, dan transfer aset.
Pemerintah daerah berperan penting dengan mengarahkan belanja
daerah ke sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, UMKM, dan
infrastruktur layanan dasar, serta memperkuat data penerima
bantuan sosial dan mempercepat realisasi dana TKD. Pemerintah
daerah juga didorong untuk membuka sinergi pendanaan dalam
pembangunan infrastruktur dan memanfaatkan earmarking pajak
rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum guna

mengurangi beban masyarakat miskin.
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5) Akselerasi investasi
Akselerasi investasi diarahkan untuk meningkatkan volume
penanaman modal dan membangun kekuatan ekonomi daerah
melalui dua pendekatan strategis yaitu hilirisasi dan penguatan
konektivitas. Hilirisasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah
sumber daya lokal dan penguatan daya saing daerah, sehingga
daerah tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi
mampu mengembangkan industri pengolahan yang menyerap
tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi
lain, konektivitas fisik dan digital menjadi infrastruktur kunci
untuk memastikan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi
antardaerah. Untuk menyusun strategi akselerasi investasi di
daerah, diperlukan pemetaan daerah berdasarkan nilai ICOR dan
indikator Economic Complexity Index (ECI). ICOR sebagai proksi level
investasi (PMTB) dan ECI sebagai proksi level pembangunan
ekonomi di daerah. Pemerintah perlu mengupayakan nilai ICOR
rendah yang mengindikasikan tingkat efisiensi yang tinggi untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang lebih
rendah. Sementara itu, nilai ECI yang tinggi artinya suatu daerah
semakin mampu untuk menghasilkan produk langka dan bernilai
tambah tinggi sehingga tingkat keuntungan yang didapat dapat
lebih besar karena daya saingnya tinggi. Strategi kebijakan untuk
setiap kuadran sebagai berikut: 1) Kuadran [ (Inefisien dan
Kompleksitas Tinggi) Strategi: penguatan infrastruktur ekonomi
(teknologi) dan digitalisasi industri untuk memperbaiki efisiensi
investasi. 2) Kuadran II (Efisien dan Kompleksitas Tinggi) Strategi:
Dengan keberhasilan strategi hilirisasi dan daerah perlu terus
mempertahankan kinerja dan memperluas inovasi. 3) Kuadran III
(Efisien dan Kompleksitas Rendah) Strategi: Peningkatan
kompleksitas ekonomi melalui investasi hilirisasi industri dan
pemanfaatan teknologi. 4) Kuadran IV (Inefisien dan Kompleksitas
Rendah) Strategi: Segera melakukan hilirisasi komoditas utama

untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Dukungan fiskal,
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reformasi regulasi investasi, dan pengembangan infrastruktur dan
SDM lokal diperlukan untuk mempercepat proses hilirisasi.
Pemerintah dalam rangka mendorong akselerasi investasi daerah,
akan meningkatkan kualitas TKD berbasis kinerja untuk
mendorong peningkatan belanja produktif sekaligus mendorong
penguatan reformasi struktural daerah. Selain itu, bagi daerah
dengan rata-rata pertumbuhan dan belanja produktif yang rendah,
akan diberikan target peningkatan belanja modal. Dari sisi
pembiayaan, pemerintah akan mendorong skema sinergi
pendanaan dan creative financing untuk meningkatkan
konektivitas. Beberapa terobosan kebijakan dimaksud, diarahkan
untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus menurunkan
ICOR. Strategi fiskal dapat dilakukan pemerintah daerah untuk
akselerasi investasi di daerah. Strategi tersebut antara lain (i)
mengalokasikan belanja modal dan belanja infrastruktur untuk
program/kegiatan yang produktif; (ii) memfasilitasi industri dalam
meningkatkan nilai tambah produk andalannya melalui proses
hilirisasi; dan (iii) memberikan insentif perpajakan daerah untuk
mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi sesuai dengan
kondisi perekonomian daerah dan penyesuaian kebijakan PDRD
untuk mendukung program prioritas nasional dan penerapan tarif
PDRD yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Pelayanan
publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari
reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah
Kabupaten Jembrana terus berupaya meningkatkan kualitas
berbagai jenis pelayanan publik, termasuk diantaranya pelayanan
di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses
pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat
maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.
Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim
yang lebih kondusif dalam bidang pelayanan perizinan tersebut,
maka pemerintah daerah Kabupaten Jembrana memiliki Peraturan

Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan,
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Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
(PMPTSPTK) Kabupaten Jembrana sebagai dasar hukumnya. Dalam
perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 24 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single
submission-OSS). Sistem ini memungkinkan investor dan calon
investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu
dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan
memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha
dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga
UKM.

Tabel V.1 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam
Negeri di Kabupaten Jembrana Tahun 2019-2023

Sahun Penanaman Penanaman Modal Jumlah
Modal Asing Dalam Negeri
2019 - 1.724.811 1.724.811
2020 283.185 7.097.926 7.381.111
2021 283.185 165.014 448.199
2022 16.067.544 1.124.208 17.191.752
2023 212.093 643.488 855.581

Sumber: Kabupaten Jembrana Dalam Angka Tahun 2024

V.1.3 Bauran Kebijakan Fiskal Kewilayahan
1) Pendapatan Daerah
Optimalisasi penerimaan PDRN dapat dilakukan dengan
berbagai strategi. Pertama, optimalisasi pemungutan PDRD
khususnya melalui PKB, opsen PKB dan PBB-P2 untuk
mendorong peningkatan belanja produktif. Kedua, penguatan
tata kelola perpajakan daerah melalui modernisasi
administrasi perpajakan daerah, digitalisasi layanan, dan
peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah. Ketiga,
sinergi pemungutan PDRD antar pemerintah daerah.

Keempat, penguatan integrasi data antara pemerintah pusat
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2)

dan daerah. Kelima, penetapan target pertumbuhan PDRD
harus berbasis data potensi penerimaan PDRD dan selaras
dengan kondisi makroekonomi daerah. Keenam, pemetaan
potensi PDRD yang belum dioptimalkan di masing-masing
pemerintah daerah. Dalam upaya meningkatkan investasi,
diperlukan juga kebijakan PDRD yang mampu meningkatkan
daya saing. Kebijakan tersebut melalui kebijakan insentif
perpajakan daerah yang dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian dan prioritas
kebijakan fiskal baik nasional maupun daerah dan penetapan
tarif layanan yang tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan belanja
produktif. Hal tersebut dilakukan melalui perencanaan yang
lebih matang, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, dan
evaluasi berkala berbasis hasil. Dalam konteks kewilayahan,
prioritas belanja harus mempertimbangkan ketimpangan
antarwilayah, khususnya daerah dengan capaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang masih rendah atau daerah
tertinggal. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah
perlu melakukan beberapa strategi. Strategi tersebut antara
lain (i) memperkuat implementasi mandatory spending
(khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur) dan belanja
kesehatan; (ii) menetapkan target pertumbuhan belanja modal
yang proporsional dan terukur; (iii) memperkuat skema TKD
yang berbasis kinerja; dan (iv) merancang program
pembangunan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap
tantangan jangka menengah (a.l. ketahanan pangan berbasis
lokal, peningkatan literasi digital, serta mitigasi risiko
bencana). Mendorong Pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory
Spending) Daerah. Mandatory spending adalah belanja atau
pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang.

Tujuan mandatory spendingini adalah untuk mengurangi
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masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory

spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah

meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD

b)

sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49

ayat (1). Dalam rangka mendorong pemenuhan belanja

wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib pendidikan

di daerah, strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026

sebagai berikut:

- Mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan
untuk mendukung prioritas nasional antara lain
peningkatan pemerataan layanan pendidikan
berkualitas.

-  Melakukan pemutakhiran budget tagging dan budget
tracking untuk memetakan sub kegiatan yang
berdampak pada kualitas mandatory spending
pendidikan

Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,

kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh

persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di

luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Dalam rangka mendorong pemenuhan belanja wajib dan

meningkatkan kualitas belanja wajib kesehatan di daerah,

strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 sebagai
berikut:

- Mengarahkan kebijakan belanja wajib kesehatan untuk
mendukung prioritas nasional antara lain penurunan
stunting.

- Melakukan pemutakhiran budget tagging dan budget
tracking untuk memetakan subkegiatan dalam APBD
yang berdampak pada kualitas mandatory spending

kesehatan.
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)

- Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas
pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih
impactful

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya,
yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk
belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan
percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan
ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja,
mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan
penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Seiring
dengan ditetapkannya UU HKPD, Pemda wajib
mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik
paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar
belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah
dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur
pelayanan publik belum mencapai 40 persen, pemda harus
menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan
publik paling lama S tahun yaitu maksimal pada tahun
2027. Meluasnya cakupan belanja wajib infrastruktur pada
APBD memiliki konsekuensi pada cakupan kegiatan yang
masuk dalam kategori belanja infrastruktur, sehingga
harus melibatkan kerja sama lintas Kementerian dalam
proses perumusan standardisasi kategori belanja
infrastruktur. Dalam rangka mendorong pemenuhan
belanja wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib
infrastruktur di daerah, strategi kebijakan fiskal daerah
tahun 2026 sebagai berikut:

-  Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas
pemenuhan belanja wajib infrastruktur termasuk
untuk pemanfaatan yang lebih baik dan efektif.

- Melakukan budget tracking untuk memetakan
subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja

wajib infrastruktur.
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-  Mengarahkan kebijakan belanja wajib infrastruktur
untuk mendukung prioritas nasional antara lain
peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas.

- Evaluasi masa transisi belanja wajib infrastruktur akan
mempertimbangkan  kondisi infrastruktur dan

kapasitas fiskal daerah.

d) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa).

Belanja pegawai pemda perlu dikendalikan dalam upaya
peningkatan kualitas belanja APBD yang lebih produktif.
UU HKPD mengamanatkan agar Pemda mengendalikan
belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja
APBD. Batasan belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari
APBD tidak ikut memperhitungkan berbagai tunjangan
guru yang berasal dari TKD seperti dana tunjangan
penghasilan guru dan tambahan penghasilan guru.
Pemerintah memahami bahwa pembatasan belanja
pegawai membutuhkan masa transisi. Hal ini mengingat
cukup banyak pemda yang masih menganggarkan belanja
pegawai lebih dari 30 persen, bahkan terdapat daerah
khususnya kabupaten/kota yang menganggarkan lebih
dari 50 persen. Sehingga dalam hal belanja pegawai daerah
masih melebihi 30 persen, Pemda diberi kesempatan
menyesuaikan porsi belanja pegawainya paling lama 5
tahun atau maksimal tahun 2027. Strategi kebijakan fiskal
daerah tahun 2026 guna mendorong pengendalian belanja
pegawai dan meningkatkan kualitas belanja di daerah,

antara lain:
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Untuk mendorong efisiensi belanja pegawai di daerah

diperlukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya

mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan

kinerja daerah, serta iuran pensiun dan JKN.

Selain dari sisi penghematan komponen belanja

pegawai, Pemda diharapkan untuk melakukan

penyesuaian kebijakan kepegawaian di daerah sehingga

dapat menekan cost belanja pegawai yang tinggi. Opsi-

opsi yang dapat diusulkan dan mampu untuk

dilaksanakan oleh daerah adalah:

= Secara bertahap menerapkan kebijakan
pengurangan jumlah pegawai di daerah melalui
penerapan kebijakan pegawai minus growth.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara
(2021), terdapat estimasi kelebihan pegawai teknis
sebanyak 372.864 pegawai, sementara jumlah
estimasi pegawai teknis yang pensiun setiap
tahunnya mencapai 41.009 pegawai. Sehingga
dibutuhkan paling tidak 10 tahun untuk
menyesuaikan jumlah pegawai di daerah agar
menjadi lebih ideal dari sisi kebijakan minus
growth. Selain itu pengurangan jumlah Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di daerah menjadi salah
satu opsi yang juga diharapkan mampu menekan
besaran belanja pegawai

* Tahapan lainnya adalah melalui kebijakan mutasi
antar pegawai antar daerah, khususnya antara
daerah yang secara teknis mengalami kelebihan
pegawai dan daerah yang kekurangan pegawai.
Pemerataan pegawai melalui mutasi pegawai antar
daerah ini juga akan mendorong tercapainya

efisiensi belanja pegawai di daerah
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3) Pembiayaan Daerah dan Pengendalian Batas Maksimal
Kumulatif Defisit APBD
Keterbatasan fiskal dan kebutuhan pendanaan pembangunan
yang cukup besar, menuntut adanya inovasi pembiayaan yang
kreatif, tidak sekadar menjalankan pola business-as-usual.
Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan
dana untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan.
Pengembangan kebijakan pembiayaan daerah seperti
pinjaman daerah akan terus dioptimalkan, misalnya melalui
kebijakan pinjaman konsesional yang ditujukan untuk
memberikan afirmasi kepada daerah yang memiliki kapasitas
fiskal rendah dan indikator sosial ekonomi tertentu untuk
mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah.
Selain itu, pengembangan pembiayaan inovatif juga akan
dilakukan melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta
dalam pembangunan infrastruktur, khususnya melalui skema
KPBU. Sektor transportasi mendominasi proyek KPBU dengan
rata-rata 30- 35 proyek per tahun sejak 2020, namun proyek
KPBU untuk sektor lain seperti fasilitas umum masih relatif
sedikit, berkisar antara 4-10 proyek per tahun. Oleh karena
itu, mendorong partisipasi swasta dalam proyek KPBU skala
kecil di sektor lain menjadi penting untuk pemerataan
pembangunan infrastruktur di daerah. Pelaksanaan KPBU
skala kecil menghadapi sejumlah tantangan, antara lain proses
yang panjang dan rumit, serta biaya penyiapan yang tinggi. Hal
ini membuat proyek dengan nilai investasi kecil kurang
menarik bagi investor. Untuk mengatasi hambatan ini,
diperlukan penyederhanaan prosedur dan insentif yang
menarik bagi investor lokal maupun nasional. Sinergi
pendanaan dari sumber-sumber yang ada baik dari APBD
maupun non APBD termasuk dengan SMV seperti PT Sarana
Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur

Indonesia (PII), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga
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menjadi kunci dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor
strategis. Kolaborasi ini dapat diarahkan untuk proyek
infrastruktur di bidang persampahan dan air minum, yang
memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup
masyarakat dan lingkungan. Melalui inovasi pembiayaan,
peningkatan peran swasta, dan sinergi pendanaan, diharapkan
kebijakan efisiensi anggaran dapat berjalan efektif. Hal ini
akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan
perumahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

baik di daerah maupun nasional secara keseluruhan.

W Sur plusS Dedigit 1A Eurplusy Delizl =]
2000 A0 A2 AE3 2024
&L A4
4.1 180
l 6,02 l l11.1 a I
-60,71 -6,00% 57,00 —_—
151,36
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Samfer Kementenan Ksuargen, diclab

Gambar V.1 Anggaran dan Realisasi Defisit APBD Nasional, 2020-2024 (Rp triliyun)

Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang
ekspansif, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk
menentukan defisit anggaran dalam batas-batas yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai
dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 172
huruf ¢ UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Pasal
11 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2024 bahwa defisit APBN dan
APBD dibatasi maksimal 3 persen dari PDB Dalam periode
2020-2024, defisit APBD masih sangat terkendali dalam batas

aman. Selama kurun waktu tersebut, secara agregat APBD
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selalu dianggarkan defisit. Namun demikian, dengan berbagai
dinamika pelaksanaan anggaran di daerah, realisasi APBD
hampir selalu surplus. Realisasi APBD pada tahun 2020 dan
2023 tetap mengalami defisit, namun dengan jumlah defisit
yang rendah dibandingkan pada saat perencanaan
penganggaran APBD di awal tahun. Dampak Pandemi Covid-
19 dan juga tidak terpenuhinya target pendapatan
menyebabkan beberapa daerah tetap mengalami defisit.
Realisasi Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai
dari Pembiayaan Utang Daerah pada kurun waktu tersebut
juga masih relatif rendah dan aman, yakni masih dibawah
batas maksimal kumulatif defisit APBD sebagaimana yang
ditetapkan dalam PMK yang dikeluarkan setiap tahunnya

dengan realisasi rata-rata 0,056 persen dari PDB.

55,20
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11,60 0,012% 0,002%
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2020 2021 2022 2023 2024
*Unoudited

Sumber: Kermnenterian Keuangan

Gambar V.2 Realisasi Pembiayaan Utang Daerah (PUD) dan Batas Maksimal Kumulatif
Defisit APBD, 2020-2024* (Rp triliun)

V.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan
Belanja Tak Terduga
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdapat
perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi
dan proyeksi Belanja Daerah. Belanja Daerah tidak lagi

diklasifikasikan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tak
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Langsung. Peraturan Pemerintah tersebut mengelompokkan Belanja

Daerah menjadi 4 klasifikasi antara lain:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka

pendek. Belanja operasi dirinci kembali menjadi

a)

b)

Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati,
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang
dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa
gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan
penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya
pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan
dalam peraturan perundang- undangan, dan honorarium.
Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga
dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas
daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait
serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub
rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa
belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,
jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir,

sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
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d)

dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian
dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan
hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas
pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa
konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability
payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya
yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja
barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau
pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN,
belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Belanja Bunga

Belanja  Bunga digunakan untuk menganggarkan
pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban
pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang
pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah
Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang
dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran
2021 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek,
rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD
melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan
pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek,
rincian objek, dan sub rincian objek. Pemerintah Kabupaten
Jembrana tidak mengalokasikan anggaran untuk Belanja
bunga.

Belanja Subsidi

Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak mengalokasikan

belanja subsidi karena pada prinsipnya belanja subsidi
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hanya boleh diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga
yang hasil produksinya merupakan kebutuhan dasar dan
menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harga jual
produk tersebut terjangkau masyarakat.

Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan
dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah
juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai
politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja
bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang
dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
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pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan. Belanja
bantuan sosial digunakan untuk  menganggarkan
pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam
rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022
berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas wusulan
tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari

satu periode akuntansi. kebijakan penganggaran belanja modal

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a)

b)

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja
modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah.

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset
tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan

pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
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c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal
aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi)sepanjang memenuhi
batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa
manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa
yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau
peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja
dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan
umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

3) Belanja Tak Terduga
Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026

dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan
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4)

kemungkinan adanya. Kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah,
pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-
undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah  tahun-tahun sebelumnya  meliputi
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:
a) Belanja Bagi Hasil Pajak
Belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2026 dan diuraikan menurut objek, rincian
objek, dan sub rincian objek pada SKPD atau SKPKD.
Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah tersebut
memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada
Tahun Anggaran 2026.
b) Belanja Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Belanja tahun anggaran 2025-2026 per Jenis Belanja untuk

lebih jelasnya disajikan pada gambar dan tabel berikut:

Tabel V.2 Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah Per Jenis Tahun 2025 s.d. 2026

KODE URAIAN Fier':l')‘ﬁ‘g:egz'g Belanja Daerah 2026 Selisih
1 2 3 2 5
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 1.013.252.461.765,00 | 968.311.988.697,50 | - 44.040.473.067,50
5101 | Belanja Pegawai 571931315460,33 | 539.308.68884667 |  -32.542.626.613,60
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KODE URAIAN fﬂﬁﬂi?ﬁiﬂ% Belanja Daerah 2026 Selisih
1 2 3 3 5
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.890.953.271,67 398.754.279.337,83 -19.136.673.933,84
5104 | Belanja Subsid 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 i
5105 | Belanja Hibah 17.603.091.833,00 19.181.238.338,00 1578.146.505,00
5106 | Belanja Bantuan Sosial 2.827.101.200,00 7.987.782.175,00 5.160.680.975,00
5,2 BELANJA MODAL 94.322.574.837,00 | 110.795.569.676,00 16.472.994.839,00
5202 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.876.013.520,00 17.685.198.456,00 809.184 936,00
5203 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.463.340.604,00 48.152.055.455,00 33.688.714.851,00
5204 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas 57.957.720 593,00 38.974.91982500 | - 18.982.600.768,00
5205 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.403.407 440,00 4487.807 440,00 84.400.000,00
5206 | Belanja Modal Aset Lainnya 622.092.680,00 1495 588.500,00 873.495 820,00
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.331.910.616,00 6.129.975.593,00 ©1.201.935.023,00
5301 | Belanja Tidak Terduga 7.331.910.616,00 6.129.975 593,00 T1.201935.023,00
54 BELANJA TRANSFER 142.791.227214,00 | 138.633.227.214,00 ~4.158.000.000,00
5401 | Belanja Bagi Hasi 12.991.760.514,00 12.991.760.514.00
5402 | Belanja Bantuan Keuangan 129.799.466700,00 | 125.641.466.700,00 ~4.158.000.000,00
Jumiah Belanja 1.257.698.174432,00 | 1.223.870.761.180,50 | - 33.827.413.251,50
Total Surplus/(Defisit) T72.853.524.180,71 | - 58.086.423.304,08 14.767.100.676.63

Sumber: RKPD Semesta Berencana Tahun 2026

Belanja daerah Kabupaten Jembrana didominasi oleh jenis belanja operasi.

Artinya,

sebagian besar APBD Kabupaten Jembrana digunakan untuk

mendanai kegiatan sehari-hari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja pemenuhan kebutuhan

aparatur dilihat dari pos belanja pegawai Kabupaten Jembrana. Belanja

pegawai Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Selain itu, proporsinya

pun selalu lebih dari 39%.
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

VI.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan

pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan

penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan

pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

dan penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah dapat berasal dari:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan (Dana Talangan).

VI.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2026 adalah pemberian
pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan (Dana Talangan).

VI.3 Kebijakan Defisit Anggaran

Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif,
pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit
anggaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3)
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), Pasal 172 huruf ¢ UU
HKPD bahwa kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal tiga
persen dari PDB. Penetapan batas maksimal defisit anggaran dimaksudkan
dalam rangka prinsip kehati-hatian dan pengendalian fiskal nasional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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tahun 2023 pada halaman 58 tentang Kebijakan Penyusunan Pembiayaan
Daerah bahwa penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan
yang cermat dan rasional dengan memperkirakan realisasi anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan
adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2023 yang tidak dapat didanai
akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sebagaimana juga
diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 bahwa
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bersumber dari pelampauan
penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer,
pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,
pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban
kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan
sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Dengan demikian dalam rangka
memproyeksikan defisit yang dibiayai dengan SiLPA harus berdasarkan
perhitungan kemungkinan terjadinya pelampauan pendapatan, dan
efisiensi belanja/ belanja yang tidak terealisasikan.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Dalam periode 2019-2023,
defisit APBD masih terkendali dalam batas aman. Selama kurun waktu
tersebut, secara agregat APBD selalu dianggarkan defisit. Namun
demikian, dengan berbagai dinamika pelaksanaan anggaran di daerah,
realisasi APBD hampir selalu surplus. Hanya dalam 2 tahun realisasi APBD
mengalami defisit, yaitu tahun 2020 dan 2023. Pada tahun 2020
perekonomian nasional menghadapi tantangan serius akibat dampak
Pandemi Covid-19 yang memengaruhi pendapatan asli daerah dan
menimbulkan perubahan kebijakan fiskal. Di beberapa daerah, terjadi
defisit APBD sebagai respons atas penurunan pendapatan dan peningkatan
belanja untuk penanganan krisis. Selain itu, anggaran pemilihan kepala
daerah serentak, khususnya pada tahun 2020, menjadi salah satu faktor
yang memengaruhi realisasi APBD menjadi defisit. Realisasi defisit yang
terjadi pada kedua tahun tersebut masih relatif rendah, yaitu masing-

masing sebesar 0,04 persen dan 0,03 terhadap PDB tahun bersangkutan
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Tren defisit anggaran Kabupaten Jembrana dari tahun 2010 s.d 2025 dapat
dilihat pada grafik dibawah ini:

Perbandingan Defisit dan SiLPA

250.000.000.000,00
200.000.000.000,00

150.000.000.000,00
100.000.000.000,00
50.000.000.000,00 l

. defisit silpa

Gambar VI.1 Tren defisit dan penerimaan SiLPA APBD tahun 2010-2025

Gambar VI.1 menunjukkan bahwa defisit anggaran dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2022 tertinggi ada pada tahun anggaran 2018 yaitu
sebesar Rp. 60.411.368.552,23, sedangkan tren SiLPA dari tahun 2018
sampai dengan tahun 2022 adalah berkisar Rp. 40 Milyar sampai dengan
63 Milyar. Pada tahun anggaran 2023 terjadi lonjakan defisit anggaran
menjadi Rp. 101.592.179.139,00 jauh diatas tren tahun-tahun
sebelumnya, sedangkan SiLPA audited tahun anggaran 2022 yang dapat
digunakan untuk menutupi defisit hanya sebesar Rp. 40.189.579.704,11.
Demikian pula di tahun 2024 defisit anggaran adalah sebesar Rp.
97.126.377.821,00 sedangkan SiLPA audited adalah sebesar Rp.
54.387.468.777,00, dengan jumlah SiLPA terikat sebesar Rp.
43.432.865.476,00 dan jumlah SiLPA bebas untuk menutup defisit APBD
hanya sebesar Rp. 10.954.603.301,00. Hal ini tentu berdampak terhadap
terganggunya fiskal daerah sehingga realisasi belanja terutama belanja
yang Sumber Dananya dari SiLPA menjadi terhambat. Dan dengan
banyaknya sumberdana terikat menjadikan komponen SiLPA menjadi
banyak yang terikat atau ditentukan penggunaannya. Berdasarkan hal
tersebut pada tahun anggaran 2025 perencanaan terhadap defisit

anggaran mulai diperhitungkan dengan cermat dengan memperhatikan
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Batas Kumulatif Defisit Anggaran sesuai dengan Peta KApasitas Fiskal
Kabupaten Jembrana yaitu 3,55% dari proyeksi pendapatan daerah tahun
2025. Dengan demikian kondisi fiskal kabupaten Jembrana mulai
membaik dan lebih sehat, hal tersebut ditunjukkan pada gambar VI.1
tahun 2025 penerimaan SiLPA diatas dari perencanaan defisit APBD tahun

2025.
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

VII.1 Langkah-langkah dalam mencapai target.

VII.1.1 Strategi Ekonomi dan Fiskal Jangka Menengah Nasional
Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan
sejahtera tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi
kebijakan agar mampu merespons dinamika perekonomian serta
menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara
optimal. Saat ini perekonomian global masih dibayangi risiko
ketidakpastian yang tinggi, terutama perang dagang Sementara itu,
Indonesia saat ini juga masih menghadapi tantangan struktural yang
harus direspons secara tepat, terukur, dan konsisten yaitu bonus
demografi yang semakin terbatas; pergeseran aktivitas ekonomi ke
ekonomi digital dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat;
kualitas SDM dan tata kelola SDA yang masih perlu ditingkatkan; serta
perubahan iklim yang semakin ekstrem. Situasi ini mengarahkan desain
kebijakan fiskal dalam jangka pendek dapat meredam gejolak secara
efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka
menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian ekonomi
bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan yang dapat
dinikmati oleh semua komponen bangsa. Strategi ekonomi dan fiskal
jangka menengah membutuhkan konsistensi kebijakan untuk
mendukung transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal
yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut strategi jangka
menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial
dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera yang
difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii)
efektivitas MBG; (iv) pendidikan bermutu; (v) kesehatan berkualitas; (vi)
pembangunan desa, koperasi dan UMKM; (vii) penguatan pertahanan

semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.
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1) Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan yang merupakan salah satu prioritas utama dalam
strategi pembangunan ekonomi nasional diperkuat dengan
meningkatkan produktivitas, menstabilkan harga pangan, serta
mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera. Sebagai negara
dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa (pada tahun 2024), Indonesia
menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pangan
yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Krisis pangan global yang semakin meningkat akibat perubahan iklim,
gangguan rantai pasok, serta dinamika geopolitik dunia semakin
mempertegas urgensi bagi Indonesia untuk memperkuat sistem
ketahanan pangannya. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan
terhadap impor pangan, terutama untuk komoditas strategis seperti
beras, daging sapi, dan susu, berisiko tinggi terhadap stabilitas harga
dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, strategi ekonomi fiskal
2025—2029 akan difokuskan pada penguatan produksi domestik,
stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan terutama
petani dan peternak. Saat ini, Indonesia masih menghadapi kurang
optimalnya produksi pangan. Pada tahun 2024, defisit produksi beras
tercatat sebesar 367.595ton dan kebutuhan cadangan beras
pemerintah (CBP) sampai dengan 3 juta ton menyebabkan
ketergantungan impor mencapai 4,3 juta ton dan diperkirakan dapat
meningkat hingga 6,1 juta ton pada tahun 2029. Sementara itu, defisit
produksi daging sapi mencapai 288.261ton pada tahun 2024, dengan
hampir 95 persen kebutuhan tambahan dipenuhi melalui impor.
Kondisi yang serupa terjadi pada komoditas susu sapi, di mana defisit
mencapai 3,72 juta ton, yang hampir seluruhnya dipenuhi dari
pasokan luar negeri, dan diperkirakan dapat meningkat hingga 7,57
juta ton pada tahun 2029. Pola konsumsi pangan masyarakat
Indonesia juga masih sangat bergantung pada beras, sementara
konsumsi sumber protein seperti daging sapi, ayam, telur, dan susu
masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di

kawasan ASEAN. Konsumsi daging sapi yang memenuhi diet sehat
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sekitar 835 gram per hari per kapita, namun rata-rata konsumsi daging
sapi masyarakat sebesar 8,3 gram per hari per kapita. Konsumsi susu
sapi yang sesuai diet sehat sekitar 1 cangkir per hari per kapita atau
240 gram per hari per kapita, namun masyarakat baru mengkonsumsi
45,6 gram per hari per kapita. Kurangnya konsumsi nutrisi ini terjadi
pada masyarakat menengah ke bawah. Data Susenas 2024
mengindikasikan bahwa terdapat 59,54 persen keluarga di tingkat 10
persen pendapatan terbawah kekurangan konsumsi protein. Atas
dasar itu, diperlukan langkah lebih konkret untuk mendorong
diversifikasi pangan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi, guna
mengurangi tekanan terhadap komoditas tertentu dan meningkatkan
ketercukupan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
a) Swasembada Beras
Dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi ekonomi fiskal
ketahanan pangan 2025-2029 disusun dengan pendekatan yang
lebih komprehensif dan terintegrasi yang fokus untuk mendorong
produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga dan mewujudkan
petani makmur dan nelayan sejahtera. Salah satu pilar utama
dalam strategi ini adalah program swasembada beras yang akan
dilakukan melalui ekspansi lahan pertanian serta peningkatan
produktivitas. Perkiraan penambahan lahan pertanian yang
diperlukan sebesar 0,31 juta hektar pada tahun 2026 dan
meningkat secara bertahap hingga 2 juta hektar di tahun 2029.
Selain peningkatan lahan, peningkatan produktivitas diperlukan
dengan produktivitas 5,3 ton per hektar pada tahun 2024 menjadi
5,5 ton per hektar pada tahun 2029. Peningkatan produktivitas ini
memerlukan perubahan metode pertanian tradisional menjadi
pertanian modern yang sustainable. Oleh karena itu, langkah ini
perlu didukung dengan investasi besar untuk pembangunan
infrastruktur pertanian, seperti irigasi, bendungan, jalan produksi,
serta modernisasi alat dan mesin pertanian. Selain itu, penggunaan
benih unggul, pemupukan berbasis sains, serta penerapan

teknologi digital dalam pertanian perlu untuk terus ditingkatkan,
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guna mendorong efisiensi dan peningkatan hasil panen.
Pemerintah perlu mendorong investasi untuk mendukung program
swasembada beras ini, kontribusi APBN dan sektor swasta melalui
skema kemitraan strategis diperlukan untuk meningkatkan
potensi keberhasilan program swasembada beras ini.

Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu

Revitalisasi sektor peternakan menjadi prioritas utama dalam
meningkatkan produksi daging sapi dan susu. Pengembangan
peternakan sapi pedaging modern yang berbasis pada sistem
penggemukan dan pembiakan skala besar diestimasi memerlukan
impor sapi pedaging sekitar 2,9 juta ekor dalam periode 2025-2027,
dengan alokasi sebanyak 1 juta ekor per tahun. Sejalan dengan itu,
program peningkatan produksi susu perlu dilakukan melalui impor
sekitar 6.638 ekor sapi perah indukan sampai dengan tahun 2029,
dengan impor 1.294 ekor pada tahun 2026 sebagai lanjutan dari
impor pada tahun 2025 sebanyak 2.694 ekor dan secara bertahap
menurun menjadi 702 ekor pada tahun 2029. Kontribusi APBN dan
sektor swasta melalui skema kemitraan strategis dapat
meningkatkan potensi keberhasilan program swasembada daging
sapi dan susu ini. Untuk mendukung pengembangan industri
peternakan ini, Pemerintah dapat memberikan berbagai insentif
fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peningkatan Produksi Jagung

Pemerintah juga menempatkan komoditas jagung sebagai pilar
penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Jagung
memegang peranan strategis, khususnya dalam menjaga stabilitas
harga pakan ternak. Selama periode 2022—2023, kebutuhan
jagung nasional mengalami defisit sementara produksi jagung
nasional mencapai surplus pada tahun 2024. Kebutuhan jagung
pada lima tahun ke depan diproyeksikan meningkat didorong oleh
peningkatan permintaan pakan ternak dan industri untuk program
MBG Sebagian besar kebutuhan jagung yaitu 58 persen,

digunakan untuk pakan ternak, 26 persen untuk industri, dan
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sisanya sebesar 16 persen digunakan sebagai bahan pangan.
Dalam periode 2025—2029, Pemerintah menargetkan produksi
jagung tumbuh rata-rata 4,78 persen per tahun, dengan produksi
diproyeksikan mencapai 25,89 juta ton di tahun 2029. Strategi
untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui ekstensifikasi
dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas
lahan tanam di kawasan hutan, perkebunan, dan lahan tadah
hujan. Perluasan lahan tanam ini ditargetkan mencapai 2,9 juta
hektar pada tahun 2029. Sedangkan intensifikasi dilakukan
melalui modernisasi pertanian dengan memanfaatkan teknologi
pertanian modern, penggunaan benih unggul, akses pupuk yang
lebih mudah, serta pengembangan infrastruktur seperti gudang
jagung, irigasi, dan mekanisasi pertanian melalui modernisasi alat
dan mesin pertanian (alsintan). Strategi intensifikasi ini
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas jagung dari 5,93 ton
per hektar pada tahun 2024 hingga 6,21 ton per hektar pada tahun
2029. Pemerintah melalui APBN akan memberikan dukungan
untuk pembangunan infrastruktur saluran irigasi berupa embung
dan sumur-sumur pompa.

Penguatan Peran Perusahaan Umum BULOG

Sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional,
penguatan peran Perum BULOG menjadi elemen kunci dalam
menjaga stok beras nasional, menjaga stabilitas harga pangan serta
ikut berkontribusi peningkatan kesejahteraan petani. Stok beras
nasional ditargetkan mencapai 3 juta ton, atau sekitar 10 persen
dari total kebutuhan nasional. BULOG bertanggung jawab dalam
menyerap produksi petani melalui skema harga pembelian
pemerintah (HPP) untuk memastikan ketersediaan beras dalam
menghadapi lonjakan permintaan atau krisis pangan. Dalam
melakukan pengadaan gabah atau beras dari petani, BULOG
melakukan pembelian sesuai HPP yang ditetapkan oleh
Pemerintah. Saat ini, untuk HPP Gabah Kering Panen (GKP) di
petani sebesar Rp6.500 per kg, HPP GKG di penggilingan sebesar
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Rp8.000 per kg dan HPP beras di gudang BULOG pada harga
Rp12.000 per kg. Kebijakan ini juga digunakan untuk memastikan
kesejahteraan petani dengan menjaga Nilai Tukar Petani (NTP)
melalui penetapan HPP agar petani tetap mendapatkan harga yang
layak terutama ketika harga gabah atau beras sedang turun.
Dengan strategi ini, BULOG dapat berperan dalam menjaga
pasokan beras yang memadai untuk program intervensi pasar,
distribusi ke wilayah rawan pangan, serta mendukung program
bantuan pangan bagi MBR. BULOG juga memainkan peran penting
dalam menstabilkan harga pangan untuk menjaga inflasi pangan
melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Inflasi pangan dimaksud berkisar 3-5 persen. Dengan demikian,
peran BULOG tidak hanya menjaga stabilitas pangan, tetapi juga
menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan
petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara
berkelanjutan. Strategi ekonomi fiskal terkait ketahanan pangan
pada 2025—2029 merupakan langkah strategis dalam
memperkuat kemandirian pangan nasional, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi
makro. Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang tepat, insentif bagi
sektor pertanian dan peternakan, serta penguatan infrastruktur
pangan, Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan
ketahanan pangan global dan membangun sistem pangan yang
lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Kedepannya, kebijakan
ini diharapkan tidak hanya mampu menciptakan stabilitas harga
pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta peternak,
tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih
mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, sekaligus
meningkatkan daya saing sektor agribisnis di kancah

internasional.
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2) Ketahanan Energi
Ketahanan energi merupakan kemampuan negara dalam memberikan
akses energi secara berkesinambungan dengan harga yang terjangkau
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sejalan dengan
hal tersebut, strategi untuk meningkatkan ketahanan energi ditempuh
dengan meningkatkan produksi lifting migas, menjaga stabilitas harga,
mengakselerasi transisi ke energi baru terbarukan, serta akselerasi
pengembangan ekonomi hijau. Ketahanan energi berperan kunci
dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sektor energi merupakan sumber penerimaan negara, pendukung
kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi dari hulu sampai dengan
hilir. Ketahanan energi dilihat dari empat kategori yaitu: ketersediaan,
keterjangkauan, aksesibilitas, dan akseptabilitas. Ketahanan energi
terjadi ketika negara memiliki akses kepada sumber energi secara
berkelanjutan (ketersediaan) dengan didukung iklim investasi yang
kondusif (aksesibilitas). Selain itu, kemampuan untuk menyediakan
sumber energi yang beragam dan berkelanjutan atau energi hijau
(akseptabilitas) dengan harga terjangkau (keterjangkauan) menjadi
syarat ketahanan energi. Asesmen yang dilakukan oleh Dewan Energi
Nasional (DEN) berdasarkan empat kategori ketahanan energi
tersebut, menunjukkan bahwa indeks ketahanan energi Indonesia
pada tahun 2023, masih perlu diperkuat. Indeks tersebut dihitung
berdasarkan beberapa parameter kebijakan antara lain: kebijakan
harga khusus batubara untuk PT PLN (Persero), subsidi BBM, LPG 3kg
dan listrik yang menjadikan harga energi terjangkau oleh masyarakat,
serta porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi yang
belum optimal. Dalam mewujudkan ketahanan energi, Indonesia
menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut: 1) Lifting migas
Indonesia cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Lifting
minyak bumi turun dari 707 ribu barel per hari (rbph) di 2020 menjadi
579,7 rbph di 2024. Sementara lifting gas turun dari 983 ribu barel
setara minyak per hari (rbsmph) di 2020 menjadi 978,8 rbsmph di

2024. Menurunnya lifting migas menyebabkan Pemerintah melakukan
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impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, sehingga berdampak
pada defisit neraca perdagangan sektor migas. 2) Sumber energi
Indonesia masih didominasi oleh energi fosil dengan porsi EBT baru
mencapai 14,68 persen pada tahun 2024. Sumber energi fosil meliputi
Batubara (40,48 persen), Minyak Bumi (29,15 persen), dan Gas Bumi
(15,69 persen). 3) Pengembangan dan investasi EBT tidak secepat yang
diharapkan dikarenakan berbagai faktor antara lain daya tarik
investasi dan infrastruktur EBT seperti jaringan transmisi yang masih
terbatas. 4) Subsidi dan kompensasi energi belum sepenuhnya tepat
sasaran dan masih banyak dinikmati oleh golongan mampu, sehingga
berdampak pada besarnya anggaran subsidi dan kompensasi yang
harus ditanggung Pemerintah. Kebijakan dalam Mencapai Ketahanan
Energi:
a) Lifting Migas
Untuk mencapai ketahanan energi, swasembada migas perlu
diupayakan, antara lain melalui peningkatan lifting minyak bumi.
Untuk meningkatkan lifting tersebut, Pemerintah akan melakukan
terobosan untuk meningkatkan produksi dan mendorong investasi
sektor migas. Terdapat beberapa strategi peningkatan produksi
yang dapat diterapkan Pemerintah. Pertama, Pemerintah dapat
memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif
memproduksi tetapi belum secara resmi ditutup atau idle well.
Data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 16.990 sumur
idle dari sekitar 40.000 sumur migas, yang mana sekitar 4.495
sumur idle dapat dioperasikan kembali (reaktivasi). Kedua,
optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi baru seperti
Enhanced Oil Recovery (EOR). Teknologi EOR pada dasarnya
digunakan untuk menguras minyak yang masih banyak tersisa di
sumur (reservoir) yang belum dapat diangkat dengan metode
produksi primer atau primary recovery. Ketiga, Pemerintah
mengeksplorasi cadangan minyak baru. Indonesia memiliki
cadangan minyak bumi terbukti sekitar 2,41 miliar barel dan

35,3 Trillion Cubic Feet (TCF) gas. Wilayah Indonesia Timur memiliki
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potensi migas besar dengan lima fokus area eksplorasi migas, yaitu
Buton, Timor, Seram, Aru, dan Warim. Pemerintah berupaya
meningkatkan lifting dengan mendorong investasi sektor hulu
migas (produksi dan pengembangan). Upaya tersebut dilakukan
dengan percepatan Plan of Development (PoD), fleksibilitas kontrak
migas, penyederhanaan perizinan, dan dukungan fiskal. Dari sisi
dukungan fiskal, Pemerintah memberikan pembebasan pajak tidak
langsung baik pada tahap eksplorasi maupun eksploitasi. Selain
itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas non perpajakan seperti
perbaikan kontrak migas, misalnya dengan model baru Gross Split
dengan bagi hasil untuk kontraktor mencapai 45-50 persen.
Energi Hijau

Dalam dua dekade terakhir, negara-negara di seluruh dunia terus
mempromosikan EBT untuk memitigasi dampak perubahan iklim
dan menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan. Indonesia turut aktif dalam aksi global melalui
kebijakan-kebijakan yang mendukung transisi energi untuk
mencapai tujuan jangka panjang menuju NZE. Strategi transisi
energi yang lebih baik diwujudkan melalui perbaikan ekosistem
ketenagalistrikan dan pengembangan program biodiesel.

Subsidi dan Kompensasi Energi Lebih Tepat Sasaran

Subsidi dan kompensasi energi merupakan salah satu instrumen
kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjalankan fungsi distribusi
dan stabilisasi. Tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat,
meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektorsektor
ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. APBN
berperan sebagai shock absorber. Ketika harga komoditas energi
melambung tinggi seperti yang terjadi pada tahun 2022, APBN
digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli
masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi dari
risiko inflasi yang bersumber dari kenaikan harga komoditas
global. Instrumen APBN yang dominan menjalankan peran tersebut

adalah subsidi dan kompensasi energi. Implikasinya, anggaran
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subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 mencapai
Rp551,2 triliun (2,8 persen PDB) dari yang sebelumnya hanya
Rp188,3 triliun (1,1 persen PDB) di tahun 2021. Peran subsidi dan
kompensasi energi sebagai shock absorber untuk menjaga
stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Dalam
kondisi perekonomian yang normal, subsidi dan kompensasi energi
didorong lebih tepat sasaran khususnya masyarakat miskin dan
rentan. Namun di sisi lain, penyaluran subsidi dan kompensasi
energi masih belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga peran
APBN dalam menjalankan fungsi distribusi masih perlu didorong
lebih optimal. Oleh karena itu, kebijakan subsidi dan kompensasi
energi yang lebih tepat sasaran perlu didorong untuk APBN yang
lebih berkeadilan. Hal ini sejalan dengan kebijakan energi hijau
untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan mendorong
pemanfaatan EBT, sehingga dapat mengurangi emisi GRK. Namun
demikian upaya mendorong subsidi tepat sasaran tersebut
senantiasa memerhatikan kondisi daya beli masyarakat dan
momentum yang tepat. Dalam jangka menengah, Pemerintah
mendorong transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi
subsidi yang berbasis target penerima manfaat. Harga komoditas
energi dibentuk melalui mekanisme pasar sesuai harga
keekonomian tanpa intervensi Pemerintah. Pemerintah berperan
melindungi daya beli dan akses energi kelompok masyarakat
miskin dan rentan melalui pemberian bantuan, baik berupa cash
transfer ataupun inkind benefit. Dalam jangka pendek subsidi
energi hanya diberikan kepada target sasaran penerima sesuai
tujuan pemberian subsidi termasuk menjaga daya saing UMKM.
Kebijakan ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian
konsumsi LPG Tabung 3kg dan BBM bersubsidi, tariff adjustment
untuk pelanggan listrik nonsubsidi golongan rumah tangga kaya
dan Pemerintah. Transformasi subsidi dan kompensasi energi
harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan

ekonomi masyarakat sesuai dengan fungsi subsidi dan kompensasi
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energi sebagai shock absorber bagi perekonomian. Esensi utama
dari transformasi subsidi dan kompensasi energi bukanlah efisiensi
anggaran, melainkan mendorong peran APBN yang lebih
berkeadilan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
demi  sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, utamanya
masyarakat miskin dan rentan.
3) Makan Bergizi Gratis
Program MBG merupakan program unggulan Pemerintah yang
dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya
bagi kelompok rentan seperti siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu
menyusui. Program ini sekaligus berperan sebagai instrumen
pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal dan penguatan SDM
Indonesia. Dengan pendekatan menyeluruh, MBG diharapkan dapat
membantu pemenuhan kebutuhan gizi, meningkatkan kehadiran dan
prestasi siswa di sekolah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui pemberdayaan UMKM dan petani lokal. Program MBG
berpotensi berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan
pendidikan. Pemenuhan gizi yang optimal bagi siswa dan santri
diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi, kehadiran, dan prestasi
akademik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan SDM
yang unggul dan berdaya saing. Selain itu, pemberian makanan bergizi
bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui merupakan langkah preventif
dalam menekan angka stunting yang juga menjadi prioritas
Pemerintah. Dengan demikian, MBG tidak hanya berfokus pada
pemenuhan gizi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang
dalam membangun generasi yang sehat dan produktif. Program MBG
juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Pelaksanaan program ini melibatkan UMKM dan petani/peternak lokal
sebagai penyedia bahan pangan, sehingga mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengurangan
tingkat kemiskinan. Dengan memanfaatkan produk lokal, program ini
juga mendukung ketahanan pangan nasional dan mengurangi

ketergantungan pada impor bahan pangan. Pengalaman di negara lain
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menunjukkan bahwa program serupa dapat menjadi katalisator
pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Program MBG dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menargetkan empat kelompok penerima
manfaat: siswa dan santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tahun
pertama, program ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada
17,9 juta penerima manfaat, yang terdiri atas 15,5 juta siswa di semua
jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, dan SMA) serta 2,4 juta balita,
ibu hamil/menyusui melalui 5000 SPPG. Setiap SPPG dirancang
melayani sekitar 3.000-4.000 penerima manfaat dengan cakupan
geografis sejauh 5 km atau sekitar 30 menit perjalanan. Terdapat dua
mekanisme utama dalam pengelolaan SPPG, yaitu melalui skema
swakelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan kontraktual dengan
pihak ketiga. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp71 triliun untuk tahun pertama, dengan komposisi terbesar
dialokasikan pada belanja barang yang mencapai RpS1 triliun. MBG
mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025, mencakup 327.000
penerima manfaat di tahap awal dan terus diperluas secara bertahap.
Sebanyak 109 SPPG telah beroperasi di 26 provinsi dan akan terus
bertambah hingga mencapai target 5.000 SPPG di seluruh provinsi
pada akhir 2025. Pada tahap awal implementasi program MBG,
terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kesiapan
kelembagaan terutama mengenai pemenuhan kebutuhan SDM di BGN
maupun SPPG, mekanisme pembayaran kepada mitra, serta standar
gizi dan kualitas makanan. Pemerintah secara aktif melakukan
evaluasi dan penyesuaian kebijakan guna mengatasi tantangan
tersebut dan memastikan efektivitas program MBG. Pemerintah akan
mengakselerasi target cakupan program MBG, yang semula
ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2029
menjadi target pada akhir 2025. Untuk itu, diperlukan sekitar 30.000
SPPG yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Ekspansi program
MBG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan

teknis di lapangan, menjaga kualitas layanan, serta memastikan

162



4)

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah terus berupaya
memperkuat kualitas pelaksanaan program MBG. Hal ini ditempuh
melalui peningkatan standar gizi dan kualitas makanan serta
pengawasan insentif terhadap higienitas dan sanitasi pengolahan
makanan untuk menjaga standar mutu kualitas makanan. Selain itu,
Pemerintah juga mendorong K/L untuk berkolaborasi dalam
membantu pelaksanaan program MBG dengan BGN sebagai
koordinatornya. Selanjutnya, ekonomi daerah semakin diberdayakan
dengan mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal yang dibeli dari
petani/peternak/UMKM lokal. Kapasitas UMKM yang terlibat perlu
ditingkatkan antara lain dengan mempermudah akses UMKM ke
permodalan. Dalam jangka menengah, program MBG dapat
berkontribusi positif pada peningkatan kualitas kesehatan dan
pendidikan sehingga menciptakan SDM yang unggul dan berdaya
saing. Lebih jauh, program ini dapat memberikan efek berganda
terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendorong
pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi daerah, dan penciptaan
lapangan kerja baru.

Program Pendidikan

Pendidikan memegang peran krusial dalam menciptakan Sumber Daya
Manusia (SDM) unggul yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing.
Sebagai salah satu pilar utama dalam penguatan SDM, pendidikan
berkontribusi secara strategis terhadap pembangunan karakter dan
peningkatan daya saing. Pendidikan juga berperan dalam
menanamkan nilainilai kebangsaan dan mengasah critical thinking
yang diperlukan untuk menghadapi tantangan menuju visi Indonesia
Emas 2045. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah terus
mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan guna meningkatkan
akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat,
peningkatan link and match dan mendorong penguatan PAUD, serta
mendukung berbagai penguatan program unggulan antara lain
sekolah unggulan dan sekolah rakyat untuk meningkatkan daya saing

SDM sekaligus menjadikan pendidikan sebagai instrumen memutus
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rantai kemiskinan. Komitmen Pemerintah terhadap sektor pendidikan
tecermin dalam alokasi mandatory spending sebesar 20 persen APBN.
Anggaran pendidikan 2025 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan
beberapa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di sektor pendidikan,
seperti MBG, Sekolah Unggul Garuda, dan Renovasi Sekolah. Dengan
alokasi tersebut, anggaran pendidikan 2025 berkisar 2,98 persen PDB
atau mengalami peningkatan dari 2024 (2,49 persen PDB) dan 2023
(2,46 persen PDB). Kenaikan ini diharapkan dapat memperluas akses
pendidikan yang berkualitas, meningkatkan capaian dan daya saing,
serta menyelesaikan berbagai tantangan ke depan. Partisipasi
pendidikan di Indonesia cenderung meningkat di berbagai jenjang
pendidikan. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2024 menunjukkan
sebanyak 53,32 juta anak telah menerima layanan pendidikan di
seluruh jenjang, meningkat 0,58 persen dibandingkan tahun
sebelumnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan
SMA dan Perguruan Tinggi (PT) juga mengalami peningkatan pada
2024. APK PT 2024 mencapai 32 persen atau meningkat dari capaian
2023 sebesar 31,45 persen. Selain itu, rata-rata lama sekolah di
Indonesia juga mengalami peningkatan dari 8,77 (2023) menjadi 8,85
(2024). Kenaikan ini menjadi indikasi positif terhadap upaya
peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Meskipun APK PT mengalami
kenaikan, masih  dibutuhkan upaya  menyeluruh  untuk
mengakselerasi capaian APK PT. Capaian tersebut masih berada di
bawah rata-rata global yang mencapai 40 persen. Penyediaan akses ke
perguruan tinggi yang masih terbatas perlu diperbaiki dengan
menambah dan memperatakan ketersediaan Perguruan Tinggi Negeri
maupun Perguruan Tinggi Swasta, terutama di daerah terpencil. Selain
itu, intervensi Pemerintah dalam penyediaan biaya kuliah yang
terjangkau juga harus dilakukan karena faktor ekonomi turut
mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengakses perguruan
tinggi. Pemerintah bersama sektor swasta perlu lebih bersinergi dalam
penguatan program dan pendanaan pendidikan dalam rangka

meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan. APK yang masih
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rendah tidak hanya terjadi pada jenjang perguruan tinggi, tetapi juga
pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Data BPS menunjukkan
bahwa APK PAUD 2024 hanya mencapai 36,03 persen, atau sekitar
sepertiga dari APK SD 2024. Capaian ini bahkan menurun apabila
dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 36,36 persen,
mengindikasikan akses dan partisipasi anak usia dini dalam
pendidikan masih menghadapi tantangan serius. Padahal, PAUD
memiliki peran yang strategis dalam membentuk fondasi
perkembangan anak di usia emasnya, baik dalam hal kognitif, motorik,
sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang
komprehensif dari Pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua untuk
meningkatkan akses dan kesadaran akan pentingnya PAUD agar lebih
banyak anak Indonesia merasakan manfaat dari pendidikan usia dini
yang berkualitas. Kualitas pembelajaran di Indonesia masih
memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.
Meskipun skor PISA 2022 menunjukkan kenaikan peringkat sebanyak
lima posisi dibandingkan sebelumnya, pencapaian ini masih
menyisakan tantangan lainnya. Skor di setiap aspek penilaian, yakni
literasi membaca, sains, dan matematika justru mengalami
penurunan. Selain itu, capaian ini masih tertinggal dibandingkan
dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang
menandakan adanya kesenjangan mutu pendidikan. Permasalahan
kualitas pembelajaran di Indonesia merupakan tantangan kompleks
yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial. Untuk itu,
solusi yang menyeluruh diperlukan, mencakup peningkatan kualitas
dan kesejahteraan guru, pengadaan sarana dan prasarana (sarpras)
yang memadai, peningkatan akses serta keterjangkauan biaya
pendidikan, hingga pemerataan infrastruktur digital seperti akses
internet yang andal. Selain itu, kurikulum pendidikan harus terus
disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja
di masa mendatang. Hal tersebut diharapkan membuat lulusan
memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan

industri. Tanpa upaya yang sistematis dan berkelanjutan, kesenjangan
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pendidikan akan semakin melebar dan menghambat kemajuan
bangsa. Pemerintah akan membangun “Sekolah Unggul Garuda”,
yakni sekolah unggulan terintegrasi setingkat SMA serta “Sekolah
Rakyat” yang ditujukan khusus bagi anak dari keluarga miskin
ekstrem. Kedua program pendidikan ini dirancang untuk
meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah sekaligus
membuka lebih banyak peluang bagi siswa melanjutkan ke perguruan
tinggi. Sekolah Unggul Garuda diharapkan menjadi pusat
pengembangan kompetensi bagi generasi muda berbakat, berprestasi,
dan berdaya saing tinggi. Dengan kurikulum inovatif, sistem
pembelajaran berkualitas, serta tenaga pengajar yang kompeten,
program ini diproyeksikan melahirkan lulusan unggul yang siap
menghadapi tantangan masa depan. Pemerintah telah mengalokasikan
Rp2 triliun pada 2025 untuk kebutuhan pembangunan Sekolah
Unggul Garuda dan akan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan
di sektor pendidikan. Sementara itu, Sekolah Rakyat yang
menggunakan sistem pendidikan berasrama diharapkan mampu
mengintervensi berbagai permasalahan multidimensional yang
dihadapi MBR, mulai dari mutu dan akses pendidikan, lingkungan
belajar, hingga isu sosial ekonomi. Untuk meningkatkan kualitas SDM,
Pemerintah juga berkomitmen mendorong implementasi “Wajib Belajar
13 Tahun” yang dimulai dari PAUD. Akses ke PAUD akan diperluas dan
dipermudah dengan mengutamakan pemerataan antarwilayah dan
keterjangkauan biaya. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong
optimalisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan
pemanfaatan Dana Desa. Pemerintah juga mendorong pembangunan
fasilitas penitipan anak (child care), terutama di pusat bisnis dan
kawasan industri. Dengan adanya child care dan PAUD yang
terintegrasi, anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang lebih
optimal, sementara orang tua dapat bekerja tanpa mengorbankan
perkembangan anak. Investasi pendidikan usia dini bukan hanya
menjadi langkah strategis dalam menciptakan SDM unggul, tetapi juga

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan
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memastikan generasi penerus yang lebih kompetitif dan berdaya saing
tinggi. Strategi peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya
berfokus pada akses dan metode pembelajaran, tetapi juga mencakup
perbaikan sarpras pendukung. Pemerintah akan melaksanakan
program “Renovasi Sekolah” secara masif yang menargetkan
rehabilitasi 330 ribu sekolah sampai 2029. Sebagai langkah awal,
sebanyak 20 ribu sekolah direncanakan dapat dilakukan rehabilitasi
atau renovasi pada 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp20
triliun. Perbaikan infrastruktur pendidikan ini bukan sekadar proyek
fisik, tetapi juga upaya nyata untuk mengurangi kesenjangan kualitas
sarpras sekolah antarwilayah. Dengan lingkungan belajar yang lebih
layak, diharapkan kualitas pendidikan meningkat secara merata dan
berkelanjutan. Pemerintah akan terus memprioritaskan pendidikan
sebagai salah satu pilar pembangunan dan berkomitmen untuk
memenuhi mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20
persen dari APBN. Secara nominal, alokasi anggaran Pendidikan pada
lima tahun mendatang akan meningkat seiring dengan pertumbuhan
APBN. Peningkatan ini akan dialokasikan untuk mengakomodasi
PHTC yang bertujuan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan
nasional, seperti MBG, Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, dan
Renovasi Sekolah. Pemerintah juga akan berfokus pada penguatan
pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan
kesejahteraan yang lebih baik, serta digitalisasi sistem pendidikan
guna mendukung pembelajaran yang lebih adaptif dan modern.
Program Kesehatan

Sektor kesehatan akan terus menjadi prioritas pemerintah dalam
rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Strategi untuk
mewujudkan kesehatan yang berkualitas ditempuh dengan mendorong
efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan
akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas dan melindungi
keuangan masyarakat sehingga beban biaya kesehatan masyarakat
berkurang. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan

kesehatan mulai dari dalam kandungan hingga lansia antara lain
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melalui layanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan
pemeriksaan kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta
layanan kesehatan bagi lansia. Arah kebijakan pembangunan sektor
kesehatan dituangkan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)
tahun 2025 - 2029. Saat ini, RIBK dalam proses penyusunan oleh
Kementerian Kesehatan dalam rangka mewujudkan visi “Masyarakat
yang Sehat dan Produktif menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk
mendukung terlaksananya rencana induk kesehatan, Pemerintah
berupaya menjaga anggaran kesehatan di atas 5 persen dari belanja
negara. Selama 2023 dan 2024, Pemerintah telah merealisasikan
anggaran kesehatan masing-masing mencapai 5,94 persen dan 5,79
persen terhadap belanja negara pada APBN tahun tersebut. Sementara
itu, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar
Rp218,5 triliun pada 2025 atau 6,03 persen dari belanja negara. Dalam
periode 2023-2025, rata-rata anggaran kesehatan berada pada kisaran
0,89 persen terhadap PDB, dan tumbuh secara nominal rata-rata
sebesar 5,32 persen. Seperti halnya pada sektor pendidikan,
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah terus bersinergi dalam
menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sepanjang periode
2023 - 2024, porsi anggaran kesehatan melalui Belanja Pemerintah
Pusat (BPP) masingmasing sebesar 65,7 persen dan 64,8 persen.
Dukungan tersebut terutama dimanfaatkan untuk penyaluran
bantuan iuran bagi Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI JKN),
penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal, pemenuhan
alat/obat kontrasepsi, serta pengendalian penyakit menular seperti
Tuberkulosis. Dukungan pelayanan kesehatan untuk masyarakat juga
bersumber dari TKD yang dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun
porsi belanja kesehatan dari TKD sebesar 34,3 persen dan 35,2 persen
pada periode yang sama, terutama dimanfaatkan untuk pembangunan
sarpras kesehatan di daerah, pendanaan operasional puskesmas dan
bantuan operasional program Keluarga Berencana (KB). Berbagai
program pembangunan kesehatan telah berkontribusi signifikan pada

peningkatan kualitas kesehatan yang tecermin dari perbaikan capaian
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beberapa indikator kesehatan. Jumlah rumah sakit umum meningkat,
dari 1.855unit pada 2014 menjadi 2.636unit pada 2023, sementara
jumlah puskesmas bertambah dari 9.731unit menjadi 10.416unit pada
periode yang sama. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
berdampak pada kenaikan Umur Harapan Hidup (UHH), dari 70,59
tahun pada 2014 menjadi 72,13 tahun pada 2023. Berbagai tantangan
di sektor kesehatan ke depan masih memerlukan perhatian, terutama
terkait dengan stunting, fasilitas kesehatan, dan penyakit tidak
menular. Salah satu isu krusial adalah penurunan prevalensi stunting
yang cenderung stagnan. Penurunan stunting pada 2023 hanya
sebesar 0,10 persen (yoy), sehingga membutuhkan upaya ekstra untuk
mencapai target prevalensi stunting pada 2029 sebesar 14,4 persen. Di
samping itu, peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (PTM)
seperti diabetes melitus dan obesitas menjadi ancaman yang perlu
diwaspadai. Prevalensi diabetes melitus meningkat dari 10,9 persen
(2018) menjadi 11,7 persen (2023), sementara prevalensi obesitas
meningkat dari 21,8 persen (2018) menjadi 23,4 persen (2023). Tren
ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah karena populasi Indonesia yang
cenderung semakin menua. Peningkatan risiko penyakit serta aging
population di Indonesia dapat menghadirkan beban tambahan bagi
pembiayaan kesehatan, terutama melalui JKN. Dari sisi fasilitas
kesehatan, rasio puskesmas per kecamatan selama periode 2019-2023
pun cenderung stagnan. Ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan
dapat berdampak pada akses layanan kesehatan yang tidak merata,
sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengatasinya. Seiring
dengan berbagai tantangan pada masa depan, Pemerintah menyusun
strategi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas
layanan dan efektivitas program kesehatan. Pemerataan fasilitas
kesehatan dan distribusi tenaga medis, terutama di daerah 3T, menjadi
langkah krusial untuk memastikan akses layanan yang lebih adil dan
merata. Peningkatan penyakit tidak menular akibat pola hidup
sedenter serta ancaman penyakit menular akibat perubahan iklim

harus diantisipasi dengan memperkuat upaya preventif dan promotif.
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Langkah strategis yang diperlukan mencakup perluasan pemeriksaan
kesehatan, edukasi gizi dan gaya hidup sehat, pembangunan sarana
sanitasi dan air bersih, serta optimalisasi program imunisasi. Selain
itu, stagnasi dalam penurunan prevalensi stunting memerlukan
kebijakan yang lebih efektif dalam perbaikan gizi dan pemenuhan
nutrisi bagi ibu hamil dan balita. Salah satu langkah konkret adalah
melalui program MBG bagi anak balita serta ibu hamil dan menyusui.
Di sisi lain, Pemerintah berkomitmen memperkuat upaya kemandirian
farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, antara lain dengan
meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi alat kesehatan dan
bahan baku obat. Selain itu, keandalan laboratorium pengujian alat
kesehatan akan terus ditingkatkan guna memastikan standar
keamanan dan efektivitas produk dalam negeri. Pemerintah
berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan sektor
kesehatan dan mencapai berbagai target sasaran pembangunan
melalui dukungan anggaran kesehatan. Dalam lima tahun ke depan,
anggaran kesehatan akan dijaga pada kisaran 5-6 persen dari total
belanja negara. Anggaran ini juga dialokasikan untuk mendukung
berbagai program unggulan di sektor kesehatan guna meningkatkan
akses dan kualitas layanan bagi masyarakat. Adapun program
unggulan tersebut adalah bagian dari PHTC, yaitu Cek Kesehatan
Gratis, Pemberantasan TB, dan Pembangunan Rumah Sakit
Berkualitas. Pemerintah juga akan terus memperkuat program JKN
terutama melalui bantuan iuran bagi PBI JKN guna meningkatkan
akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Untuk itu, Pemerintah memberikan bantuan iuran kepada 96,7 juta
jiwa dari kelompok masyarakat miskin dan rentan atau 40 persen
penduduk berpenghasilan terendah. Pada 2025, pemberian PBI JKN
menjadi porsi terbesar dalam anggaran kesehatan, yaitu mencapai 22
persen. Namun, dalam lima tahun ke depan, bantuan premi iuran
diharapkan dapat menurun secara bertahap seiring dengan
penurunan angka kemiskinan. Selain itu, Pemerintah juga

mengalokasikan dukungan khusus bagi tenaga Kesehatan sebagai
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pendukung utama layanan kesehatan, yaitu berupa gaji, tunjangan,
pelatihan, beasiswa kedokteran, dan tunjangan terkait dengan
penugasan khusus. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga
kesehatan yang profesional dan merata, proporsi anggaran untuk
penguatan kapasitas tenaga kesehatan diproyeksikan terus meningkat
dalam lima tahun mendatang.

Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

Peran desa dalam pembangunan terus diperkuat untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Tingkat kemajuan
suatu desa dapat diukur salah satunya melalui indikator Indeks Desa
yang mengelompokkan status desa dalam 5 kelompok yaitu Desa
Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan
Desa Mandiri. Pada tahun 2024, status desa semakin membaik.
Jumlah desa mandiri dan desa maju meningkat. Pada tahun 2024,
jumlah desa mandiri sebanyak 17.023 desa, bertambah sebanyak
13.745 desa atau 419,3 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara
itu, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal terus menurun.
Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan di desa juga terus
menunjukkan perbaikan dari 13,1 persen di tahun 2021 menjadi 11,8
persen di tahun 2024. Pembangunan desa masih menghadapi
sejumlah tantangan. Tingkat kemiskinan di perdesaan tergolong
cukup tinggi, yakni mencapai 11,8 persen dibandingkan perkotaan
yang mencapai 7,09 persen (BPS, 2024). Lebih dari separuh penduduk
miskin (55,4 persen) tinggal di desa. Selain itu, masih terjadi
kesenjangan dalam pemenuhan layanan dasar antara desa dan kota.
Pemerintah desa juga perlu memperbaiki tata kelola dan
meningkatkan kualitas penggunaan anggaran desa. Sehubungan
dengan hal tersebut, pembangunan desa dari desa dan dari bawah
merupakan prioritas nasional dalam jangka menengah (2025-2029).
Pembangunan desa akan berfokus pada pembangunan infrastruktur
dan penyediaan layanan dasar publik, termasuk perumahan dan

pemukiman, air minum, sanitasi, persampahan, layanan kesehatan,
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dan konektivitas. Selain itu, pembangunan desa juga diprioritaskan
untuk transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan
pelestarian lingkungan perdesaan dalam rangka pengembangan pusat
pertumbuhan ekonomi skala lokal, penguatan lembaga ekonomi desa,
dan pengelolaan perubahan iklim. Tata kelola pemerintahan dan
pemberdayaan pembangunan desa yang adaptif akan terus diperkuat.
Dalam rangka memperkuat peran UMKM dan koperasi dalam
pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah merumuskan sejumlah
strategi komprehensif untuk periode 2025-2029. Strategi tersebut
antara lain mencakup peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi
melalui pengembangan sektor produksi serta peningkatan kapasitas
kelembagaan dan SDM. Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga
menjadi prioritas, seiring dengan perluasan akses terhadap perizinan,
pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan digitalisasi UMKM
dan Koperasi. Upaya ini turut diarahkan untuk meningkatkan
partisipasi UMKM dan Koperasi dalam rantai nilai komoditas unggulan
nasional dan mendorong peningkatan mutu produk. Penguatan
kewirausahaan juga menjadi salah satu pilar utama strategi
pembangunan UMKM dan Koperasi. Hal ini dilakukan melalui
penyediaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif, termasuk
inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan
pendampingan berkelanjutan. Pemerintah juga akan melakukan
pemutakhiran regulasi yang mendukung iklim usaha serta
memastikan integrasi dan pembaruan Basis Data Tunggal UMKM agar
lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pelaku usaha. Sebagai
bentuk intervensi afirmatif untuk mendorong UMKM naik kelas,
Pemerintah akan mendorong transformasi UMKM ke kelompok
menengah. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan standar program
pemberdayaan yang terukur dan terintegrasi, pemanfaatan data dari
Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pelatihan dan
sertifikasi berbasis kebutuhan pelaku usaha. Sistem informasi
berbasis digital juga akan dikembangkan untuk mendukung proses

monitoring dan evaluasi yang akuntabel. Selaras dengan upaya
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7)

pemberdayaan ekonomi rakyat, Pemerintah secara konsisten
melakukan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai strategi
nasional dalam rangka pemberdayaan desa sehingga diharapkan dapat
memutus rantai kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan
peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Melalui Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan
terbentuk untuk penguatan usaha masyarakat. Pendekatan ini
mencakup pembentukan koperasi baru, penguatan koperasi aktif,
serta revitalisasi koperasi tidak aktif, disertai model bisnis berbasis
kawasan dan dukungan digitalisasi. Kedepan penguatan Koperasi
Desa Merah Putih akan terus diperkuat untuk memberdayakan
masyarakat desa, meningkatkan desa mandiri, memperkuat
ketahanan pangan serta mewujudkan kesejahteraan. Koperasi Desa
Merah Putih juga akan didorong menjadi simpul produksi, pengolahan,
dan distribusi produk lokal yang berdaya saing, dengan penguatan
kelembagaan, pelatihan manajerial, integrasi ke dalam rantai pasok
nasional, dan dukungan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah. Pada
tahun 2025, Pemerintah berkomitmen untuk membentuk 80.000
koperasi disetiap desa/kelurahan dengan melakukan pengembangan
koperasi yang ada, pembentukan koperasi baru serta revitalisasi
koperasi yang selama ini tidak aktif. Dukungan fiskal dalam penguatan
koperasi tersebut, melalui APBN, APBD, APBDes, dan/atau sumber
lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya dalam jangka menengah, Pemerintah akan tetap
berkomitmen mendukung agar unit usaha yang dijalankan dapat
berjalan optimal dengan ditopang tata kelola yang profesional,
transparan dan akuntabel.

Pertahanan Semesta

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 pasal 1 butir 1, pertahanan
negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap

keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan dimaksud
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dipersiapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total,
terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala
ancaman. Sistem pertahanan semesta (Sishanta) merupakan
implementasi dari UUD 1945 pasal 30 yang menegaskan bahwa
pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya
institusi militer tetapi juga sebuah sistem yang mengintegrasikan
kekuatan nasional secara menyeluruh. Salah satu ukuran untuk
mengetahui peta kekuatan militer Indonesia adalah Asia Power Index.
Berdasarkan Asia Power Index tahun 2024, kekuatan militer Indonesia
berada di peringkat 13 dari 27 negara dengan skor 15,7. Dalam posisi
tersebut, indikator anggaran pertahanan Indonesia berada pada
peringkat 11 dengan skor 1,5. Indikator personel militer Indonesia
berada pada peringkat 10 dengan skor 23,6. Indikator peralatan militer
Indonesia berada pada peringkat 13 dengan skor 8. Sedangkan
Indikator kapasitas khusus yang mengukur fitur spesial dan kekuatan
strategis dalam peperangan menempati peringkat 13 dengan skor 14,7.
Pertahanan Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan.
Pertama, dinamika geopolitik dan potensi eskalasi ketegangan di
kawasan dapat mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan,
termasuk Indonesia. Kedua, Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan
Gangguan (ATHG) dari dalam negeri dan luar negeri. Ketiga, teknologi
maju, trafik data anomali, dan ancaman siber. Keempat, ancaman
pada wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur
strategis perairan. Kelima, anggaran pertahanan Indonesia yang masih
di bawah 1 persen dari PDB dinilai belum optimal untuk memenuhi
kebutuhan pertahanan nasional. Keenam, Alat Peralatan Pertahanan
dan Keamanan (Alpalhankam) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang
masih terbatas dari segi jumlah dan kualitas. Anggaran pertahanan
Indonesia pada tahun 2013-2022 rata-rata sebesar 0,8 persen PDB
yang menempati peringkat 29 dari 175 negara (data World Bank). Nilai
ini masih jauh lebih rendah dari rata-rata anggaran pertahanan

negara-negara Upper Middle Income yang mencapai 1,6 persen PDB.
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8)

Pada tahun 2025-2029, anggaran pertahanan ditargetkan terus
meningkat yang harus diimbangi dengan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pertahanan. Strategi
kebijakan jangka menengah untuk penguatan sistem pertahanan yang
tangguh dan responsif dalam menghadapi berbagai ancaman, adalah
sebagai berikut: 1) Modernisasi Alpalhankam untuk meningkatkan
kapabilitas pertahanan negara dan meningkatkan daya gentar Tentara
Nasional Indonesia (TNI) di kawasan. 2) Meningkatkan kemandirian
industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan
pada impor peralatan militer dan meningkatkan kemampuan produksi
dalam negeri. 3) Memperkuat komponen utama, komponen cadangan,
dan komponen pendukung. 4) Penguatan area ALKI, Air Defence
Identification Zone (ADIZ), dan skenario area Choke and Flash Point. 5)
Memperkuat keamanan siber dalam menjaga ketahanan negara di era
digital. 6) Penguatan diplomasi internasional prajurit TNI. 7) Penguatan
penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta penguasaan
teknologi.

Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global

Investasi memainkan peran sentral dalam menggerakkan roda
perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat dalam kurun
5 tahun terakhir (2020-2024) investasi telah memberikan andil 30,0
persen terhadap perekonomian nasional. Capaian investasi Indonesia
yang cukup baik juga terlihat dari catatan Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan
realisasi investasi 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun melampaui target
yang ditetapkan. Kepercayaan investor global terhadap Indonesia juga
tecermin dari andil PMA yang mencapai 52,5 persen melebihi andil
PMDN. Pentingnya investasi bagi perekonomian Indonesia tidak hanya
terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan
sosial. Investasi 2024 menciptakan lapangan kerja baru, dengan
penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.456.130 orang. Oleh karena itu,
untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional jangka

menengah ke level 8 persen pada 2029, kinerja investasi perlu terus
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diakselerasi untuk mencapai angka pertumbuhan yang lebih tinggi
dari pertumbuhan ekonomi secara agregat. Indonesia menerapkan
strategi komprehensif untuk menarik investasi produktif dalam rantai
nilai global. Pemerintah telah memulai dengan menerapkan beberapa
strategi untuk mempercepat investasi, melalui reformasi struktural
dengan deregulasi dan kemudahan perizinan melalui omnibus law,
konsolidasi perizinan, dan digitalisasi layanan seperti Online Single
Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Insentif fiskal seperti tax
allowance dan tax holiday diberikan untuk industri padat karya dan
energi terbarukan, sementara pembiayaan inovatif memanfaatkan
dana sosial syariah dan obligasi hijau. Sektor keuangan diperkuat
melalui pendalaman pasar modal dan perbankan. Investasi juga
difokuskan pada sektor berorientasi ekspor, seperti pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan industri berbasis SDA.
Pemerintah juga terus memperkuat diplomasi ekonomi untuk
memperkuat kerja sama dalam akses pasar global. Pemerintah telah
membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai
lembaga pengelola aset negara dan manajer investasi Pemerintah,
memperkuat upaya percepatan di sisi investasi sebagai penopang
pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Danantara diharapkan
memainkan peran sebagai super holding bagi Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), menggantikan peran Kementerian BUMN yang
nantinya akan lebih banyak mengambil porsi sebagai regulator.
Tujuannya adalah membangun sinergi dan efisiensi antarentitas
BUMN guna menciptakan pengelolaan aset dan investasi yang lebih
terintegrasi, profesional, dan produktif dalam mendukung agenda
pembangunan nasional. Selain penguatan kinerja sektor usaha
melalui dukungan investasi Danantara dan berbagai insentif fiskal,
Pemerintah juga mengarah pada investasi yang lebih produktif dalam
perspektif yang lebih struktural. Investasi untuk peningkatan kualitas
sumber daya manusia, adopsi teknologi yang lebih efisien, serta
penyempurnaan regulasi juga menjadi fokus Pemerintah. Investasi

yang bersifat struktural ini bertujuan mempercepat perbaikan
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Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, di samping strategi
penguatan nilai tambah investasi melalui Danantara. Menurunnya
ICOR mencerminkan semakin efisiennya investasi dalam
menghasilkan output ekonomi. Pembangunan infrastruktur dan
kawasan yang terintegrasi akan tetap menjadi pilar utama dalam
strategi mendorong investasi. Konektivitas, transisi energi, dan
transformasi digital akan menjadi prioritas melalui PSN. Inisiatif ini
bertujuan meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi kesenjangan
antardaerah sekaligus memperkuat integrasi pasar domestik dan
mendukung industri berorientasi ekspor. Kolaborasi antara swasta,
BUMN, dan Pemerintah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) menjadi kunci dalam pembangunan
infrastruktur. Pemerintah juga terus melanjutkan komitmen mencapai
net-zero emission pada 2060. Investor asing akan dilibatkan termasuk
melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), sehingga semakin
memperkuat transisi Indonesia menuju infrastruktur energi bersih.
Secara keseluruhan, di tengah berbagai ekspansi investasi, tantangan
seperti risiko geopolitik, keterbatasan APBN, dan daya dukung
lingkungan harus diantisipasi dengan baik. Deforestasi juga terus
dibatasi untuk menjaga keberlanjutan ekologis. Upaya strategis untuk
memperkuat konektivitas ekonomi nasional dilakukan tidak hanya
untuk meningkatkan perdagangan domestik dan antarwilayah,
melainkan juga daya saing perdagangan global. Dengan memperlancar
arus barang dan jasa antarwilayah, efisiensi distribusi dapat
meningkat, menciptakan sinergi antardaerah, dan memperluas basis
produksi nasional. Hal ini menjadi fondasi penting untuk
meningkatkan kapasitas ekspor, khususnya produk bernilai tambah,
yang selanjutnya membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk
berpartisipasi secara lebih aktif dalam rantai nilai global (Global Value
Chains/GVC). Partisipasi yang lebih dalam pada GVC akan
memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dalam sistem perdagangan
internasional dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

terhadap gejolak eksternal. Pemerintah akan mengambil langkah-

177



langkah strategis dalam upaya mendorong perdagangan global.
Langkah-langkah tersebut meliputi pemberian akses pasar global
melalui kerja sama internasional, yang membuka peluang lebih luas
bagi produk dalam negeri untuk bersaing di kancah internasional. Di
samping itu, Pemerintah juga berfokus pada peningkatan rantai pasok
yang efisien dan berkelanjutan, serta peningkatan likuiditas, yang
secara keseluruhan bertujuan wuntuk menciptakan ekosistem
perdagangan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi melalui
interaksi global. Meskipun demikian, kebijakan perlindungan produk
domestik juga diterapkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas
untuk menyeimbangkan antara penguatan industri dalam negeri dan

partisipasi aktif dalam perdagangan internasional.

VII.1.2 Strategi Ekonomi dan Fiskal Kabupaten Jembrana
Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam
menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Apabila
Pendapatan Daerah tinggi maka persentase dalam kemampuan daerah
dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi dan sebaliknya.
Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan Potensi Pendapatan
Daerahnya. Memaksimalkan pendapatan harus didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara Umum,
penganggaran pendapatan daerah Kabupaten Jembrana setiap tahunnya
sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Adapun upaya- upaya yang
dilakukan untuk mencapai target Anggaran Pendapatan Daerah adalah
sebagai berikut:

1) Penyesuaian regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor.1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
dengan menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan memaksimalkan
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potensi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Meningkatkan  transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan
pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang
berbasis teknologi informasi;

3) Memperhatikan dan menindaklanjuti arahan Monitoring Centre for
Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi pada area intervensi
Optimalisasi Pajak Daerah;

4) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui percepatan
digitalisasi dan perluasan kanal-kanal pembayaran pajak daerah dan
retribusi daerah secara non tunai;

5) Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan dukungan antar Perangkat
Daerah yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Daerah;

6) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan
pendapatan daerah;

7) Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan
biaya pembangunan daerah; dan

8) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak
dilakukan dengan memaksimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Daerah.

Selain pendapatan, sisi belanja pemerintah daerah dalam bentuk

anggaran belanja daerah juga memiliki peranan penting dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus
bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah
merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan
oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja
penyediaan infrastruktur untuk percepatan penyediaan sarana prasarana
layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan
kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan
layanan publik termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan
Pendidikan, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang kesehatan,

belanja dibidang standar pelayanan minimal, belanja hibah dan
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bantuan sosial, dan lain-lain. Mekanisme belanja harus disusun
sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara
terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut
untuk menghasilkan keuntungan, tapi bukan berarti dapat mengeluarkan
uang (belanja) dengan seenaknya. Selain hal tersebut, yang perlu
mendapat perhatian adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai
dengan target dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang
ditetapkan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran tersebut
akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Fakta di lapangan
menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan pengalokasian belanja
memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintah. Ketidakefisienan
kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar,
kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Untuk
itu Belanja daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Belanja daerah tidak dialokasikan secara overspending (belanja yang
melebihi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah);

2) Belanja daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
kepada masyarakat dan memastikan kelancaran jalannya
pemerintahan serta menghindari misspending belanja yang tidak
sesuai kebutuhan);

3) Perencanaan Belanja hanya dipastikan untuk kegiatan- kegiatan
yang akan dilaksanakan sehingga menghindari underspending (belanja
yang tidak terlaksana);

4) Belanja daerah harus memperhatikan aspek hukum untuk
menghindari fraud spending (belanja yang melanggar ketentuan
hukum);

5) Meningkatnya koordinasi dengan institusi bidang pengawasan,
Inspektorat Kabupaten, Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dan kerja sama terpadu
dengan intansi terkait guna meningkatkan efisiensi belanja daerah

berdasarkan peraturan; dan
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6) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja. Hal ini untuk
menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyimpangan,
penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan
negatif lainnya.

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah sebagai pengemban amanat
masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya.
Salah satu kata kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah
adalah akuntabilitas publik. Karena untuk mendukung dilakukannya
pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep Value For Money,
maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran
daerah yang berorientasi pada kinerja (performance budget). Anggaran
kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas
publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan
desentralisasi. Sehingga penganggaran di Kabupaten Jembrana
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan public;

2) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya
rendah (work better and cost less);

3) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan
akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;

4) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk
seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;

S5) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja
disetiap organisasi yang terkait

6) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para
pelaksananya.

Performance budget sebagai upaya untuk memperbaiki proses

pengendalian dan pengawasan anggaran. Pengawasan dan pengendalian

tidak hanya dilakukan pada akhir proses anggaran, tetapi harus
dilakukan pada setiap tahap mulai dari perencanaan, implementasi
maupun output-nya akan dievaluasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap
penyimpangan atau kesalahan yang terjadi sedini mungkin dapat

terdeteksi dan dapat dikendalikan sehingga efisiensi dan efektivitas dapat
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tercapai. Perencanaan anggaran entitas pemerintah yang berorientasi
pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling
terkait dan terintegrasi yaitu: masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah.
Adapun fungsi Pemerintah Daerah adalah sebagai pelaksana teknis yang
meliputi:

1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan
keuangan daerah agar dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang
sesuai dengan kondisi daerah;

2) Untuk mengontrol dan mengendalikan target penerimaan dan
pengeluaran sesuai dengan APBD yang ditetapkan, dan;

3) Informasi keuangan lebih transparan dan dapat dipercaya, baik
kepada DPRD, Pemerintah Pusat, dan masyarakat.

Upaya untuk menjaga pembangunan daerah yang berkesinambungan dan
sistimatis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara
optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir
meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara
berkelanjutan dan selaras dengan sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pembangunan yang dilaksanakan dipandang perlu adanya sinkronisasi
pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan
pemerintah Provinsi Bali serta Nasional sesuai dengan program prioritas

yang sudah ditetapkan.
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BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Jembrana Tahun 2026 ini dibuat untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Palfon
Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Negara, 14 Agustus 2024
i P A , Bupati Jembrana
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